Teori dan Aplikasi Model Empiris di Wilayah Gorontalo

(\

e’ “"&Wﬁa‘

T

TEETRW

SRS % [
=T T Y O
ET

|
“hE”
v
h

L)

.

!

3

Muhammad Amir Arham




KEUANGAN DAERAH

Teori dan Aplikasi Model Empiris
di Wilayah Gorontalo

Tahun 2002

LU No 19 Tentang Hak Cipta
_ Fungst dan Sifar hak Cipta Pasal 2

I Hak Cipta meropakan hak eksklusif bagi pencipta atan pemegang Hak
Cipta untuk mengumumban atan memperbanyak ciptaannya, yang
I secara otomatis  serelah  suarn ciptaan  dilahirkan  tanpa

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang
Itk

Muhammad Amir Arham

[k Terkaie Pagal 49

o Pelakn memiliki hak eksklusif untuk memberkan izin atan melarang
piliak lain yang ranpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau
menyiackan rekaman suaga dan/aran gambar pertunjukannya,

w KINERJA PEREKONOMIAN DAN

Sanlst Pelangpacan Pasal 72
1 B i dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan
aeliggiiming dunaksod dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2)
dipldang dengan pidana penjira masing-masing paling sigkat 1 (sam)
Luhin dan St denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta mopiah),
itan poelana penjara paling Tama 7 (ujub) tahun dan/atan denda paling
eyl Rp S000LODOGO0,00 (hma miliar rupiak).
Waranggiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan,
i menjual kepada wnum suatu ciptaan arau barang hasil pelanpgarn
Hak Cipia sebagaimana dimaksod dalam ayac (1), dipidana dengan
| pilunt penjara paling lama 5 (Hma) tahun dan/atan denda paling
Panyale By SOCLOOOGOCLIK (hima ratus juta sepiah)

giority cnd develop the infellecteol of human's e

_ @eepublish




C.

deepublish| o

Uiy, Blang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
I Kallurang Km.9,3 - Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Hotline: 0838-2316-8088
Wehsite: www.deepublish.co.id
e-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Tecbitan (KDT)

ARMAM, Muhammad

[Kinerja Perekonomian dan Keuangan Daerah: Teorl dan Aplikasi
Muodel Limpiris di Wilayah Gorontalo/oleh Muhammad Amir Arham.-
A1, Cer 1-Yogyakarta: Deepublish, Agustus 2014.

wvi, 181 hlmi; 23 em
15BN 978-602-280-322-5

1. Pemerintah Daerah L Judul
A52.14

Desain cover  : Herdambang Ralmadhani
Penata letak - Cinthia Morris Sartono

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)
Anggota TKAPI (076/DTY /2012)

Tsi diluar tanggungjawab percetakan
Hak cipta dilindungi undang-undang
Drilarang keras menerjemahkan, memintokopi, atiu
memperbanyak sehagian atau seluruh a1 Dk ind
ranpa b tertuliv dan Penerbit.

iy

Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum, samj

kaum itu sendiri yang dapat mernbah nasibn
(QS Ar-Rad, Ayat

Dedibasi bepa
DV daw Hmankum Ayahanda
Qapni besenta Anwak-ana



vi

Kt Sambat
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Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syul
kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan petunjukN?
sehingga kita masih senantiasa berkarya demi kemajuan daes
khususnya Provinsi Gorontalo. Saya selaku Rektor menyaml
dengan gembira dan penuh apresiasi atas penerbitan buku dosen
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Penerbitan buku ini dirangkaian dengan program Tahun Bu
2014 Universitas Negeri Gorontalo yang telah dicanangkan pe
Januari 2014. Hal ini merupakan suatu gagasan dan upaya y:
sungguh-sungguh para dosen sebagai ilmuan yang patut kita telada
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bersangkutan. Oleh sebab itu menurut pemahaman saya, buku
sangat penting untuk dibaca, baik oleh pengambil kebijakan mauj
kalangan akademisi dan mahasiswa yang ingin mendalami lebih j2
konsep berbagai disiplin ilmu. Saya berharap kiranya buku ini da
memberi manfaat bagi masyarakat umum. Akhirnya, atas na
Rektor dan Civitas Akademika Universitas Negeri Goront
menyampaikan selamat kepada penulisnya. Semoga usaha
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Pengantar Penul

Desentralisasi bukan konsep baru di Indonesia, jai
sebelumnya sudah ada sejak tahun 1930-an pada zaman Beland
Pada masa Orde Baru, pemerintah pernah mencoba mendesa
otonomi daerah percontohan di 26 kabupaten seluruh Indone:
tahun 1995, tapi belum dapat diwujudkan desentralisasi yai
sesungguhnya. Kabupaten percontohan otonomi daerah menem
banyak kendala, karena kewenangan yang diberikan masih sang
terbatas, sentralisasi fiskal masih sangat kuat.

Memasuki tahun 1997/1998 Indonesia diperhadapkan kri
moneter, berimbas luas terhadap tatanan pemerintahan. Reform
tak dapat dielakkan, tuntutan pelaksanaan otonomi daerah mal
menguat. Ancaman disintegrasi meletup dimana-mana, karena
otonomi daerah atau desentralisasi dianggap pembalikan sist
pemerintahan yang ideal, ia lebih cenderung menghar;
kebhinekaan. Selama puluhan tahun terjadi bentuk penyeragam
sistem pembangunan dan perilaku budaya. Nilai-nilai lokalis
yang memiliki unsur budaya sebagai kohesi sosial  ya
menguatkan persatuan sesama anak bangsa cenderung diredul
Hanya budaya-budaya tertentu dinasionalisasikan, menj
superioritas diantara budaya-budaya lainnya yang sudah ada se
lama tersebar diseluruh nusantara.

Tahun 2001 membuka sejarah baru sistem pemerintahan
Indonesia dari  sistem sentralistik ke model pemerintal
desentralistik. Dua hal pokok puncak pelaksanaan desentralis




yakni memberikan penguatan demokrasi lokal dan kewenangan
bidang fiskal baik penerimaan maupun pengeluaran.

Meskipun demikian, sumber-sumber utama penerimaan tetap
dikuasai oleh pemerintah pusat dengan alasan sebagai kerangka
penciptaan keadilan. Sebab pajak yang dihimpun ke pusat tetap
akan didistribusikan ke daerah dengan berbagai varian, baik dalam
bentuk bagi hasil maupun dalam bentuk block grant dan specific
grant. Tujuan dilakukan transfer kembali untuk menciptakan
keseimbangan vertikal dan keseimbangan horizontal. Ini
dimaksudkan karena setiap daerah memiliki potensi fiskal yang
berbeda.

Dalam pada itu, desentralisasi dengan kewenangan yang luas
bagi daerah disertai transfer diharapkan, mereka lebih leluasa
berkreasi sehingga lebih mandiri. Kemandirian ekonomi dan fiskal
merupakan esensi pokok pelaksanaan desentralisasi. Namun jika
dilakukan evaluasi, hampir semua daerah otonom di Indonesia
masih jauh dari kemandirian, justru ketergantungan terhadap
hibah (grant) dari pusat makin tinggi. Belum lagi pemekaran
wilayah terus bermunculan, sebagian besar daerah pemekaran
justru jadi beban keuangan negara karena kapasitas fiskalnya
rendah. Efeknya terhadap pendanaan pembangunan dan
pelayanan publik tidak optimal bagi daerah induk dan daerah
yang dimekarkan, anggaran justru sebagian besar terserap ke
pengadaan kantor dan belanja pegawai.

Sementara proporsi penerimaan yang bersumber dari PAD
terhadap total pendapatan sangat kecil, pada akhirnya daerah
memiliki keterbatasan melakukan manuver menyusun anggaran.
Apalagi belanja dalam APBD terserap untuk gaji pegawai rata-rata

di atas 60 %. Idealnya, adanya desentralisasi kabupaten/kota mak
baik pelayanannya yang mendorong laju pertumbuhan ekonol
diikuti dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Terbul
secara empiris, daerah yang masih mengandalkan sektor prim
potensi fiskalnya rendah, angka kemiskinan cenderung bes
Sebaliknya daerah yang perekonomiannya bertumpu pada sek
sekunder dan tersier, jauh lebih besar potensi fiskalnya, beref
pada perbaikan kinerja ekonomi.

Atas dasar itu, buku ini mencoba menguraik
perkembangan ekonomi daerah, yang berdampak terhad
pergeseran sektor selama pelaksanaan otonomi daerah
Gorontalo. Berbagai dinamika pembangunan yang berjalan, seti
kabupaten/kota memiliki potensi ekonomi yang berbeda karve
resources yang dimiliki oleh daerah tidak sama. Hal ini daj
memicu terjadinya ketimpangan antar wilayah, jika disparitas ya
terjadi belum dapat diperbaiki maka selanjutnya mempengars
kapasitas fiskal. Tidak itu saja kemampuan keuangan daer
berbeda pula maka perlakuan terhadap APBD maupun priori
pendanaan berbeda satu sama lain. Berdasarkan dengan kead:
itu maka pembahasan tentang kemampuan keuangan an
kabupaten/kota di Gorontalo juga dimasukkan.

Selanjutnya mendeskripsikan perkembangan transfer se
pengaruhnya terhadap kemiskinan di Gorontalo sela
pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan mengadopsi beber:
model empiris yang telah dilakukan dibeberapa negara I:
Dengan  terbatasnya pembiayaan APBD, sementara kebutul
pembangunan infrastruktur sangat besar maka diperlukan mo

pembiayaan alternatif melalui pinjaman daerah. Namun demik




untuk melakukan pinjaman diperlukan kajian yang memadai
berapa potensi dan besaran yang ideal untuk dipinjam oleh setiap
daerah di Gorontalo.

Minimnya belanja langsung yang memiliki pengaruh kuat
terhadap pertumbuhan ekonomi akan diuji dalam penerapan
model, dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
belanja langsung terhadap kinerja ekonomi di Gorontalo.
Penerapan model selanjutnya adalah pengaruh pengeluaran
pemerintah daerah sektor utilities terhadap pertumbuhan ekonomi
di Gorontalo. Inilah yang menjadi tema-tema pokok dalam buku
ini, dengan harapan bahwa buku yang bersifat aplikatif dapat
memberikan gambaran sekaligus solusi bagi pelaksanaan
desentralisasi fiskal, sejalan perbaikan kapasitas fiskal kabupaten/
kota di Gorontalo.

Selanjutnya, buku ini disusun untuk melengkapi referensi
yang ada, terutama kajian-kajian yang bersifat empiris yang
menyangkut perekonomian wilayah dan keuangan daerah. Dengan
sendirinya buku ini dapat digunakan untuk akademisi, praktisi,
pemerintah daerah dan mahasiswa Strata 1 (S1) dan Strata Dua
(52). Dengan terbitnya buku ini sekaligus sebagai tanggungjawab
moral akademisi, selain ingin berkontribusi nyata dalam proses
pembangunan ekonomi di Gorontalo secara khusus dan Indonesia
secara keseluruhan. Model-model dan persamaan yang digunakan
untuk menganalisis perekonomian maupun keuangan daerah
bukan sesuatu yang baru, tapi sangat jarang digunakan di tingkat
lokal. Padahal hasilnya sangat dibutuhkan untuk keperluan
akademik maupun pengambilan keputusan sebagai rumusan
kebijakan yang lebih aplikatif. Semua perencanaan dan kebijakan

pemerintah daerah selayaknya menggunakan basis data diser
kajian akademik yang mendalam, tidak hanya menyandarkan pe
akal sehat (common sense) belaka.

Walau saya menyadari buku ini masih sangat sederhz
belum sempurna, apalagi penyusunannya cenderung terburu-b
sehingga wajar jika uraiannya tidak runtut, sistematis ¢
komprehensif. Oleh sebab itu penulis membuka diri meneri
masukan yang konstruktif dari berbagai pihak. Niscaya pent
dengan penuh rendah hati dan senang, adanya segala ben
diskusi untuk perbaikan kedepan.

Sebagai rasa syukur dan bahagia, seraya mengucapkan teri
kasih yang tak bertepi kepada semua pihak atas bantuanr
sehingga buku ini dapat diterbitkan. Ibu dan almarh
ayahandaku “mahaguru” tak bertitel, tiada lelah mengajarl
kebajikan kepada anaknya. Ajaran filosofi hidup tanpa pe
melalui bangku kuliah, namun dalam prakteknya memberik
kesan kuat dan melekat erat dalam memori ingatanku. Istriku ¢
anak-anak kami sangat berkontribusi memberikan semangat ye
luar biasa, kendati dalam banyak kesempatan mereka kehilang
kasih sayang dariku, mereka menjadi inspirasi untuk berkar
Kepada rektor Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Dr. Sym:
Qamar Badu senantiasa memberikan respon positif ¢
apresiasinya yang tinggi terhadap para dosen yang w
mendedikasikan — pikirannya  untuk  pengembangan il
pengetahuan. Dengan sendirinya akan memberikan efek pos
terhadap UNG.

i atas segalanya, Allah yang Maha Pemurah sel
membukakan pintu hidayah untuk diberikan kekuatan kep:
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penulis, mengalirkan ide dan menyalurkan gagasan untuk merajut
kata, hingga tersusun untaian tulisan. Karena itu saya tidak hendak
menjadi manusia congkak dan kufur nikmat. Sangat pantas kiranya
jika saya memuja dan memuji kepada sang Maha Alim (paling
berilmu), puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Semoga saya
diberikan kesempatan untuk terus berkarya, meski hanya bagian
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Bal
Perkembangan Pergeseran Sektor Ekonor
Kabupaten/Kota di Gorontz

I'endahuluan
Pembangunan ekonomi yang dijalankan tidak sekes
mengharapkan pertumbuhan semata, akan tetapi juga diperlul
perubahan struktur ekonomi. Perekonomian yang sekedar tumt
ghan menyisakan berbagai persoalan, seperti ketimpangan ¢
penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak terdistribusi mer:
Madda kelanjutannya dampak kegiatan ekonomi yang ditimbulk
pulatil keeil di wilayah yang bukan pusat pertumbuhan, maka ¢
itu kegiatan ekonomi memerlukan perubahan struktur. Tic
hnnya perubahan dalam pengertian bergeser dari sektor primer
sektor sekunder dan tersier akan tetapi juga perubahan pada p
maupun kebiasan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyara
dengan menggunakan teknologi untuk peningkatan produktivita
Jika melihat perkembangan ekonomi wilayah, termas
Gorontalo  hampir dipastikan mengalami pergeseran. T
pertanyaannya, bagaimana pola perubahan struktur yang terj
dan seberapa besar perubahannya yang berdampak pada dinam
perekonomian daerah?, Kegiatan perekonomian Gorontalo ma
didominasi pada sektor pertanian (primer), sehingga ma
tertinggal diberbagai bidang pembangunan, walau tak da
dinafikkan bahwa Gorontalo sangat beda dengan provinsi lain
karena baru berumur 13 tahun. Keberadaan Provinsi Goronl
hampir bersamaan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Berang
dari keadaan tersebut, tulisan ini mencoba melihat pola pergese
maupun nilai pergeseran itu sendiri selama 10 tahun pelaksan:

..ﬁ__ﬂ.




otonomi  daerah. Sekaligus  sebagai  evaluasi perjalanan
perekonomin Gorontalo selama berpisah dari Sulawesi Utara.

1.2, Konsep Pergeseran Sektor

Pada mulanya upaya pembangunan diidentikkan dengan
usaha  meningkatkan pendapatan perkapita  (pertumbuhan
ekonomi). Dengan asumsi bahwa meningkatnya pendapatan
perkapita masalah-masalah pengangguran, kemiskinan dan
ketimpangan pendapatan dapat terpecahkan melalui dampak trickle
down  effect. Namun pada perkembangannya  paradigma
pembangunan yang demikian bukan jalan satu-satunya, karena itu
mulai muncul : pemikiran baru, dimana pembangunan ekonomi
tidak identik dengan pertumbuhan (growth), Mengandalkan
pertumbuhan semata justru menyisakan masalah disparitas yang
berpotensi memiliki kerawanan sosial politik.

Paradigma pembangunan terus mengalami evolusi mulai
muncul  strategi lain, seperti strategi  pertumbuhan dengan
pemerataan  distribusi  pendapatan,  kebutuhan pokok,
pembangunan mandiri, pembangunan berkelanjutan dan strategi
berdimensi etnik. Disamping itu juga perlunya membuka
kesempatan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pandangan Kuncoro (2006:17), proses pembangunan
menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan
perubahan (growth plus change) dalam hal; 1) perubahan struktur
ekonomi dari pertanian ke industri atau jasa, 2) perubahan
kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan
itu sendiri.

Uraian  itu sejalan dengan prinsip dasar ekonomi
pembangunan bahwa pertumbuhan ekonomi secara intrinsik
terkait dengan perubahan dalam struktur produksi. Menurut
pandangan ini, industrialisasi adalah pengemudi perubahan teknis,
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din meningkatkan produktivitas secara __.E@..__,:_:r_q._,: ,”_F“_._,”._?._,.“H”H
arl realokasi tenaga kerja dari produktivitas yang rendal :
vitas yang tinggi.
_._._..W.__m_.;..____:__:_..q.._.a:._H struktur  (pergeseran sektoral) Ehﬁﬂﬂﬁﬂ“
mkin terfadinya transformasi, bukan hanya ,n_m_mb.. mﬂm e
glat  tetapl  juga  berkaitan dengan wm_uﬁmmm_.__, el
muemperlakukan kegiatan _u_dn_;wmm.mww:onn. Eu._m._._ 5 T
Iperubahan struktural® telah menjadi banyak &m:ﬁ mq”_ -
penelittan ekonomi, meskipun dengan makna dan _ﬂ”.ﬁmﬂ.ﬂﬂmwwma_ H._ﬂ .
horbeda, Dalam ekonomi ﬂmﬁrmam.dﬁmﬂ mh.m: wwﬁmﬂm e
purubahan struktural umumnya mﬁm_..,mh.n se Mﬂﬂ ﬁ% ﬁmmmn B
yang  berbeda aktivitas produktif mm_m_.ﬂ_, per e
distelbusi yang berbeda faktor produktif di mhﬁmnw : Em.m =
pkonomi, berbagai pekerjaan, E&m%ww.mmamumm._ww mHm P
(Machlup, 1991: 76, dalam Silva dan ,_,,Exmnm.: 2008:275). S
Berdasarkan beberapa uraian di atas, pem MHH
ghkonomi mengandung arti luas dan mencakup ﬂmﬂsﬁmrﬂz ﬂmﬂﬁ
gusunan  ckonomi masyarakat secara ,Emzu_,&z_d : oo
[llastuti (2003:3) pembangunan ekonomi mengacu _u%wwmﬁ =
perubahan dalam  perekonomian termasuk ﬁmﬂnw e
struktur ekonomi yang menyertai perubahan oﬂﬁﬂm sici
Maka dari itu pembangunan merupakan proses trans .Mm. Fﬁnﬁ m
ditandai oleh perubahan struktur yaitu perubahan ﬁ”mﬁm g
keglatan ekonomi maupun pada kerangka susu .

tan.
masyarakat yang bersangku
i Proses transformasi atau perubahan dalam  struk

perekonomian suatu negara yang _um_.mmmﬁ.. dari Mmﬂm HH
(idominasi oleh sektor primer, seperti _um_..ﬂ._E,m? wUm s m.M Ao
non primer, seperti industri, perdagangan dan _ﬂm._.,u. mﬂﬂmw .
wrubahan struktur, atau pergeseran sektora ﬁ...m "
dalam struktur produksi melalui pergese

jerubahan




kesempatan kerja dan alokagi dana sekaligus memberikan nilaj
tambah kepada suatu komaodit,

Dalam proges pembangunan ekonpmi yang be
transformasi struktural me

kesinambungan pertumb

rlangsung,
rupakan prasyarat dari peningkatan dan
uhan dan penanggulangan kemiskinan,
sekaligus pendukung bagi keberlanjutan Pembangunan itu sendir,
Secara umum proses perubahan struktur perekonomian ditandaj
dengan: 1) merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), 2)
meningkatnya pangsa sektor sekunder (industri), dan 3)

pangsa
sektor tersjer (jasa) kurang lebih konstan, namun

W.E._Ew:mmuwﬁ

dijadikan rujukan, yaitu Chenery (teori fransformasi struktural).
Teori Chenery memfokuskan Pada perubahan struktuy dalam
tahapan proses perubahan ekonomi dj suatu negara yang
mengalami  transformasi  dar; Pertanian  tradisional ke sektor
industri.

Analisis teori Pattery of Development yang dikemukakan oleh
Chenery! berfokys Pada perubahan struktur dalam tahapan proses
perubahan ekonom, industri dan struktur institusi
hegara sedang _umﬂwmﬂ&mu@ yang mengalami tra
pertanian tradisi-onal beralil ke sektor

perekonomian
nsformasi darj
industri sebagai mesin

mengandalkan  sektoy pertanian  mengalamj penurunan, saat
GNP/ perkapita meningkat (Kuncoro, 2007:92),

Secara umum proses perubahan strubkiy e perekonomian ditanda; dengan: 1)
Merosotnya pangsa sektor primer (pertanian), 2) Mmeningkatnya pangsa sektor
sekunder {industri), dan 3) Fangsa sektor tersier |

Jasa) kurang lebih konstan,
namun Fo:,l_u:mm:wm akan meningkat sejalan dengan pertumbuharn ekonomi,

\ i 1 dal
" J transformasi ekonomi dibutuhkan .
s i an hanya di negara-negara indu
_.:__::_._:_..: ckonomi bukan VAT
; srkembang. Menu
i :_;:_.__ _:_.:. dibutuhkan oleh negara berkem £
]

a i T
et (2006:4), proses transformasi struktural ekonomi yang terj

i ngura
Wl negara berkembang juga L.Em_ﬁmznrm”: m_M._:EwEmHMmMmmF
Wivergensl ekonomi, sebab _._ﬁmmwm yang o
whktor primer umumnya Eamm_.wm_uwnﬁmbmm_ﬂ i . o
(s pembangunan ekonomi pada I mbﬁm_.m bt
"n__._._::z_ sektor kemudian nm_._nc_.,.mmq.ﬁmm._ _ummr s
peblor  tertentu, ini merupakan .EE.mew Hm H.._w..%maﬁm::ﬁ:
Wanslormasi yang dapat memberikan efek terj
wngan regional. , .
o ﬂaﬂ_.._,..aﬂﬂmwm. negara yang sudah maju WHW-MM“ HmM_M
Industrl, perdagangan dan ?mm. sudah Eﬂ&mwﬂr, mmm&mmh_u aialie
kotinggalan karena produktivitas nmsmmﬁmwh“cmw e e
cikup tinggi, inovasi dan ﬁmzmmnﬁwmu wM._ e B mlos
dampak dari  proses qmﬂm?&ﬁwm_ s ol i
memperkecil ketimpangan, meskipun _w.m_.mﬂmﬁc_mﬁ_mn i
maokin kecil. Sekaitan dengan E._. Caselli Jmﬂ i
menyebutkan bahwa konvergensi ekonomi terja
i mncwmﬂumwﬂnﬁ (1975:9-22) menunjukkan corak je
M._ﬂnzﬁm_. berlaku dalam proses mﬁﬁwmﬁm.nﬁms.zm.mm
_:.H.F“__”.M__ _um_.w.,.“ﬂh.sm. Perubahan tersebut dibedakan u._mm_m“”_..”
(e
AH.. ,ﬂ“.,:mm_.r yaitu: 1) ﬁmﬂ:wﬁrm:.ﬁmqﬂwmr,w: dalam Wn.““&wu mwnwmw
”,m_:_ﬂnmﬂm sebagai proses akumulasi, 2) peru w HM__ m_w i
,_;__,..E- struktur ekonomi yang dipandang mmm_”mmm_aw_“ﬁ_ -
sumber-sumber daya, 3) ﬁﬁ._._ﬁmbmb-_umq:wﬂ mﬂm&mn e
vkonomi yang dipandang sebagai proses n_mﬂomﬂm o ol
Kegiatan-kegiatan ekonomi yang Hmuﬂmmﬂdmmnm%m ’ w_mﬂﬂmﬁm
akumulasi adalah pembentukan modal atau ir X




pemerintah, dan  kegiatan penyediaan pen-didikan kepada
masyarakat. Tergolong sebagai alokasi sumber-sumber dava adalah
struktur permintaan domestik, struktur produksi mmnx struktur
perdagangan. Adapun yang tergolong dalam proses demografi dan
distributif adalah alokasi tenaga kerja pada berbagai sektor
urbanisasi, tingkat kelahiran dan kematian serta &m:.__w.ﬂmm
pendapatan.

Sejalan dengan proses perubahan struktural pada tingkat
tertentu permintaan konsumsi bahan pangan menurun, terutama
dilihat dari permintaan domestik yang dikompensasikan terhadap
permintaan barang-barang non pangan, peningkatan investasi,
anggaran  belanja  pemerintah meningkat. Dalam konteks
perdagangan  internasional perubahan  struktur  ekonomi
mengalami perubahan dalam kegiatan ekspor dan impor, dalam
artian nilainya meningkat. Bersamaan pula dengan perubahan
struktur tenaga kerja, melalui migrasi dari sektor pertanian menuju
sektor industri.

. Perubahan struktur ekonomi yang terjadi setidaknya
dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor yang didasarkan
oleh sumbernya (permintaan agregat/AD  dan penawaran
agregat/AS), selain itu perubahan struktur ekonomi terjadi karena
adanya intervensi pemerintah (Tambunan, 2001:26). Faktor dari sisi
AD paling dominan mempengaruhi perubahan struktur
permintaan  domestik, sedangkan faktor yang menyebabkan
perubahan struktur ekonomi dari sisi AS yaitu pergeseran
keunggulan komparatif, perubahan teknologi, peningkatan SDM
dan akumulasi modal. Selain itu, perubahan struktur ekonomi juga
dipengaruhi oleh perubahan teknologi serta per-dagangan global
sementara faktor internal adalah inter-vensi yvang dilakukan o_m_h

pemerintah berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
(Kuncoro, 2007:96).

yaitu

Kebijakan dalam konteks penulisan ini adalah desentralisz
lknl, dimana daerah  diberikan kewenangan unh
menpoptimalkan  penerimaan sendiri disertakan transfer? d:
pumat. Besarnya penerimaan akan mendorong pemerintah daer:
memiliki - kelonggaran  mendesain  pengeluaran  unt
memiksimalkan  pertumbuhan  ekonomi, juga di dalamn
menciptakan perubahan struktur ekonomi. Jangka pendek pali
|k akan menggeser peranan sektor yang lebih produktif deng
adinyn peningkatan penerimaan maupun peranan transfer d:
pusat. Secara empiris, peranan transfer (dana inpres) telah terbu
mempengaruhi perubahan struktur ekonomi disetiap wilayah

Indonesia (Azis, 1992).

Untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran d
puranan perekonomian di suatu daerah umumnya menggunak
analisis Shift-Share. Namun penggunaan analisis Shift-Share unt
melihat pergeseran sektor relatif memiliki kelemahan, maka unt
keperluan tulisan ini menggunakan alat analisis yakni, Structu
(himge Index (SCI). Sebuah metode yang umum digunakan unt
mengukur perubahan struktural dalam tingkat output (d
pekerja) atau koefisien (komposisi) perubahan struktural.

SCI untuk output dapat didefinisikan sebagai seteng
jumlah dari nilai absolut dari perbedaan nilai tambah share/sek
dart waktu ke waktu. Formulasi rumus dari perhitungan ini seba,
berikut (Jenissen, 1998; Jarjoura, 2001; Dietrich, 2009).

SCl = .W Mﬁkm_hlkrTL .ﬁ,m_

Dimana X;, mewakili setiap kontribusi (share) industri d
lotal nilai kontribusi (share) masing-masing sektor pada waktu

ransfer dimaksud, yaitu dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pi
tan bukan pajal, dana alokasl umuam, dana alokast Kliusis,




dan (t-1) menunjukkan share periode sebelumnya. Penggunaan
nilai absolut memastikan bahwa positif dan negatif perubahan
dalam saham industri tidak membatalkan satu sama lain ketika
nilai dijumlahkan di industri. SCI dibatasi antara nol dan 100
dengan angka nol berarti tidak ada perubahan m_udw_..:am_‘
sementara 100 menunjukkan kebalikannya terjadi Hum_.n_umrmﬁ.“
struktural secara lengkap (Janissen, ef, al., 1998:69).

1.3.  Perkembangan Share Sektor dan Pergeseran Sektor

Ekonomi di Gorontalo

. Berdasarkan perkembangan perekonomian Gorontalo serta
dinamika perekonomian daerah kabupaten/kota menunjukkan
wm_..__Em peranan sektor pertanian masih dominan, walau demikian
mmﬂ,ﬂmwuvﬁ memberikan espektasi bahwa pola pergeseran sektor
terjadi selama kurun waktu 10 tahun selama pelaksanaan otonomi
daerah (desentralisasi fiskal).

Otonomi daerah dimana pemerintah  daerah diberikan
rwaﬁm:mbmm: yang luas untuk mengembangkan perekonomian
disertakan pula pembiayaan dari pusat. Asumsinya makin _ummmu
pembiayaan baik yang bersumber dari penerimaan sendiri maupun
bantuan dari pusat, maka akan memberikan efek terhadap kinerja
ekonomi di daerah. Kewenangan yang besar memberikan
keleluasaan bagi daerah merencanakan prioritas pembiayaan pada

sektor yang memberikan dam i
pak besar ba sy
ekonomi daerah3. gl perkembangan

3 U_.._Mmiwmr m..p.n_..n"ﬁ P__ Bird, dan Vaillancourt Francois (penyunting), 2000
_u.._mm”..m_rw“_ﬁmww_i .m.mﬁw di anm_m.z.wmu.ﬂ Berkembang, Jakarta, ,Dﬂ.“_Emn_.m_.
s _mm_.m.m_n_wm _.Mm [ M mﬁm tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya
i j ‘mandinan pengambilan keputusan yang dilakukan daerah,
; a2, mmm:.mh_.mmm_ berarti pelepasan langgung jawab yang berada dalam
M_..:mrdwumﬂﬂw _..._.mz._mz..;m._..._.ucmu,n ke instansi vertikal di dacrah atau ke pemerintah

aerah. Kedua, delepasi berhubungan dengan suntu situasi, vaitu daerah

Atas dasar argumentasi tersebut diharapkan akan terja
perubahan  struktur  ekonomi di daerah selama 10 tah
pulaksanaan desentralisasi fiskal (mulai berlaku efektif 1 Janu
2001), Ini dilakukan untuk mengetahui kinerja perekonomi:
wkalipus melakukan evaluasi kritis pelaksanaan desentralis
linkal di wilayah Provinsi Gorontalo selama satu dekade.

Sebelum memberikan gambaran pola pergeseran, terlel
dihulu diuraikan share per sektor terhadap pembentukan PD
masing-masing  kabupaten/kota  yang  dijadikan  samy
lantaranya Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo dan K
Gorontalo. Ketiga daerah ini dijadikan sampel karena pada av
polaksanaan desentralisasi fiskal, baru daerah-daerah tersel
menjadi wilayah otonom sendiri.

Belakangan tahun 2004 terjadi tiga wilayah pemekar
(Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bone Bolango) dan 2
(Knbupaten Gorontalo Utara), sehingga total kabupaten/kota
Gorontalo saat ini sebanyak enam. Kemungkinan munculr
dacrah baru akan bertambah seiring usulan calon Kabupal
Panipi, Kabupaten Boliyohuto (Kabupaten Gorontalo/Boalerr
Kabupaten Gorontalo Barat (Kabupaten Pohuwato), dan Kabupa

Bone Raya (Bone Bolango). Pemekaran wilayah tentu al
memberikan efek, bisa bernilai positif atau malahan negatifd. A

bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fu
torteritu atas nama pemerintah. Ketiga, devolusi (pelimpahan) berhubun
denpan suatu situasi yang bukan saja implementasi telapi juga kewenan
untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, berada di duerah.

' lujuan pemekaran daerah yakni untuk meningkatkan kesejahtes
masyarakat melalui: (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi; (iii) percepatan pefaksar
pembangunan perckonomian daerah; (iv) percepatan pengelolaan pot
daerah; (v) peningkatan keamanan dan ketertiban; (vi) peningkatan hubun

by serast antara pusal dan daerah,




kemungkinannya basis potensi ekonomi akan berubah dimasing-
masing daerah, baik yang dimekarkan maupun daerah induk.
4.  Kabupaten Boalemo
Share per sektor terhadap pembentukan PDRR Kabupaten
Boalemo yang telah dipilih menjadi tiga sektor utama, diantaranya
sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier dapat disimak
pada tabel 1.1. berikut inj:

Tabel 1.1. Share Per Sektor Terhadap Pembentukan PDRB
Kabupaten Boalemo, 2001 - 2010 (Persen)

MO j0m 0w gy 2008 20

Primer 38,50 3909 415 4237 4178
Sekunder 1942 1948 1645 1474

Tersier  42.08 4143 4794 43.48

Totql 10000 10000 To000 100.00 16000 100,00
Share

Swember: Hasil Olahan

Selama 10 tahun peranan sektor primer dan tersier hampir
seimbang, nampak  stabil rata-rata dj atas 40 persen. Bahkan jika
dicermati Prosentasenya, ada kecenderungan share sektor primer
naik dan share sektor tersier cenderung melandai setelah tahun 2005
dan 2006, dan sektor sekunder malahan nampak terus menurun,
Figurasi ini menjelaskan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten
Boalemo meskipun mengalami peningkatan akan tetapi kurang
baik terhadap proses perubahan struktur, karena ketergantungan
terhadap sektor yang kurang produktif masih sangat besar.

Apalagi nilai tambah sektor pertanian masih rendah,
dampak luas ekonomi juga terbatas sehingga tingkat pendapatan
masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian  kecil,

Tantangannya bagi pemerintah daerah bagaimana menciptakan
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bulerkaitan antara kegiatan hulu dan E.E.-E m&aﬁwmwww”ﬂ“mmmﬂrh“
Wy tersebut tidak dilakukan dengan sesius, daerah ini prante
t___\___._.c__._..___ dalam jangka panjang. Belum lagi E%M..Mmzﬁa tm =
fibatos, pada akhirnya pengangguran ._”mq i B
melonjok, apalagi sektor pemerintah penerimaan p .wm. e
orbatas. Swasta diharapkan dapat _._..%H:_.mm_ penye P
kol untuk mengatasi masalah ekonomi ini. . _—
Bila dicermati garis :.m:a, sektor primer S
boruinggungan, kontribusinya Wm_.w_,Emmb. ﬂmﬂu.wmmﬂmﬁﬁ:m
lursebut dapat disimak pada ilustrasi gambar 1.1 ber .

(;ambar 1.1. Perkembangan Kontribusi Per Sektor Terhadap
Perekonomian Kab. Boalemo, 2001 - 2010

Bl

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20
i Primer  seffem Sekunuer s Tersier

Sninber: BPS Kab, Boalenro 2001 - 2010, Hastl Olalan,

Data dan ilustrasi gambar di atas memberikan EFE.H._
bahwa Kabupaten Boalemo sangat Enﬂﬂmﬂa&ﬁ% mmMMHmHMMH
dalam kegiatan ekonomi. Lain halnya sektor sekunder, o
lercakup sektor industri Ep__::m_.u__zm_. dan _um:m:»“i.ﬂz m_uwmﬂ iy
relatif kecil. Dominannya sektor primer mengin _ ”m&.m
pada sektor tersebult paling banyak menyerap tenaga kerja.




Gefala ini dapat
struktur pekerjaan sekto
di sektor pertanian sec
perekonomian belum,

dimaknal bahwa belum torjadi
ral, karena jumlah pendud
ara absolut masih tinggi
ikatakan tinggal landass Wil
Pertanian yang memijliki
berkembang dengan baik,
Jika dikaitkan dengan karakteristik transformasj
dapat dipastikan bahwa ekonomj Kabu
beranjak dar; “tempatnya”

ayah ini masily

nilai tambah kecil,
maka cenderung tidak

struktural,

er. Dengan kondisi sektor sekunder
idealnya Kabupaten Boalemo
memfokuskan kegiatan sektor pertanian mengarah pada kegiatan
produksi yang memiliki nilai tambahs.
Sementara
berdasarkan hagi]

perhitungan dengan menggunakan
Change Index (SCh d

apat disimak pada tape] berikut ini:

3

Umumnya jika tenaga kerja sektor Pertanian  masih ting i {bertambah)
akumulasi pendapatan merekg cenderung menuryn, dalam jangka panjang

menghasilkan  angka kemiskinan bary karena penghasifan vang
didapatkan dari sekior pertanian kecil dap produktifitasnya makin menurun

dibandingkan bekerja di sektor industri dan jasa karena nilai tambahnya relatif
lebih hesar,

Menurut kamus bisnis, nilaj
F:mw_mr._u.:m_amr dalam proses
atau jasa. Nilai tambah (vaite
karena mengalami proses pe
dalam suaty produksi.

tambah (pafye addid)
yang menambah atay m
added) adalah pertambaha
ngolahan, Pengangkutan

adalah kegiatan atay
engubah suatu produk
n nilai suatu komoditas
ataupun Penyimpanan

pergeseran
uk yang bekerfa
(meningkat) maka

Paten Boalemo belym

3
1.4 Nilal Pergeseran Sektor, 2001/2000 - 2010/2009, ___.H..,_E._

(S e R iR 1t |
L I
Clange huibex AL 4 S e
WI0 O 250 000 033 067 046 O i
| .E 3.4 -1 0,78 032 0.20 (14 ) v
-l % _ o - * 1M £
{0, thi® .65 (.55 2.00* .42 .08 -hee* -1.25

ibwr Mast! Olahan.

ii i dime
Hasil  perhitungan SCI n_mwm.___ &:hﬁﬂ”%”m””ba_ﬂ .
Wigkn bertanda negatif dan _U_GEE. Jﬂ“ﬂ En”..m“ o o
s lain dalam SCI. Sementara nilai it &mﬁﬂﬁsmmrgu-mmr
Imhwan sektor tersebut perubahannya se 5 & e
lnlnnya. Pada tahun 2001 /2000, sektor Eum_mun_ﬁmw“mrgﬂ oo
0,06 % atau setengahnya jumlah perubahan dari
* .. ikian seterusnya.
Sr:.iﬂ%ﬂ“ﬁﬂﬂ pola pergeseran sektor selama H:_ﬂr_%._ HMM”
_ i
tersier cenderung dominan mengalami ﬁmnsmﬂ_uﬂm? Mﬂwm ﬂﬂmﬁ_@p ;
ahun tertentu misalnya tahun 2003/ \m e
2010/2009, dan tahun 2009/2008 ﬁmum.mmw_.mbhﬁ_mﬁ L
ﬂ:?:m nilai perubahan setengah dari nilai peru
ai ktor primer. .
a mn_m“ﬁmmrmm :H”.ﬂ.rm. dilihat dari nilai perubahan setiap .ﬁm_._
i i
H_..Mz relatif kecil mendekati angka nol, akan ﬂ.mEH..... pe
o .._MWTEm tahun perubahan yang dianalisis bersifat _N.DM
limgat , - =
: Hﬂ Mﬁr yakni perubahan pergeseran mmrﬁ.c_. tahun mmwm.mEmﬁ -
— perubahan struktur atau melihat ﬁmummﬁz ‘
i E “ - + m. |
Mﬁﬂmﬂwﬁm menggunakan waktu jangka panjang sehingg
w.m - * - "
perubahannya akan jauh lebih besar nilainya




b, Kabupaten Gorontalo
Dari  sembilan sektor
dikelompokkan menjadi tiga se
dan tersier. Berdasarkan pemb
menguraikan  dalam  bentuk
pembacaannya. Gambaran sum
Gorontalo Juga dilakukan selama 10 tahun,
tersebut, setidaknya Kabupaten

ktor, yakni sektoy primer, sekungd
agian kelompok sektor, se

Tabel 1.3. Share Per Sektor Terhadap Pembentulkan PDRB
bupaten Gorontalo, 2001 - 2010 (Persen)

" Primer
Sekunder 1542 1572
Tersier 5748 5210

2945 2047 30.68 3233

Ixaz 1337 1349 1333 1280
5766 5757 3732 5R31 5589 5507

Total  fopag 100,00 100,00 W00 10000 me.o0 10000 togon 100.00  Top.on
Share

Suttnber: Hasil Olalan

Kontribusi sektor tersjer terhadap perekonomian Kabupaten
Gorontalo rata-rata dj atas 50%, diikuti oleh

Tingginya  sektor tersier  menunjukkan bahwa

upakan wilayah penopang
Tinterland terhadap ibukotq provinsi. Luapan kegiatan ekonomi

Kota Gorontalo akan diterima oleh Kabupaten Gorontajo,
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B e ||

perekonomian,  kemudia

tabulasi untuk mempermudaly
bangan persektor untuk Kabupate
Dalam kurun wakty
Gorontalo sudah dimekarkan dyg
terhadap pembentukan PDRB

fyn sektor  tersier  berkontribusi  karena  pa
o h ini sentra-sentra  pertanian makin sem;
e wilayah 3 jatan pertanian yang dap
e et e s
han bornda di wilayah Boliyohuto dan seki ,E..{ : mn_m.._._
" : o in,
1-___:__ dianalisis polanya tidak Eh_,rn: s mm.__.ﬂﬁ_.wnﬁ_mw wmhm_we
& fowin pembangunan sektor primer dan se e mnm_.ﬁ.
.. “E__z._:_ Sektor sekunder berkembang se M.mmm&m ek
dan sektor primer sebagai penopang dan peny
Ketiga sektor yang dianalisis , Ma_": amrwunﬁ jel
ny# terpisah satu sama lain, hanya saja p—_ i
e erjalannya makin berjarak sa
bk jika dalam perj : tinggi pertanda bahy
Pl yang nampak sektor tersier nzwﬁ.ww m.smm%w: b Comarit
| b . ¥ ‘ i
Prosen Iransformasi ekonomi yang terja

i H pola-p«
~ Wengalami loncatan, tidak berjalan secara alamiah seperti pola-p

iti alam hal ini a
Wanmformasi  struktural secara _..muzn._wﬂ Mmu._ s yang terjadi
hemungkinan perubahan struktur bersita gl gl
Kabupaten Gorontalo?, idealnya m_mﬁaﬁunmmm ZNMEH._ e
selring makin meningkatnya mmnwﬂu_ mmM..E M_..m U1
: i Gorontalo dima P
nddasar  perekonomian S : rt terlil
::_:mp_.. .E_:ﬁmg?m_.mwrmz berkontribusi maksimal, sepe
s ks

pada gambar 1.2 berikut ini:

995 transformasi mrn:.H.E yang ter]
g i ?mmﬂﬂﬂ%»%ﬂﬂﬂﬂ: _n._“.m_amnun sektor ﬂmaEmu .q__”.a”r QM:“...H
ARy o _ﬂﬂ:.m di sektor pertanian mm_ummu.. m”H mw v Mmu f
wﬁr:ﬁbmhﬂm&ﬂ.ﬂﬂmwmrrwq pertanian rendah, .E,wrm Emr_.hrm:mww i
Mw._” mﬂw”w.muumr_uw pertanian sehingga produktif-itasnya makin rendah.
1EE




PeTencanaan pembangunan perlu dilak
dimana sektor-sektor : el

pembangunan dan kebijakann
layaknya copy - paste dari daerah lain,
sangat berbeda, maka disitulah penti
diperlukan. Kebijakan daerah lain
diaplikasikan dj daerah lain,

n i
ambar 1.2, Pe kembangan Kontribusi Per Sektor Terhadap

Perekonomian Kab. Gorontalo, 2001-2010
iy .
a0 -
60 bttt
20
04 e
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
== Primer == Sekunder el Topsior

Suntber: BPS Kab, Gorontalo 2007 = 2010, Hasil Olahan

Jika  perubahan  struktur bersifat  semu sebaiknya
asi ulang,

basis perlu menjadi perhatian dan landasan

ya _Eum._ banyak mengadopsi
Kendati kondisi daerah yang
ngnya kapasitas kepala daerah
yang sukses belum tentu tepat
karena potensi dan karakteristik

wilayah berbeda satu sama lain,
Sedangkan pola per
.. pergeseran sektor selama 10 tahun untuk

dan sektor tersier, dapat dilihat pada tabel 1.4 berik
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yang dihitung yaitu sektor primer, sektor sekunder

ut ini:

| 1.4, Nilal Pergeseran Sektor, 2001/2000 = 2010/2009, (Perse

G T S T L g BIERE T T Pl
s a0 05 a6 2007 005 2009 20
W o -1h0 135 036 -0.19 A -142 269 1.6
CLANY L0065 1080 -0Be -L20 0,28 029t 043  -0.36 -
i 062 254 219 083 009 025 089 232 f

berr Hiwil Ot

[Husil perhitungan SCI menunjukkan bahwa sektor ters
dominasi nilai perubahan sektor lebih dari separuh sekt:
lor lainnya. Namun demikian tahun 2010/2009 pola pergeser
lor cenderung anomali karena nilai pergeseran sektor prim
Iubih dominan ketimbang dengan sektor sekunder dan tersier.

¢,  Kota Gorontalo

Sebagai wilayah perkotaan kontribusi sektor tersier pa
ghan menjadi dominan dalam perekonomian wilayah. Sel:
karenn lahan pertanian makin sempit, kegiatan yang terkait deng
sektor primer juga cenderung makin menurun. Dapat dipaha
[mhwa kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan lebih bany
forkait dengan sektor sekunder dan tersier, sebab hampir sem
kuplatan pelayanan administrasi, pendidikan dan usaha-usaha j;
lerkonsentrasi di wilayah perkotaan.

Sekalipun sektor Industri di Kota Gorontalo belt
berkembang, karena berbagai kendala seperti bahan baku kegial
industri masih sulit teridentifikasi jenis industri apa yang pali
lopat dikembangkan?. Kekayaan sumber daya alam sebagai lever
pertumbuhan ekonomi di wilayah penopang juga minim, kare
Ilu Kota Gorontalo sangat bergantung pada sektor jasa-jasa. Sa
wilu diantaranya berpengaruh kuat adalah sektor pendidikan, o
karena itu sektor pendidikan sebagai program unggulan sud




tepat. Pendidikan menjadi faktor penting mening-katkan sumber

daya manusia8, Walaupun sektor ini dampaknya bersifat Jangka
Panjang, dengan peningkatan  kualitas SDM (pendidikan),
kedepannya Gorontalo dapat menyediakan SDM v
keunggulan untuk bersaing di pasat tenaga kerja. SDM yang
potensial dapat mengakumulasi sumber daya lainnya, sehingga
akan mendorong pertumbuhan ekonomi, selanjutnya  memiliki
dampak kegiatan ekonomj lainnya.

Selanjutnya untuk melihat share per sektor terhadap
pembentukan PDRB Kota Gorontalo dapat disimalk pada tabel 1.5,

ang memiliki

Tabel 1.5. Share Per Sektor Terhadap Pembentukan PDRB Kota
Gorontalo, 2001 - 2010 (Persen)

“Primer .HW#

Sekunder 2040 2063 2003 2053 2074 1934 1890 1872 1865
Tersier 7220 7211 7298 7260 7336 74y 7324 7560 7585
Total 10000 100.00 100.00  100.00° 100,00 10000 10000 100.00 100,00
Share

Sumber: Hasil MHahan

Tabel 1.5 di atas memberikan informasi bahwa rata-rata di
atas 70% kontribusi sektor tersier, sementara sektor primer makin

menurun. Data ini memperkuat asumsi teori perubahan struktur

#  Frederick Harris Harbison dan Charles Andrew  Myers (1965), dalam
tulisannya “Education, Manpower, and Economic Growth”, sumber daya
manusia merupakan kapital dasar kekayaan suatu bangsa. Modal fisik dan

mya bersifat pasif,

manusialah yang merupakan agen-agen aktifl yang akan mengumpulkan

modal.
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Wrarmlormand struktural ekonomi, L.Esjg 1_.4_:_..x.w.".___..=: *.H”.__M
pekunder dan tersier makin Em_..__.__,____r..__._,z... F__ﬂ __HH i
funnya peranan sektor primer. m_um:mﬂ_: demi
i kerfo pada sektor tersier juga n”.m.Eﬂmwmr
Dominannya  sektor  tersier LmH.mh._rm_ e o
konomian di Kota Gorontalo Emn_m.ﬁq:rmw n nmmmmﬁ *
wilok antar ketiga sektor, bahkan EH.._EN# mew.:.ﬁm.._ s
sk sementara sektor sekunder dan primer keliha

pembentuk

i il
Wendnyn. Jika sektor primer menurun sangat logis karena wilay

thotaan lahan kegiatan pertanian makin Emwﬁﬁr sebag
e beralih fungsi untuk _um_.:b._mrﬁ._. &m.n._ ﬁm,._..w.mﬁ.., ; _._ _—
Sementara sektor sekunder sejatinya seiring nm m._nﬁﬁ .
lgruler (jasa), sebagai karakterisktik w.anr ZwEHEMM”_H s
dimaknai gambaran itu bahwa sektor industri n“.. et
mesin penggerak sektor sekunder memang Emmm i s
venderung tertinggal. Garis trend perubahan dap
pambar 1.3 berikut ini:

Gambar 1.3, Perkembangan Kontribusi Per Sektor Terhadap
Perekonomian Kota Gorontalo, 2001 - 2010

80

60 | e e

40 —— R |

20

) mﬁmmﬁm%um%mﬁﬁmmgm 2007 2008 2009 2010
== Primer == Sckunder == Tersier

Srmber: BPS Kota Gorontale 2001 — 2010, Hasil Olghan



Jika dilakukan pencermatan di Kota Gorontalo boleh dikata
gejala faktor universal terjadinya transformasi struktur ekonomi,
dengan bergesernya kegiatan yang tadinya masuk dalam sektor
pertanian ke sektor jasa, tapi idealnva industri manufaktur juga
meningkat. Melihat perkembangan industri manufaktur di
Indonesia masih sangat timpang, terkonsentrasi di Jawa. Sementara
di Kawasan Timur Indonesia, terutama di Gorontalo industri
manufaktur masih sangat minim. Karena itu pergeseran struktur
tenaga kerja di Gorontalo dari pertanian loncat ke sektor jasa.

Sedangkan pergeseran sektor selama 10 tahun (2001 - 2010)
untuk Kota Gorontalo dapat pada tabel 1.6 berikut ini:

Tabel 1.6. Nilai Perges

eran Sektor, 2001/2000 - 2010/2009 (Persen)
| Sectoral Change Index

P e um St e B P G e e o, ._\..__“
Primer 05¢ 051 014  0.2F 013 -038 0B 019 D17
Sekunder D48 015 024 D60 050 040 04 007
Tersier 037* 010 087 -037 075 121 &P 037 024

Sumber: Hasil Olalan

Berdasarkan informasi Tabel 1.6 menunjukkan bahwa sektor
tersier nilai pergeserannya cukup dominan, atau hampir setiap
tahun separuh (setengah) nilai pergeseran sektor tersier lebih besar
dari nilai pergeseran sektor primer dan sektor sekunder. Bahkan
terlihat bahwa nilai peregseran sektor primer cenderung makin
menurun seliap periodik.

Pola perubahan seperti ini secara ideal diharapkan karena
menunjukkan proses terjadinya perubahan struktur ekonomi. Nilai
tambah kegiatan ekonomi maupun produktivitas tenaga kerja
makin tinggi bila dibandingkan dengan kegiatan ekonomi yang

didominasi sektor primer. Sektor non primer dapat mengolah
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lwibagni produk (diversifikasi), dan menambah perlakuan ba

lthidap satu komoditi sehingga menciptakan mata rantai rmﬁmﬁm.
wlinomi yang panjang. Pada akhirnya menciptakan _mﬂmﬂmmﬁ_ kerj
produktivitas ekonomi masyarakat seiring meningkatnya tingk
kimejahteraan mereka.

(I}

Kesimpulan .
Berdasarkan pada hasil perhitungan 5CI sebagaima:

Aluraikan di atas maka dapat disimpulkan beberapa h

diantaranya:

ra

Kabupaten Boalemo sektor primer dan tersier nmmn_m_.uE
seimbang memberikan kontribusi perekonomian. E..mmw__?
demikian pola pergeseran sektor menunjukkan indiki
bahwa sektor tersier relatif lebih tinggi nilai perubahanm
Sehingga dengan demikian daerah tersebut juga H,H_mzmm:.
pada proses terjadinya perubahan struktur ekonomi, Deng
sendirinya dibutuhkan usaha serius dari pemerintah nm.E
mendorong proses terjadinya perubahan struktur, sekalip
tidak meninggalkan sama sekali sektor pertanian nmh,._
diperlukan hasil olahan produk pertanian sehingga memil
keterkaitan dengan sektor sekunder.

Kabupaten Gorontalo dimana sektor tersier merupak
kontributor utama perekonomian, meski statusnya seba
kabupaten namun wilayah ini merupakan wilayah penop:
ibukota provinsi. Nilai pergeseran sektor kecenderungar
juga lebih kuat pada sektor tersier.

_ Kota Gorontalo menunjukkan karakter sebagai wila

perkotaan kegiatan perekonomiannya didominasi sek
torsier, demikian juga nilai pergeseran sektor selama 10 tal
terakhir setengahnya nilai perubahan dipacu oleh sel

primer (jasa-jasa).




Bab
Pola Ketimpangan Antar Kabupate:
Kota di Gorontal

2.1.  Pendahuluan

Pilihan strategi pembangunan yang dijalankan pada ma
lalu yang menekankan pada efisiensi, dengan asumsi akan terja
ofek penetesan kebawah justru tidak berjalan efektif. Pilih
strategi  pembangunan yang cenderung mengabaikan equ
menciptakan disparitas wilayah maupun distribusi pendapat
Butuh waktu yang panjang untuk menghilangkan disparitas, sela
itu memerlukan kebijakan affirmatif yang tepat untuk mendoro
pusat-pusat kegiatan ekonomi baru untuk menciptak
keseimbangan.

Sebagai daerah pemekaran, Gorontalo juga cenderu
mengalami kondisi yang sama, terjadi disparitas. Salah se
kebijakan yang dianggap sebagai solusi untuk mengurar
disparitas  (ketimpangan) yaitu meningkatkan pengeluar
pemerintah, serta memperbesar transfer ke daerah. Mekanis:
transfer yang dijalankan lewat pelaksanaan otonomi daerah, kare
daerah akan diberikan keleluasaan untuk mendorong kegiat
ckonomi. Disamping itu, mekanisme transfer yang dijalank
bertujuan untuk mengurangi disparitas vertikal dan horizon
terutama dari sisi fiskal.

Berangkat dari kebijakan tersebut maka tulisan ini menco
melihat bagaimana kondisi perekonomian kabupaten/kota
Gorontalo  selama  pelaksanaan otonomi daerah. Pada av
pelaksanaan  otonomi  daerah, kabupaten/kota yang ada
Gorontalo  baru ada  tiga daerah otonom. Oleh karena




kabupaten/kota yang dibahas dan dianalisis masily terbatas pada
tiga dacrah, Meskipun demikian diasumsikan bahwa ketign daeral
tersebut memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, dan
daerah induk sebelum pemekaran dianggap merepresentasikan
keadaan daerah yang belum dimasukkan sebagai unit analisis,

2.2, Ketimpangan Antar Daerah

Pembangunan ekonomi pada esensinya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai kondisi
itu maka diperlukan pertumbuhan ekonomi, Akan tetapi dalam
proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya
tujuan utama, juga perlu mempertimbangkan persoalan distribusi
pendapatan, sebab negara yang semata-mata hanya menekankan
pada pertumbuhan ekonomi, tanpa memikirkan pendistribusian
pendapatan  tersebut,  akan memunculkan  ketimpangan-
ketimpangan. Menurut Kuncoro (2004:127) tolok ukur keberhasilan
pembangunan dapat dilihat dari partumbuh-an ekonomi, struktur
ekonomi dan semakin kecilnya ketim-pangan pendapatan antar
penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Konsep  ekonomi wilayah  menjelaskan kesenjangan
pendapatan  dapat terjadi jika suatu wilayah berkembang
mempunyai struktur ekonomi yang memungkinkan terjadinya

baclavash effect atau polarization effect terhadap faktor-faktor ekonomi
dari  wilayah-wilayah yang kurang berkembang, sehingga
berdampak terhadap keterlambatan pertumbuhan ekonomi,

Untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi antara wilayah
lebih  berkembang dan wilayah kurang berkembang maka
diperlukan kebijakan pengembangan wilayah. Kebijakan itu salah
satu  diantaranya mendorong pengembangan daerah melaluj
desentralisasi fiskal dan memberikan keleluasaan bagi daerah
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Wik mengembangkan dirinya sesual potensi, kebutuhan ds
v wasyara-katnya, .

1 ______“_,,__._“ L:w_,s_._., prakteknya ketimpangan masih EEHHWW_””
Wi pegara maju maupun negara berkembang _.HFM__MMM _.”MHE,&. -
ning-masing negara ketimpangan yang ﬂmamw Hw e
binteks regional, ketimpangan antar nmmqm_”_ tida ; mﬂ&m g
ahibat tidak terjadinya frickle %J: ﬁm MEH output s

asyarakat secara keseluruhan¥.

r__.r____,r_h.w_”_“.w:waﬂﬁ Ikhsan (2008) ada beberapa faktor .ﬁmﬁn““.””
memburuknya  distribusi ﬂmﬂﬁmﬁmﬁ? 1) Imﬂﬁwﬁwﬂ i
komponen  pengeluaran pemerintah nwuﬁ_m_dhm %mﬁ -
(istribusi pendapatan, subsidi BBM misalnya sang i
kliususnya solar yang langsung digunakan G__mw TUma mmm_
Indonesia. 2) Terjadinya ketimpangan mm_ﬁ.... ha mﬁmEH_ermﬂucﬁ
khususnya tanah, akibatnya subsidi pemerintah yang n“n mﬂu:ﬂ
knitan ﬁ.m_.__mm: kepemilikan tanah akan nm.._mmw:._..m me : ,M.. o
distribusi pendapatan. 3) HumHEE?._rm_: wwoﬁmuﬂ w,mw._m s
kurang memihak pada keluarga n:mw,u.r di M_H_ _..HHE -
sebagian besar 40% masih mengalami Humuzuw..m_. a s
negatif sementara di daerah ﬁmﬁ.“_mm”mmu .wm mMM.. s 5
masyarakat yang berada di garis wmnﬁmwh._m..: juga n._w__,wancz i
pertumbuhan negatif. 4) Belum berfungsinya equa

- ﬁ%ﬂh}h“ﬁ dalam Fmﬁmrmm tertentu seperti ya
dikemukanan oleh Sjafrizal (2008:104) bahwa ketimpang

i trick + mengasumsikan  perlunya Eﬂﬁﬂﬂﬂq_ﬂmﬁ
: mn_.mﬁmmpv “:ﬂ_wroﬂn__uﬂﬂm _umm_wwua_”._.. n_mrﬂm”,w baru kemudian EF#ESH._F u“ﬁqﬂf
e tidak efektif dan malahan gagal sama sekali, rmum:..n.m
xm_n&mwm:r_h_ t ini mencoba menempuh kebijakan mengacu pada wm
et antar pertumbuhan dan pemerataan atau grototh with g
o ﬁmmﬁﬁﬂﬂwﬂﬁwgaﬁ mesandang kebijakar ind belum efektif, _E_Hﬂn it MHM
MMH.HH““ w_w._._E_mm equity with growth (dilakukas pemeratoan sebelum

pertimbuin}.




pembangunan antar wiln

dalam kegiatan ekonomi suaty davcral, Ke

oleh adanya perbedaan kondisi d
masing-masing wilayah, Pandangan tergebut ham
dikemukakan oleh Shankar
ketimpangan antar daerah mery
selalu ada dikebanyakan nega
geografis dan wilayah yurisdiksi yang Iuas,

Hal ini memperjelas  bahwa kesenj
pendapatan antar wilayah merupakan

pakan suatu perkemban

angan  distribusi
suatu masalah universal,
an selalu ada, dikarenakan

angan wilayah dan
dan universal yang tidak

si itu dapat dirubah melalui proges
Pembangunan. Kusnetz sudah dapat membuktikan ha] itu, dalam

analisis pola-pola pertumbuhan historis dj negara-negara maju

tumbuhan awal distribusj

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran
pokok distribusi pendapatan yang keduanya digunakan untuk
tujuan  analisis  dan kuantitatif: 1) distribusi pendapatan

Perseorangan atau distribys; ukuran pendapatan, ukuran inj secara

langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh
setiap individu atay fumah tangga. 2) distribusi pendapatan
“fungsional” atay Pangsa distribusi pendapatan per fakior
produksi, ukuran inj berfokus pada bagian dari pendapatan

nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi
(Todaro dan Smith, 2006:234),
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Yah merupakan aspek yang umum lerjud
timpangan disebabkag
emografi yang terdapat pady

pir sama yang
dan  Shah (2008:143) bahwa

gan yang
'3, terutama bagi negara dengan

Sementara  itu - menurul __:,,r.:ﬁ._._:: .”u__.__:c"mﬂﬂwwﬂ ﬁ,_w““
_,_r_.: ketimpangan antar .._.f..,ﬁ.n__._ ﬁ__..:z.__.k.y._::‘.n _”m:o_.._.: _E
i nile e jenis pengukuran, w.ﬁ.d_:E 1) _n_,_,H__E_,:,_q et EMmE
iy menggunakan PDB, 2) Tingkat E:_”ﬁ““_mmﬂ_ i
m Hropa umumnya :.___.u._mmdzmrm:r: Fu.wﬁ.mﬁ ks
ol dan di luar Eropa menggunakan ] o
pah, dan  3). Pengukur-an _nojmw_aqmm_. .w.n_m_.. S
ppunakan koefisien variasi, koefisien gini

il-population. . -
9 _nrh_ss:wm dengan pengukuran wﬂﬁ”ﬂmﬁﬁﬁw
Menurat - Akita  etal _“m_.”_.E.“_ Emhwwm_m .
hulimpangan maka ada tiga jenis mode _umnmm.” o o o
ilantaranya; 1) Kesenjangan mmmum.& E_,Hmm _umsmmr N
wneighted dalam pendapatan per kapita e e
membandingkan daerah &m_mMmH%%mﬁwﬁm e

wngabaikan  ukuran pop ity il
”._.._.,“?;.wm:m_rg suatu WCV. EEﬁ.Emoﬂ EM MMMM”&. s
jonis  kedua ketidakse-taraan ?mzﬁﬁmbm D e &
Ketidak-setaraan  daerah Emnmmd_._._m.wﬁ._. E e il

lisis dan memperkirakan kontribusi variasi e

- kapita antar daerah, atau antara daerah H.._w_. ..M o
. iasi ndapatan di semua individu.
_““,Fﬂﬂmﬂﬂﬁwﬂﬂwﬂm“ Hm—”ﬁ m”mmww_..m ketidaksetaraan interpersos
m
o rmmﬁwmﬁhwﬁﬂmwﬁﬂummn wilayah ﬁﬂnm Ehwmq.d_

- n hipotesis neo-klasik (Kusnetz) sebagai dasar teori
ﬁwﬂmﬂw”ﬂmﬁﬂﬁc”ﬂmw %n.r—mﬁw. pada ﬂﬂ..ﬂ““.“ mzﬁwﬂm
ibangunan suatu negara, Wm_ub._ﬂ..mhmmh pem ot

utwﬁ nderung meningkat atau tidak merata. Prose g
Em.mwww n“ﬁﬂmw ketimpangan  tersebut  mencapai !
WH,._Mnm_nmEmHm_uE (ilivergence). Bila proses pembangunan



berlanjut maka berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar
wilayah tersebut menurun (convergence) (Kuncoro, 2006:150),
(Todaro dan Smith, 2006 ; 253), (Sjafrizal, 2008:105).

Umumnya negara-negara berkembang ketimpangan
pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi, sementara
negara-negara maju cenderung rendah, atau dapat digambarkan
seperti huruf U terbalik (reverse U-shape curve). Kurva U terbalik
dapat diinterpretasikan sebagai relasi antara kesenjangan
pendapatan dan tingkat pendapatan per kapita. Hasil ini
umbﬂmuﬁwmﬁmmmnmr sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam
proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan (rural) ke suatu
ekonomi perkotaan (urban) atau ekonomi industri.

Todaro dan Smith (2006:4) menyebutkan kurva Kusnetz
dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan
yang berasal dari perluasan sektor modern, seiring dengan
perkembangan sebuah negara dari perekonomian tradisional ke
perekonomian modern. Kurva Kusnetz bila diperhatikan sebagian
besar kurva ini menceng ke kanan, artinya ketidakmerataan
pendapatan menurun seiring dengan peningkatan GNP per kapita
pada tahap pembangunan, adapun kurva Kusnetz terlihat pada
Gambar 2.1. dibawah ini:

Gambar 2.1. Kurva Kusnetz

Estimpangan
Reglanal
&
Furva Kstimpangan
Esgional
—
o Tk Pambangunan Nasiemal

Sumber; Todavo dan Smith, 2006:254

23, Ketimpangan Antar Wilayah Masalah Universal

Pemerintah Indonesia saat ini memiliki visi pembanguna
agar ekonomi tumbuh setinggi-tingginya (pro growth), pada sa
yang bersamaan pertumbuhan ekonomi menciptakan lapang:
kerja yang luas (pro job) dengan sendirinya akan mendoror
penurunan angka kemiskinan (pro poor)!”. Akan tetapi dala
konteks pelaksanaan pembangunan seringkali yang ditonjolk
masalah pertumbuhan ekonomi semata.

Semestinya persoalan distribusi pendapatan juga han
menjadi fokus perhatian, jika tidak akan melahirkan ketimpanga
sebab kondisi ini pernah dialami oleh Indonesia pada masa lal
I"aradigma pembangunan lebih berorientasi pada efisiensi ekonor
(pertumbuhan) akibatnya ketimpangan distribusi pendapat:
begitu mencolok, demikian juga antar kawasan Jawa dan luar Jav
alau KTT dan KBI. Meskipun diakui menurut Sjafrizal (2008) bahv

i Pemerintahan SBY menctapkan triple track stralepy, yaitu strategi pro-grow
| ___._.T.__".___..q P Fo=pocT




W tanafer ke daerah, sedangkan pemerintah ..H:._..:”.,._
Wi jawnb atas alokasi dana transfer .._h.__:_ H.;.ME:: M
~ Pewaran  tronsfer  yang  diberikan _x,.EE‘&E pus
thuit atos berbagai kriteria termasuk EH.EH:E.__ :3“
okl ketimpangan antar daerah dalam rangka mencipta

masalah ketimpangan merupakan masalah universal yang cinla
oleh semua negara/wilayah,

Untuk mengatasi masalah  ketim pangan ada  banyal
kebijakan afirmasi yang dapat dijalankan oleh pemerintaly, maupy
inisiatif masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan impelementus
desentralisasi fiskal diyakini salah satu solusi untuk mengura
ketimpangan antardaerah. Prinsip dasar dari desentralisasi fig
yaitu terjadinya proses mtergovernmental  fiscal transfer  yar
merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah.  Pengeluaran
pemerintah  merupakan pengeluaran eksogen yang besarnyn
ditentukan oleh sejauhmana ketersediaan anggaran pemerintal
yang diper-oleh dari pajak (fiscal policy).

Pengeluaran pemerintah biasanya ditujukan kepada upaya
penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa
transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan
dan mengatasi masalah kemiskinan. Dalam konteks desentralisasi
pengeluaran pemerintah untuk meminimumkan ketimpangan
fiskal antar daerah.

Secara teoritis Bonet (2006) menjelaskan kaitan antara
desentralisasi fiskal dan ketimpangan regional, menurutnya bahwa
ada dua mekanisme desentralisasi fiskal, yailu desentralisasi fiskal
secara murni dan desentralisasi fiskal tidak murni. Sistem
desentralisasi fiskal secara murni yaitu pemerintah daerah diberj
kewenangan untuk menarik pajak  dan mengatur sendiri
pengeluarannya tanpa ada bantuan atau transfer dari pemerintah
pusat. Penerimaan dan pengeluaran ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat di wilayah yurisdiksi pemerintah daerah
bersangkutan dengan tidak memperhatikan kondisi kesejahteraan
di wilayah lain.

Sementara sistem desentralisasi fiskal tidak murni, dimana
pemerintah  pusat menghimpun penerimaan  dan  kemudian

Wi inan horizontal.
] G menyatakan bahw
Menurut  pandangan  konvensional y

Wirnlinasi fiskal meningkatkan Wmmﬁdmﬁmmd regional FEH,H
Wit darl pemerintah pusat untuk Hmnmm_.:rnw_ ﬂwﬁﬁmﬂwﬁh Mu.. :
wl menjadi lebih rendah setelah &mmmﬂﬁﬂﬁmm_ fisk n_ .
\ uk hasll studi empiris menunjukkan hasil yang _umwvm a, Te ;
e desentra-lisasi fiskal dan ketimpangan vm,ﬂ.m;m.ﬂ mmmm1
ann adanya desentralisasi fiskal akan Em_.,.m_uam_ﬂ_ wmﬁnﬁmﬂﬂﬂ
ny lerjadi seperti yang dilakukan oleh Akai dan mm_nw_“ﬂmm ot
WA, Widhiyanto (2008) di Indonesia, Lessmann .‘.. : u_hm w._
OICD, dan Rodriguez-Pose & Ezcurra (2010) tuju g
penghasilan tinggi. g
i .,;r_.w_”.._immm_.rmMmEmmmﬂ teoritis dan bukti ﬁﬂm&.ﬁ» maka tulis:
inl hendak melihat gambaran bagaimana pola rmﬂﬁﬁwzmmhwﬂ
daerah di Gorontalo selama pelaksanaan mmmmnqn&_mﬂm_w Em_
(jorontalo yang berdiri hampir bersamaan dengan pela mE_“_E.
Jesentralisasi, maka tulisan ini pula mencoba melakukan eva E“
secara kuantitatif dengan menggunakan pengukuran (medsuri

yang lazim digunakan untuk mengukur ketimpangan.
Meskipun tidak dilakukan analisis secara ekonometr

dalam upaya mengukur (estimasi) apakah variabel n_ﬁﬁmmm._,&.mw_m
fiskal mempengaruhi secara langsung m_w.n lewat me mEmMF
yang diangap relevan Emﬁﬁmzmﬂﬁrpﬁwm. .ZMHM_HH_._ _M..m,
“zmﬂmmdumwmﬂ alat pengukuran setidaknya terga &Mmm : H,m_
ketimpangan antar daerah dalam kurun waktu p

desentralisasi fiskal.

30




24, Model Pengukuran Ketimpangan Wilayah

Para ekonom pada wmumnya membedakan dua uk
pokok distribusi pendapatan, yang keduanya digunakan un
tyjuan  analisis  dan kuantitatif: distribusi
pPerseorangan atau distribusi ukuran pendapatan, ukuran inj s
langsung menghitung jumlah penghasilan  yang diterima ol
setiap individu atau ruman tangga. 2) distribusi pendapa

“fungsional” atay Pangsa distribusi pendapatan per mmwﬁw

produksi, ukuran in berfokus pada bagian dari pendapat

nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi

(Todaro dan Smith, 2006).
Secara teknis perhitungan kuantitatif ketimpangan biasanya

menggunakan  tiga reasiirement,  yakni  Koefisien Variasi

Williamson, Theil Indey dan Koefisien Ginj. Keunggulan koefisien
variasi adalah mudah dan praktis untuk melihat disparitas antar

daerah, adapun indeks Cofficient Variation, yaitu:

I =zl

CV = Koefisien Variasi Williamson

P = Jumlah Penduduk Seluruh Daerah

Fi = TJumlah Penduduk Pada Daerah i

Y = PDRB Perkapita Rata-Rata Seluruh Daerah
Y} = PDRB Perkapita Daerah i

n = Banyaknya Daerah

Indeks ini dapat dijelaskan pengertiannya, sukrip w pada

dasarnya coeffiecient of variation. Bilai nilai indeks dimana VW
mendekati 1 berary sangat impang dan bila Vi mendekati nol (0)
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oy 1 ﬁ ﬂ_ = — _ —..... Mﬂm

_ jumlah penduduk.
wetlap wilayah dan jum , . . -
“_,_Eﬂ Index relatif memiliki kelebihan dibandingkan deng

1 ala
o Index karena dapat Egmmrd_.._ rmﬁw_wiwﬂw”..—m“g
wh dan antar daerah sekaligus, waﬂﬂmHHmﬁnm pa i
plbusl  masing-masing  daerah _“m_.w HMEmE s
langunan wilayah secara keseluruhan. For

) nilalah sebagai berikut:

noo s
Td = M?:x V}log|{yy/Y}/{ni/N}Y]

=1j=1

Dimana:

Id = Nilai Theil Index
Yiy
Y
Ny,
N

= PDRB Perkapita Daerah i di Provinsi j . o
Jumlah PDRB Perkapita Seluruh Daerah di Provinsi

= ‘1—. - - -

= Jumlah Populasi Daerah i di Provinsi j

Jumlah Populasi Seluruh Daerah

Sedangkan indeks gini rasio adalah yang m.m_“_w MME
i . . Inde
ligunakan sebagai indikator ketimpangan ﬁmﬂmm Mm_ﬁﬁ.: g
; “Ma dirumuskan secara konvensional sebagai berikut:
ris

n=1 H—1 ﬁm.wu
&= M Mepa Ty = M Mefle=y
=1 -1
Dimana: .
= Nilai Gini Rasio
n, = Pangsa Kumulatif Pendapatan
1, = Pangsa Kumulatif Penduduk



Nilai darf Indeks ¢

| 8 Gind berkisar antar
menunjukkan bahwa seluryh pe i
seluruh  unit mag

yarakat, sedangkan  nilaj
| , i a1 berarti  se
WMmeﬁa_Mm: hanya dimiliki oJel, Satu orang atau saty _H_” aw_:
uruhan distribusi. Kepjps. : - s

"k o M.h pangan yang rendah mempuny

tinggi apabila mem _
et s punyai Indeks Gini di apas

sampai 1, Nj
ndapatan terbagi merata yn

04 dal

provinsi sangat Jarang  dianalisis,

Qiao et gl, (2002), u
konsep dari PDR per kapi
kondisi ekuitas yang ide

fneqy = [—— 1t

_unnh._u_.m
PCGDP — L
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tau dibawahnya, Ketimpangan yany

Nilai ketimpangan relatif

Pendapatan perkapita tingkat kabupaten/ kota
Pendapatan perkapita nasional / provinsi
Menunjukkan daerah (i=1, 2, 3 ... 33) dan
Tahun analisis (t = 1990, 1991, 1992 ... 2000)

u

Hawil Pengukuran Ketimpangan
1, Kemampuan Perekonomian Gorontalo

[Perkembangan perekonomian daerah (kabupaten/kol
ulloksikan secara akumulatif dalam Produk Domestik Regior
o (PDRB). Untuk menghitung PDRB ada tiga pendekat:
purhitungan yang digunakan, diantaranya; 1) Pendekatan produk
Jl Pendekatan pengeluaran; dan 3) Pendekatan pendapata
Tulisan ini menggunakan pendekatan produksi menurut jer
lapangan usaha yang dihitung dengan harga konstan tahun das
2000,

Selain itu, PDRB dapat pula mencerminkan kinerja ekonos
daerah, sehingga menjadi salah satu tolok ukur dan akumul:
kegiatan ekonomi daerah dalam satu tahun yang dijadikan sebag
rujukan untuk melihat kapasitas fiskal suatu kabupaten/ko
Asumsinya, semakin besar nilai PDRB kabupaten/kota semak
besar potensi fiskal, hal ini akan berimplikasi pada besarn
peluang untuk menggali potensi-potensi penerimaan daera
sehingga daerah lebih leluasa memperbesar kemampuan fiskaln
untuk membiayai pembangunan.

Selanjutnya, indikator yang dapat dijadikan rujukan unh
menganalisis maju atau mundurnya suatu perekonomian daera
baik antar sektor maupun antar daerah terlihat dari distribusi d
pertumbuhan PDRB. Melihat perkembangan PDRB provinsi
Sulawesi secara akumulatif, Provinsi Gorontale relatif mas




tertinggal, sehingga  berim

dlikasi . Haicad
Perekonomian regional _ Pada  kontribus
B wdl,

Puda tabel 2.1 menggambarkan  perkembangan  PDR
il i kawasan Sulawesi dengan harga konstan 2000 menur
il Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, tahun 200
I ol provinsi yang tertinggi di Sulawesi, yaitu Provin
wonl Selatan sebanyak Rp. 32,152 triliun, kemudian Provin
wosl Utara sebanyak Rp. 10,882 triliun dan yang terends
winsl Gorontalo sebanyak Rp. 1,554 triliun.

Selama 10 tahun pelaksanaan desentralisasi fiskal PDRB ¢
winsl terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminke
liwn terjadi kemajuan dari aktifitas ekonomi seluruh kawas:
(Wetlap provinvi), ini akan menjadi potensi untuk mengoptimalks
lnls fiskal setiap daerah untuk pengelolaan keuangan daera
whingga akan mendorong kemampuan fiskal daerah.

Pada tahun 2010 PDRB riil provinsi yang tertinggi
Wulawesi tidak mengalami perubahan tetap didominasi ol
['rovinsi Sulawesi Selatan sebanyak Rp. 51,197 triliun, disus
['rovinsi Sulawesi Utara sebanyak Rp. 18,371 trilinu dan ya
terendah Provinsi Gorontalo sebanyak Rp. 2,917 triliun.

terhad

Secara  spasial .
: selam il Al ;
Gorontalo terhadap pe A lima tahun terakh i,

Sementara kontribysj
Domestik Bruto (PDB)
Gorontalo E.Hrmmm_u

.—n 1 _..r_mr 1 s = i
b

Gorontalo terhadap pembentukan Prod

nasional karena berbagai alasan, teruta i
S . ’ ma karena masih ren |
vmW: o hﬂﬂﬂmﬂ.ﬂﬂ.ﬂ%m? Umu_.mmmh juga halnya daerah HEQH_MMM_
o ME rﬂq‘“w.“.mﬂ_ provinsi Hmww.:..qqm yang ada di Sulawesi, |
oA Hmﬂ-mmE mEmEmE berkontribusi terhadap
R —— rata di atas 4,6 %, Sedangkan indikato
_ gan perkembangan distribys; FDRB yang EmEﬁmHmH,

. . San m-.._.”_m. m_.mw men —..._"_ Vi _H._Hn_ﬂ
: .. : W urit IO E-—mh. i
u X m i

Sulawesi Teng
gara dan Sulawesi Selata .
bergabung) dapat dilihat pada tabe] 2.1 &5LMMMMMH T bk

2.5.2. Pola Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Gorontalo
Ketimpangan antar kabupaten/kota yang dianalisis dala

B (Jutaan Rupiah)
fulisan ini hanya memasukkan tiga daerah, dengan das

=

oy o
G o

202 11244562  qess, e
" x . r v H : . . ]
2003 11,603,370 M.«wwwhwww Hwﬁ.www 6,468,061 m.w‘ hmmnwmm argumentasi pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal tahs
ok 2001, daerah otonom di Gorontalo baru ada tiga, yakni Kabupat

6957662 32,508,138

2004 12007301
i 891,763 10,925,465
i 7.480,1 ;
5 Gorentalo, Kabupaten Boalemo dan Kota Gorontalo. Saat ini a

2005 12744549 o
027,722 R TS A
20 11,752,237
06 1BABI4 217815 B 8026856 36424018 .
2007 14344300 2339217 5 665 85 8,643,330 38 866 563 enam kabupaten/kota, dan besar kemungkinan akan bertambah.
008 15902073 2,500,673 14,746,021 I38L719 4332000 Secara internal di Provinsi Gorontalo dari hasil perhitung

koefisien variasi menunjukkan bahwa ketimpangan anl
kabupaten/ kota yang dianalisis cenderung tidak merata di at
rata-rata nilai 0,5, Pertanda bahwa ketimpangan antar wilay
cenderung tinggi, dengan arti kata tingkat ketimpangan an

2009 171 : (
20157100 Sop o0 15874687 10768577 e
Stumber: B e A0 17,090,834 11,651 327,000

i Badan Pusat Statistil, Diolah 651,000 51,197,000




kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo terbi lang besar (divergence),
Perhatikan tabel 2.2 berikut ini,

Tabel 2.2 Nilai Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Gorontalg

2001 0.60 0.83

2002 0.76 0.80 ;

2003 0.78 0.78 0.44

2004 0.78 0.78 0.44

2005 . 065 0.77 0.58

2006 0.67 0.77 0.56 b
2007 0.73 0.71 0.57

2008 0.70 0.71 0.59 L
2009 0.70 0.70 0.60

2010 0.69 0,69 0.62

Swtber: Hasil Olahan, RD = Regional Disparities

Bila dicermati pola ketimpangan daerah yang dianalisis
sejak pelaksanaan desentralisasi fiskal, dengan menggunakan
indeks ketimpangan yang dikembangkan Qiao et. al (2002)
memperlihatkan ketimpangan relatif tinggi di daerah rural
(Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo). Lain halnya di
Kota Gorontalo ketimpangan lebih rendah dari kedua daerah rural,
tapi secara umum ketimpangan ketiga daerah yang dianalisis
berfluktuasi.

Pada awal pelaksanaan desentralisasi fiskal nampak
ketimpangan di Kabupaten Boalemo sedikit lebih rendah
dibandingkan dengan tahun kedua pelaksanaan  desentrali-sasi
fiskal.  Tahun berikutnya  justru ketimpangan meng-alami
kenaikan, hingga 10 tahun kemudian perkembangan perekonomian
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oo cenderung menurun ketimpangannya walaupun masi
_HH“.__““.._._EE Kabupaten Gorontalo  awal ,_um_mrmm:mm_
{ralinasi fiskal, ketimpangannya cenderung tinggi namun ac
penurunan  ketimpangan selama 10 .EEE _umFWmmE_..,w
\lralisngi fiskal, Dapat dimaknai bahwa kinerja perekonomis
paten Gorontalo relatif membaik, meski mm_wmumnzw,m m&mﬁ
fmpangan berdasarkan hasil perhitungan masih Hm_.._m_:. E._m
Wl dari 0,50 poin. Idealnya nilai ketimpangan mendekati ang
Wl yang dapat dikategorikan terjadi sitribusi ﬁmﬁmumﬁﬁ:,
Kota Gorontalo nampak terlihat pola ketimpanganm
fuijuddi trend perubahan, dan mengalami kenaikan selama 10 Ew:
pelaknanaan  desentralisasi  fiskal. Pada awal .Hum_mrmmd?_
wsentralisasi fiskal, nampak tergambar pola gﬁﬁmnmmg.
poniderung  rendah, tapi  selanjutnya Em:cm_.n:b_””._w nﬁn
kutlmpangan makin naik. Mengacu ﬁmﬁ.d_m _,Hm_u.n terse GE.H
dlnrtikan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal mem
pengaruh terhadap pola (menurun) Wmmnﬁmﬁmm.._ di ﬂm”_uﬂﬁme
Houlemo dan Kota Gorontalo dan sebaliknya Kota DE..G._..E 0.
Kabupaten Gorontalo penurunannya cukup baik trendny
Il ini sejalan dengan teori Kusnetz bahwa ﬁmﬁ.mm tahap m.._..“”“_.mg
pertumbuhan distribusi pendapatan dan _nmu,.ﬂﬁmﬁmmﬁ Mﬂﬂ
cenderung memburuk selanjutnya akan Emﬂwﬁur. (Kuncoro, .
I'oln penurunan ketim-pangan di Kota ﬂc_..uﬂw.._ci juga HH._mnmm..mm
teorl tentang pengeluaran pemerintah (fungsi distributif), dima
untuk mengatasi ketimpangan diperlukan ﬂmﬁmmm_. dan NEEEMH_
wpending  yang memadai untuk membiayai proyek-proye
daerah.
Selanjutnya, pada tahun 2005 ke tahun 2006 p
Letimpangan masing-masing, daerah berbeda, Kabupaten Boale)

ingkat sebagni dampak dari adanya sh
ketimpangannya meningkal sebagni dampak dari ¢ \
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ekonomi karena penatkan harga BBM, Kabu paten Gorontalo
stabil dengan kondisi perckonomian tahun tersebut, lain haly

Kota Gorontalo tidak berpengaruh signifikan adanya kenaikaj
harga BBM karena nilaj ketimpangan menurun di tahun 2
dibandingkan dengan tahun 2005, berbeda

ketimpangan di kedua d

o relaltl sangat rentan terhadap ___.._._E.:_;_u.s. Hz__q_k__.“”n_,._,_”_q_.”_
ligun menggambarkan kondisi _m_.:,m_m_ :.:Eﬁﬁ..,.aw._: .._EE?_.,._
antung  pada  kebijakan H..mEE.::H__F MW :m_m_,# R
tintuh tentunya diharapkan dapat dirasakan o

i langsung,

Kesimpulan o
Ketimpangan antar wilayah merupakan masalah uni

i i . Nam!
yung cenderung dialami oleh m..u.Enm ﬂa—wﬁmﬁ_ﬂ QMM._meﬁnﬂummEE
il ketimpangan dapat diatasi dengan ber .m_”m_.r .ﬁm_,dﬁmﬁ_m =
n_a___:__s:ﬂ kebijakan yang &_ﬁmEE_,Eb ﬁmﬂ“ﬂb o s
sl pengeluaran, Seiring dengan ,d..F pe it e
liskal yang merupakan rangkaian dari EM ; :me:w ol
?....:....:...E_,__ diyakini sebagai salah satu mnmm,mmmmumb -
mengurai ketimpangan, Selama 10 Ewﬂeﬁ Mm ”E el
dacrah (desentralisasi fiskal) menunjukkan

e ngurangi ketimpang
desentralisasi relatif memiliki ﬁm&mb.n_.mwm M“W.. angan an
100 ar wilayah di Gorontalo. Kendati po m_, e
_ R t i Gorontalo masih termasuk kategori tinggi.
0.80 kabupaten/Kota di Go
060 |~
040
0.20 | "
n_....E.“-4.I.I.-4-.-.....||-._.|4..-_.-“
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
I.#IWUREWGEG:E.“. =~ ED Gorontalg == RD Boalemg
Sumber: Hasil Olahan,

Nampak

perubahan ketimpangan Iebih berfluktuatif di
Boalemo, hal ter

sebut terindikasi bahwa perekonomian Kabupaten
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Bab
Peta Kapasitas Fisk:
Daerah Otonom di Gorontal

I'endahuluan

Potensi maupun resources perekonomian antar daer
al bervariasi, kecenderungan daerah yang memiliki kekayai
ber daya alam yang besar akan lebih cepat mengembangk:
iiinya, dibandingkan dengan wilayah yang minim sumber da
lum. Perbedaan potensi juga akan berefek pada kemampuan fisk
Winsing-masing daerah. Makin besar potensi ekonomi termasi
dlilalamnya pendapatan perkapita maka akan memperbes
hemampuan masyarakat membayar kewajibannya, termas
membayar pajak dan retribusi.

Banyak studi yang menunjukkan bahwa sebelu
pulaksanaan desentralisasi fiskal, sangat terbatas kabupaten/ke
yang memiliki kemampuan fiskal yang besar. Secara umu
kapositas fiskal kabupaten/kota masih sangat kecil, deng
lnrapan pelaksanaan desentralisasi fiskal akan mendorong bany
taerah kemampuan maupun kapasitas fiskal makin besar. Nam
awumsi ini masih meleset, kecenderungan daerah otonom mas
bergantung transfer cukup tinggi hal itu merupakan indik
bhwa kapasitas fiskal daerah masih rendah.

Kondisi serupa dialami oleh kabupaten/kota yang ada
Ciorontalo. Polanya mirip dengan daerah lain, daerah otone
(kabupaten/ kota) yang memiliki kapasitas fiskal yang be
terkonsentrasi di perkotaan. Dimana kegiatan ekonominya bany
bertumpu pada sektor sekund, serta efektifitas pelayanan pub




karena dipandang bahwa pemerintah daerah lebih memahami
kebutuhan masyarakatnya yang beragam!!

Oleh karena itu Barzelay (1991) menyebutkan desentralisasi
fiskal terkandung tiga misi utama, yaitu: a). Menciptakan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, b). Meningkatkan
kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, ¢),
Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk
ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. Jika
dicermati, selama pemerintahan Orde Baru ketiga misi ini tidak
berjalan secara optimal.

Namun demikian pelaksanaan desentralisasi mulai berjalan
efektif awal Januari 2001, terlihat efisiensi dan efektifitas
penerimaan maupun pengeluaran daerah masih jauh dari ideal.
Pembiayaan pengeluaran masih sangat bergantung dari pusat,
peranan mekanisme transfer malahan cenderung meningkat
dibandingkan dengan peranan Pendapatan Asli Daerah er dan
tersier, dengan kata lain daerah tersebut sudah terjadi perubahan
struktur ekonomi. Tulisan ini hendak meng-analisis kondisi fiskal
kabupaten/kota di Gorontalo,

" Selanjutnya  Musgrave {dikutip dalam Simanjuntak, 1999 menjelaskan
Musgravian mendeteksi dua faktor yag dapat dijadikan acuan untuk
menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi itu akan lebih baik
dilaksanakan terpusat ataukah didesentralisasikan. Perfama berkaitan dengan
faktor eksternalitas. Semakin rendah eksternalaitas dari pengadaan suatu
barang publik maka semakin rendah pula insentif untuk dilakukannya
sentralisasi, dan sebaliknya, Faktor yang kedun berkaitan dengan sensitifitas
akan preferensi (preference semsitiviness). Diyakini bahwa pada dasarnya
pemerintahan ditingkat yang lebih rendah (dalam hal ini pemerintah daerah)
akan lebih memahami keinginan dari masyarakat di daerahnya masing-
masing. Berdasarkan kedua faktor ini, Musgravian menyimpulkan bahwa
secara umum fungsi stabilisasi itu akan lebih baik jika ditangani oleh pusat,
sementara fungsi alokasi dan distribusi akan lebih baik jika didesentralisasikan,
Namun demikian, khususnya untuk fungsi distribusi, cukup besar peluang
hahwa ini justru akan lebih baik jika ditangani pusat mengingat adanya unsur
pemerataan (equity) yang harus dicapai

4. Desentralisasi Fiskal dan Keadaan Fiskal Daerah

isas iske i sensin
Polaksanaan  desentralisasi  fiskal  pada  es y

3 R & i —.-—.H
i i il i pemeri aerah secara leluasa un
umberikan diskresi bagi pemerintah daer

meancang dan mengelola penerimaan  dan .nm.ﬂmmmwwﬁﬂ m,”a
lnyalk alasan perlunya &Hmwﬂ_”umﬂm desentralisasi  diantarany
st alokasi sumber daya (P :
' _..x“u“_#_w._”ﬁ tiga tahun ME.N_E..F anggaran Hnmummm_. ke &,mmﬂm
yunyg dialokasikan dalam APBN relatif besar yakni Emﬁnmﬁmﬂ HMMH,
pale sekitar 30 persen dari Belanja mem._.w AZJE ﬂmﬂmﬂmmﬂ_&m m
J013), Transfer ke Daerah tersebut terdiri dari Dana HL.E.H. MH
dan Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus), mmwnm mmﬁwﬂﬂ“ﬂ. -
Perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Emm___ ( )i o
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi gsmﬂm ( :
dlalokasikan kepada daerah dalam satu kesatuan sistem transt
dana dari Pemerintah kepada Pemda guna Emﬂmﬁwwm
ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah (ver "
{mbalance) dan mengurangi rmmmamzmmﬁ pendanaan E_Mm_
pemerintahan antardaerah (horizontal imbalance). mﬂ.n...muwﬁﬂ _
Otsus dan Penyesuaian dialokasikan untuk ﬂ.ﬁmﬁmmbE pela mmE,w.
stonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provir

Papua Barat.

i iskal
3.3. Pengukuran Kapasitas Fis ]
:ﬂwﬂr mengetahui fiscal gap ukuran umum yang _HM
digunakan, yaitu dengan membandingkan antara kebutuhan fis

= g P

12 Mahi {2005) menunjukkan bahwa mm__mﬂm J_...._M :HMW.«D wﬂﬁmmﬂ m.ﬂﬂnﬂm“w -
d ngeluaran rutin dan total pengeluaran Al
Hwﬁmﬁuﬂﬁshﬂwm w_mn_mnm: PAD terhadap Emm—.:mamn.. rutint dan m..mﬁm_w_hw“w ”
dalam APBD mengindikasikan bahwa terjadi ﬁ.m:_._.,__wrhﬁ..__ ﬁmEﬁ.E_m ke
transfer dari pemerintah pusat melalui dana ﬁmﬂ&ﬂwswm.:,. M_.E M“ s
“berj isasi fiskal, proporsi transfer dari

tahun berjalan desentralisasi al, prog : :
penerimaan daerah masih yang tertinggl dibandingkan dengan PAD




___n___dﬁ..u needy) .p_:._.is_._ Kapasitas fiskal (fiscal capacity). Selain itu unt
nengurangi fiscal gap dan perbedaan Kapasitas fiskal se
pemerintah melalui Kemente . _ e
dispartitas keuangan antar
variasi Williamson,

W (oertical imbalance), serta antar daerah itu sendiri (horizon
dutten), nebab setiap daerah memiliki kemampuan dan kapasit
Wil yang berbeda. Dalam rangka meningkatkan pemerata;
st dann antardaerah, dan mengatasi ketimpangan kemampus
Penggunaan indeks dijadikan landas Junpan  antardaerah, maka dilakukan equalizafion  frans)
m__.. untuk. melalukeg usintkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah serta da
. wE._nmﬂ pemerataaiy ikinl clasar,
parameter standar pengukuran tingkat ﬁmﬁm“nmmwﬁﬂw dfjadikag Kebutuhan fiskal tercermin dari variabel jumlah pendudu
_wm:m_._mmﬂ antardaerah. Hal inj berarti bahwa semaki mgwﬂﬁ ua e wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangun:
. in kecil anghiy Winunia, dan PDRB per kapita, sedangkan kapasitas fiskal diwak
el variabel PAD, DBH Pajak, dan DBH SDA tidak termasuk DB
HDA Dana Reboisasi.

Setiap tahun Kementerian Keuangan menyusun kapasit
flskal  daerah yang digunakan dasar untuk penyempurna:
perhitungan DAU. Apalagi hampir setiap tahun pula ac
penambahan daerah otonom baru sehingga akan berdamp:
lorhadap kapasitas fiskal daerah. Namun bila dicerm:
berdasarkan data Kementerian Negara Pembangunan Daer:
Tertinggal, 80 persen kabupaten baru hasil pemekaran dari tahs

. tap daeraly
rian Kevangan merumuskan kong
daerah dengan menggunakan koefisiog

keuangan antardaerah akan semakin wmwrﬂmﬂmwmﬁmmb _—

e Emm_mE menggunakan koefisien variasi sebagai dasar

ME._ME.MH HM:N_.E untuk pengalokasian DAU juga dilakukan
mdeks untuk melihat kemam

: puan keuangan masing-

masing daerah, adapun formulgs; kapasitas fiskal, wE.Em o

KF = (PAD + DBH + DAU + PADL) — gp

" Jumiah Penduduk Miskin (3.1)

Imana: 1999 sampai dengan tahun 2008 termasuk kategori kabupali
KF = Kapasitas Fiska] lerlinggal. Sebagian besar merupakan daerah dengan kategc
PAD = Pendapatan Asli Daerah kapasitas fiskal rendah.

Hal ini berarti bahwa daerah-daerah tersebut mempuny
kemampuan keuangan yang rendah dan merupakan indik:
bahwa daerah-daerah tersebut belum memiliki kemampu
ckonomi dan keuangan yang memadai untuk melaksanak
fungsi-fungsi pemerintahannya. Dengan demikian, tuju
pembentukan daerah otonom baru wuntuk meningkatk
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan efisiensi d
efektivitas penyeleng-garaan pemerintahan, serta peningkat
pelayanan kepada masyarakat masih menemui hambatan.

DBH = Dana Bagi Hasil
DAU = Dana Alokasi Umum

PADL = Pendapatan Asli daerah Lainnya
BP = Belanja Pegawai )

34.  Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Gorontalo
e mmumm.r_ mm_u,h tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaity
gurangi ketimpangan, baik ketimpangan antar pusat dan
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ez HHA_.”__““__ H__“_w tdak jauh berbeda i Gorontalo, kemamp
_anmzmm::.ﬂ . :.J_c._: masih  kurang  memadai. Bahkan ad
beeatits it %mr usa .E. E:.:r. melakukan  pemekaran  wily
potensi daerah i wmﬂm akan dimekarkan minim potensi, baly
A ﬁ“:: ﬁﬂ_w:__ tergerus. Pada akhirnya kemampy
kondisinya mmﬁw. _ﬂmmﬂp..ummﬁ“n arkan dan daerah induk cenderur

; fiskalnya jadi lebih mengeci
peta kapasitas fiskal daerah d; Gorontalo pad gt

disimak pada gambar 3.1 berikut ini,

Gambar 3.1 Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Gorontalo

Se e .
H_.wmm.._m Zﬂﬂn: Tinggi Sedang  Rendah Sedang
oo ; Kota Kab.  Kab.Bone Kb,
vrontale Gorontalo Pohuwate Bolango Corut
oru

Sumber: Nota Keuangan APBN 2010, Diolah

G
wmw:ﬁmﬁm“ﬂ_w”m Mw.umn“_m:_,wwﬂ mbarkan peta kapasitas  fiskal
Ntalo untuk tahun 2010, Epg
: m daerah

otonom . w ity
mnm_mﬁmwmmnaﬁ&rﬂ@ nampak bahwa kapasitas fiskal Kabupaten
e O upaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Ut
Hmw_mw“mﬁm mmmmzww sedangkan Kabupaten Gorontale n_m“
one po mﬁ__ _-.-._..Wmﬂu—ﬂ ”__nm_n_m. i N
gori kapasitas
Kota Goronfalo - berkategori  tinggi. Emmwm: A
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fiskal rendah  maupun sedang  belum  dap
[kan potensi fiskal di daerahnya.

[fembiayaan APBD ketergantungannya terhadap transt
pusat masih sangat tinggi, hal itu dibuktikan proporsi tot
upiatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Boalemo terhadap tot
plmaan dalam APBD 2010 hanya sebesar 4,74%, Kabupat
witalo proporsi PAD terhadap total penerimaanya sebes
%, Kabupaten Pohuwato proporsi PAD terhadap tot
urimaanya sebesar 3,76%, Kabupaten Bone Bolango propor
Al terhadap total penerimaanya sebesar 4,12% dan Kabupat
Uorontalo Utara sebesar 2,29%. Sedangkan Kota Gorontalo rela
lubil baik proporsi PAD terhadap total penerimaan sebesar 13,57

Namun kondisi ini tidak hanya dialami oleh daerah otono
il Gorontalo, hampir semua kabupaten/kota di Indonesia propo
PAD) terhadap total penerimaannya masih sangat timpang, Han;
sodikit daerah proporsi PAD-nya di atas 30% pada tahun fisk
2010, yakni Jakarta, Badung Bali (72,15%), Surabaya Jawa Tim
(11,93%), Samarinda Katim (31,64%), Halmahera Barat Malul
Utara (35,93%) dan Karimun Kepulauan Riau (53,56 %).

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah, P2
merupakan alat indikator yang paling strategis untuk melihat pe
kemampuan untuk membiayai pembangunannya, sekalig
gambaran awal melihat kemandirian suatu daerah. Dari keemy
komponen PAD, pajak daerah dan retribusi daerah diharapk
memiliki peranan yang maksimal.

Kelihatannya kedua sumber pendapatan tersebut ju
merupakan andalan bagi kabupaten/kota yang ada di Provi
Gorontalo. Hanya saja belum dapat dioptimalkan karena ba
pajak dan retribusi daerah juga masih minim, hal itu merupak
kendala yang serius bagi daerah otonom saat ini. Satu-satun
jalan yang kerap dioptimalkan bagi daerah otonom di Goront:




berharap porsi transfer dari pusat setiap tahun meningkat,
terutama lewat mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Alokasi Khusus (DAK).

DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi
karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah
yang ada. DAU pada realitasnya sebagian besar digunakan oleh
daerah untuk membiayai gaji pegawai, hanya sebagian kecil

digunakan untuk membiayai belanja langsung. Sementara itu, DAK
dimak-sudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masya-rakat

dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah dan
pencapaian sasaran prioritas nasional.
Ketergantungan daerah otonom terhadap transfer, terutama

lewat DAU dan DAK mengakibatkan terjadi lonjakan mekanisme

transfer ke daerah. Peningkatan DAU juga dampak dari
bertambahnya jumlah daerah otonom hampir setiap tahun, pada
tahun 2001 jumlah kabupaten/kota sebanyak 336 daerah. Hingga
pada tahun 2010 jumlah kabupaten/kota 519 atau bertambah
sebanyak 183 selama 10 tahun, hal ini akan berdampak terhadap
penambahan DAU yang akan ditransfer ke daerah. Pemekaran
daerah berpengaruh terhadap fungsi pemerataan DAU yang belum
optimal, mengingat peningkatan alokasi DAU akan tersebar secara
proporsional kepada seluruh daerah di Indonesia.

Dampak pemekaran terhadap DAU dapat ditinjau dari dua
perspektif, yaitu, (1) dampak terhadap DAU daerah induk yang
berkurang secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk, luas
wilayah, dan belanja PNSD (netralitas fiskal), dan (2) dampak
terhadap seluruh daerah karena porsi pembagian daerah
pemekaran secara relatif mengurangi porsi daerah lainnya.
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44,  Kesimpulan

Kemampuan fiskal antar daerah di Gorontalo masi

wnderung kecil, karena itu diperlukan upaya yang optimal bag

erintah daerah melakukan kreasi meningkatkan kemampua

w kalnya. Kendati kenaikan PAD tetap terjadi, akan tetapi secat
uprosional lebih cenderung menurun, yang diindikasikan bahw
Wi transfer makin naik. Maka dengan demikian ketergantunga

Apanaler dari pusat masih sangat tinggi, terutama lewat mekanismr
DAL dan DAK. Sementara realitasnya DAU sebagian bes:

igunakan untuk membayar gaji pegawai.




Bab
Kemampuan dan Kinerja Keuanga
Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontal

41, Pendahuluan
Kebijakan otonomi daerah yang telah berjalan 13 tahu

s mengalami perbaikan karena tak dapat dipungkiri dala

alanannya masth terdapat celah yang kurang ideal. Payus
”qr.:_ﬁ pelaksanaan otonomi daerah yang di dalamnya terk:

gaturan politik dan demokrasi lokal, juga desain pelaksana
n“___:p.__._ perekonomian dan keuangan daerah dianggap belu
pmpurna,
Walaupun demikian, desentralisasi merupakan siste
pemerintahan yang dianggap tepat bagi negara yang luas d:
lnterogen seperti Indonesia. Pada perkembangannya bebera
daerah sukses menjalankan otonomi daerah (best practice), nam
Hilak sedikit sebaliknya yang muncul bad practice. Ekses nega
pelaksanaan desentralisasi yang paling menonjol dipermuka
paca aspek politiknya, meski disadari dalam praktek kegiat
pkonomi juga banyak masalah.
Tulisan ini lebih berkonsentrasi pada pengelolaan ekono
dan keuangan daerah, pada bidang ini sebetulnya dari s
implementasi justru tak kalah buruknya. Cukup banyak daer
jagal menciptakan kesejahteraan, tapi diperlukan pencermat
karena tidak terlalu nampak hiruk pikuk. Idealnya pelaksana
olonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal kabupaten/ki
diharapkan makin memiliki kemandirian karena kewenangan ya
diberikan makin luas.




Realitasnya desentralisasi fiskal belum mampu menciptakarn
kemandirian  keuangan,  bahkan  ada kecenderungan
ketergantungan tetap tinggi. Inilah menjadi masalah fundaments __
pelaksanaan otonomi daerah pada aspek ekonomi dan keuangan

daerah. Atas kondisi itu pemerintah  terus  melakukan

penyempurnaan mekanisme transfer sekaligus memberikan

perhatian terhadap sumber Pen-dapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-
sumber pendapatannya secara optimal sesuai dengan potensi tiap-
tap daerah. 'Namun, praktek pemungutannya tidak boleh
menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap menciptakan iklim
yang kondusif bagi para pelaku usaha. Sejalan dengan itu
pemerintah melakukan revisi Undang-Undang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 dengan fujuan memperbesar
basis pendapatan daerah, serta menciptakan kepastian hukum
terhadap penarikan pajak daerah.

Perluasan basis pajak dan retribusi daerah dalam
pencermatan saya belum dapat berjalan optimal terutama daerah-
daerah potensi ekonominya kecil, Transfer dan hibah masih
menjadi tumpuan utama pendanaan pembangunan dan pelayanan
publik, karena itu jika melihat perkembangan transfer setiap tahun
terus naik, kendati besaran PAD juga meningkat tapi proporsi
penerimaan sebagian besar kabupaten/ kota cenderung menurun.
Dengan demikian kemandirian daerah diyakini masih jauh dari
cita-cita luhur pelaksanaan desentralisasi fiskal.

4.2.  Keuangan Daerah
4.21. Perkembangan Penerimaan

Instrumen  utama  yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (faxing power)
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i transfer ke daerah. Mengingat bahwa —mméﬁﬁﬁmmﬁ ﬁﬁu._m::_,m
detal untuk memungut pajak daerah masih sangat terbatas, mak:

\ Ipwrlukan penguatan taxing power daerah (Nota Keuangan APBRM

o), N
Terkait dengan itu, sebagaimana telah disinggung

i -Undan
Wlwlumnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang

pinor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi GNMU.H&
Yang mulai efektif berlaku pada 1 Januari M_M.,E, GH.H,...HMH_M_.E._ MH
Jursobut memberikan basis pajak dan retribusi yang lebih luas
i i yang lebih tinggi.
e MMHHMMH.. wwmimumnmmmﬂm_wmﬂm lebih besar wmﬁm&m daerah w
Wdang perpajakan dan retribusi daerah _“Ena.. taxing mEﬁM:m:_EuL
(llgkukan melalui beberapa kebijakan, yaitu (Nota Keuang
; )13):
B M_M_.._Wmmmn basis pajak daerah dan retribusi daerah w.m.sm
sudah ada, seperti perluasan basis Pajak Hm.:&mum_m_
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Paja
Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Izin ﬂmnmm.nmu, _
I, Penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, mmw.mq_
Pajak Rokok, Pajak Sarang Burung Walet, m_mm Hum_..ammwm
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak m_.ﬁn,_um
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ﬂwm-.ﬁu. Retribu
Pelayanan  Tera/Tera  Ulang, Hﬁmﬁﬂ?mm_ Pelayana
Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menan
Telekomunikasi, dan Retribusi [zin Usaha wri.r.mﬁm_.r
¢, Kenaikan tarif maksimum beberapa jenis ﬁm_m_.n daeral
seperti  Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Naor
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar ,_ﬁm_._n_wp.mm
Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, dan Pajak Miner
Bukan Logam dan Batuan; dan

i,




. Pemberian diskres| penetapan tarif pajak kepada dag [
kecuali Pajak  Rokok. Daerah  diberikan kewenangy
sepenuhbnya untuk menetapkan besaran tarif pajak daoy
untuk  diberlakukan daerahnya Sepanjang gl
melampaui tarif minimum dan maksimum yang tercantuy
dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, Kewenangan yang lehi
luas di bidang Perpajakan daerah ini diharapkan dangl
mening-katkan pendapatan daerah sehingga dapat meng
kompensasi hilangnya penerimaan dari beberapa i
pungutan daerah sebagai akibat dari adanya
closed-list system. Dalam kaitan y

mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusgi
daerdh dengan landasan hukum Yang kuat dan u.&mm
menciptakan jenis Pungutan baru yang potensinya relatif
kecil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

kebijak
ini, daerah n_EE_E..m ur

Mengacu pada instrum
tersebut, kajian ini bermaksud
kabupaten/kota di Gorontalo
(revenue).  Sumber
Perimbangan dan PA
akan dilihat

en hukum dan arah kebijakan
melihat perkembangan keuangan
terutama dari sjsj
penerimaan  daerah terdiri
D itu sendiri. Kedua sumber p

penerimaan

PAD  menurun. Tenty saja penerapannya  dilakukan  dj
kabupaten/kota Provinsi Gorontalo.

Untuk memudahkan pembacaannya
dilakukan perdaerah ?mgwmnmhxwoﬂn. selam
pelaksanaan otonomi daerah 2001 hingga tahun
tiga kabupaten akan dianalisis mulai
daerah, sementara Kabupaten Pohaw
Kabupaten Bone Bolango tahun 2006

maka pemetaan
a periode awal
2012. Sementara
tahun pertama otonomj
atd mulai  tahun 2005,
dan Kabupaten Gorontalo
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ala dimasir
Wl 2008, atau berdasarkan ketersedinan data din
g acrah yang menjadi unit analisis,

Kabupaten Boalemo . | [
Porkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ai tah
Wibangan Kabupaten Boalemo selama tahun 2001 samp
| dupat dilihat pada tabel 4.1. berikut ini.

| 4.1, Perkembangan Realisasi PAD dan Dana .HuﬂaE—_umﬂmm
. Kab. Boalemo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

{ix : ~ Dana Perimbangan.
11251412
2,651.44 e
1002 5,324.51 ”H M_Mﬁm.m
2003 :hmm.mm gt
- 2004 13,902.28 guicsh
2005 4,578.90 m&,mt_nw
. sy 252,927.91
2007 11,562.68 i
2008 13,733.34 A
2009 15,099.00 e
0 W“HWM 31 mﬂmu_ﬁq
1 .
“Hm 13,310.12 356,386.41

Sumber: APBD Kab, Boalemo 2001 - 2012, Diolah

Tabel 4.1 memberikan informasi eri.m PAD EMM%_EH mw”
Perimbangan (DP) Kabupaten Boalemo mﬁw me““_._ b
mengalami peningkatan. _umaﬁmrmﬁu PAD M.m __ b
tahun sebelumnya, setidaknya Eﬁmnmﬁwﬁ..wwa mbmnEm:dﬁ e
diantaranya kenaikan pendapatan H..u__m_.r”ﬁu .w.n,_ S
linggi pendapatan ﬁmarmﬁmﬂ., Emwm__. mmmw P St e
membayar kewajibannya makin meningkat, sep



pajak dan reteibusi daerah, Disamping efek dari kegiatan ekone .
masyarakat, serta perluasan penarikan pajak maupun reteiby
daerah,
Sementara kenaikan Dana Perimbangan (DP) didorong ol
pembenahan organisasi pemerintah daerah, karena kompong
utama DP adalah DAU yang sebagian besar digunakan uniy
membayar gaji pegawai. Transfer ke daerah meningkat juga ka
adanya kenaikan penerimaan negara, sebab proporsi transfy
ditentukan sebesar 25 % dan sekarang meningkat menjadi 26 % (
netto penerimaan negara. Apabila penetimaan negara mengal .
kenaikan maka transfer ke daerah juga naik.
Pada tahun 2005 sumber-sumber penerimaan Kabupalur)
Boalemo  menurun, komponen PAD paling  signifikan
penurunannya secara proporsi hampir tiga kali lipat. Penu

PAD tidak dapat disangkal sebagai dampak dari adanyn
pemekaran kabupaten baru (Pohuwato). Data ini mengindikasikan
bahwa justru wilayah pemekaran lebih memiliki potensi
dibandingkan daerah mnduknya. Melihat perkembangan Kabupaten

Pohuwato dari sarana infrastruktur dasar maupun pembangunan
fisik saat ini lebih maju dari Kabupaten Boalemo.

Jika dilihat dari proporsi PAD dan DP terhadap total

pendapatan Kabupaten Boalemo mulai tahun 2001 - 2004 trendnya
cukup baik, artinya ada kecenderungan PAD meningkat dan DP
Menurun secara proporsi. Jika trend ini terus bertahan maka
Kabupaten Boalemo onr the track untuk menuju kemandirian fiskal,
Tapi karena adanya pemekaran kondisinya berubah, justru
berkebalikan DP cenderung naik, dan PAD menurun proporsinya
terhadap total pendapatan. Tlustrasi kedua jenis  proporsi
penerimaan Kabupaten Boalemo dapat disimak pada gambar 4.1
berikut ini.

Lambar 4.1, Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap
Total Pendapatan Kabupaten Boalemo, 2001 - 2012 (Persen)

5 5896.0896.40
&_q_sm%b,qmmq " m.w.m; 895.7495.6395.0494.7394.5 .

(TR

4000

1282 26437 496 527 -542-3.92 360
W00 y3p 434 7287 482 426 437

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
mp Proporsi PAD == Proporsi DI

2001

Nimber: APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Diolah.

Proporsi pendanaan APBD wﬁm:ﬂwmn dari Fﬁ.u WNWMHMHH
Hoalemo sebelum ada pemekaran menunjukkan kenaikan, mEE
fahun 2004 mencapai 12,82%. Namun mmﬁ&mﬁﬂﬁ .Hmu._.._m Em_..z -
hngga tahun 2012 tinggal rata-rata . 4%, ﬂmzw mﬂm. h
memaksimalkan potensi fiskal tidak berjalan baik. MM ‘ m.M |
kemampuan ekonomi juga relatif terbatas karena n,_pmm_._n_m_. mm
pergantung dari sektor primer, sementara mmwa.uu M_m M,..,m i
forsier belum berkembang. Akibatnya, _umEmnﬁm._ me_
oalemo masih lebih banyak berharap pembiayaan

sumbernya dari pusat.

b. Kabupaten Gorontalo . |
Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, Kabupate

i 1i
Gorontalo memiliki wilayah yang paling luas. Gorontalo mem m_
merupakan daerah induk untuk semua wilayah yang ada di _mmﬂ
'vovinsi Gorontalo. Namun seiring perjalan waktu Goron




sudah terbagi tiga sejak tahun 2004 dan tahun 2007, Peme
wilayah relatif idak terlalu menggerogoti penerimaan daerah los
PAD maupun DP, karena kedua sumber  penerimaan
mengalami penurunan sebagaimana dialami Kabupaten Boales

Kab. Gorontalo, 2001 - 2012

| 4.2, Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan

o
S e - TR - Dana Perimban |
| PUT L ALRN J = =

168,302.80
Relatif besarnya penurunan PAD di Boalemo pada saat tep i1 J,ﬁm_nm e
pemekaran dapat diindikasikan bahwa daerah tersebut belum ki a2 :bmﬁmw 251,459.68
kemampuan fiskalnya, karena memang  Kabupaten Boalom Ry H\wwwmq 194,884.36
termasuk daerah otonom baru, dimekarkan setelah  terjn n_n_____w 19 m_um._m.u 208,391.94
reformasi. ; f 359,335.20
Pada tahun 2003 PAD Kabupaten Gorontalo sebets 06 HHMQ 2r3 s
Rp.18,212 miliar menurun sekitar Rp. 6 miliar pada tahun (0 il m._“mnm.mm 353,963.36
menjadi Rp. 12,059 miliar. Wilayah yang dimekarkan (B H“ 24,896.00 424,348.00
Bolango) diasumsikan potensi  fiskalnya rendah sehi 2010 28,366.44 ﬁ?Em.H
dampaknya terhadap FAD Kabupaten Gorontalo relatif kegl 2011 30,413.37 mmm,mum_ﬂ
Sedangkan penurunan Dana Perimbangan sekitar Ep. 85 milias 2012 133,595.20 Dbt

termasuk kecil, karena perangkat daerah pemekaran  biasanyy
masih ramping, belum lengkap strukturnya sehingga biay

Biiber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Dholah

birokrasi masih rendah. Pendanaan cenderung lebih banyak pada
pembenahan infrastruktur perkantoran maupun penatalaksanaan
perangkat pemerintahan, _

Minimnya dampak penurunan PAD kabupaten induk

Tabel 32 di atas juga memberikan Hmop.ﬁ._mmm?”maw
Uorontalo Utara berdiri sendiri pada Eﬁﬂﬂ.m.amqw.wu”:w MMJWMM._ um
Uorontalo hanya berkurang sekitar Rp. 2 Ew&.. ; o
PAD) Kabupaten Gorontalo tetap mengalami peningka

sebagai gambaran dimana daerah vang dimekarkan kondisi
perekonomiannya relatif kurang berkembang, Kemungkinan
lainnya, potensi sumber daya yang dimiliki cukup terbatas

sehingga efeknya terhadap penurunan PAD daerah induk kecil,
Umumnya daerah yang minim potensi sulit berkembang secara
cepat kendati telah dimekarkan, apalagi jika pemimpin daerahnya
kurang  mengoptimalkan potensi, serta minimnya inovasi

mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada tabel
4.2 berikut ini.

lhun 2012, Lain halnya transfer cenderun menurun n._.mm_um
Nementara gambaran proporsi kedua rmn.ﬁcwmzw ﬁm_.___nmﬂ“”:
4 ih cenderung stabil dari tahun ke |
[Lnbupaten Gorontalo leb ung J : _
___.._f_::__m pelaksanaan desentralisasi fiskal seperti terlihat pac

pambar berikut ind.




Gambar 4.2, Proporsi PAD dan Dana Perimbangan 1'e

Total Pendapatan Kabupaten Gorontalo i

2001 - 2012

120.00
96.31 gy
TG .69 93.25 94.17 91 40 95.56 93 28 94.27 94.46 93.62 94
80.00
60.00
40.00
20.00 {369 531 675 533 &60 444 672 573 554 638
. : A : : 38 5.92
- . :
001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
“=#=Proporsi PAD ~{}- Proporsi Dp

Sumber; APBD Kab. Gorontale 2007 - 2012, Diplah

Rata-
ata-rata 94% kebutuhan pendanaan pembangunan dan
Kabupaten Gorontalo berasal

: arl pusat, masih jauh dari ;
menciptak ik : ] art ideal un
m_EncMm H .wMHm:mEmﬁ pembiayaan. Jika terjadi Ew&:ﬁw“ﬂ
Kabuupaten DM._Mn H”” Ewwwm_ dampaknya sangat kuat terhadap

0, karena proporsi :
26% dari netto Penerimaan _._mmmum.ﬁn. transter ditentukan sebesar

me_ﬂhmﬁmmmnﬁmh

fiskal hila terjadi krisis
dihampir semua kaby
Kabupaten Gorontajo

secara nasional. Tapi kondisi inj merata
ﬂ...mﬁmﬂx kota di Indonesia, bukan hanya
saja bergantung grant, Hanya saja beberapa
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prah i wilayah lain trendnya cukup baik dimana propors
pdapatan  Asli Daerah  (PAD) maik dan  sebaliknya Dan

fimbangan (DP) menurun.

Kota Gorontalo
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo relatif lebi

ik dari daerah otonom lainnya di Provinsi Gorontalo. Maki
jenguatkan teori bahwa daerah dimana sektor sekunder da
loraler lebih dominan berkontribusi terhadap pembentukan Produ
Domestik Regional Bruto (PDRB) potensi fiskalnya juga maki
besar. Dengan asumsi itu, maka Pendapatan Asli Daerah (PAL
Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan yang sang;

L

Mgnifikan.
Selama pelaksanaan otonomi daerah tahun fiskal 2001

2012, rata-rata kenaikan PAD Kota Gorontalo sebesar 32%. Tahu
2001 PAD Kota Gorontalo masih berada dikisaran Rp. 6 miliar da
selama lima tahun (2005) kenaikan PAD-nya dua kali lipat. Sepulu
lahun kemudian kenaikannya bahkan bias mencapai enam ke
lipat, dan tahun 2012 sudah mencapai Rp. 87 miliar. Akumula
kenaikan Dana Perimbangan juga mengalami kenaikan cuku
signifikan, pada tahun 2001 DP Kota Gorontalo sebesar Rp. 112,51
miliar dan tahun 2012 sudah mencapai Rp. 415,139 miliar. Kenaiks
Dana Perimbangan bukan hanya didorong oleh faktor gaji pegaw
(DAU), tetapi juga kecenderungan kenaikan bagi hasil pajak yar
diterima oleh Kota Gorontalo. Perhatikan tabel 4.3. dibawah ini.
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R
_ Tahw D
2001 m_ﬁﬂ%x.it...m._wﬂ_ﬁ_.._...;,, .
o H__m” ;__.H_. 1 Hmﬁmﬁ.mm
0 ,101.94 122,332 11
11,966.57 |
; e 13902288
MEH S 153,970.83
s el 152,576.85
L 35,053.37 Hﬁﬁm.
. 45,995 09 o
i s 318,813.52
" U300 3345 .
. 61,250.00 e
L 68,400.33 Mwmmm.% ‘
789,74
: 415,139,04

mbar 4.3. Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap
Total Pendapatan Kota Gorontaloe, 2001 - 2012

34.83082.3792.0790,2785.4590.1789.235 730 e e
0 wmu.ummrmumm.ému.pmmm.mu

i
| 0
40,00

18.0815.3016.8417.33

Y

| 5-47-7.63-7.93.9.73.10.55 9.83 10.7712.61

30,00

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
e Proporsi PAD i Proporsi DP

Nimber: APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diclah.

Agenda mendasar bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebag
jrsat kegiatan ekonomi, administrasi dan pendidikan menja;
kondusifitas. Syarat ini diperlukan untuk menjaga momentu
pertumbuhan ekonomi wilayah. Perekonomian Kota Goronta
singat bergantung pada sektor sekunder dan tersier, mobilit
kegiatan ekonomi maupun tenaga kerja cukup dinamis.

Demikian halnya faktor demografi sangat berpengan
lerhadap kelangsungan ekonomi, urbanisasi penduduk akan ten
berjalan. Mobilitas penduduk dari luar Provinsi Gorontalo jug
terus bertambah, dengan jumlah penduduk yang relatif mas
sedikit urbanisasi dan mobilitas penduduk dari luar mas
dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian. Oleh sebab i
penertiban dan penataan kependudukan perlu dilakukan seca

hati-hati. Meski dalam jangka panjang memberikan bebs

perkotaan.




d.  Kabupaten Pohuwato
Kabupaten Pohuwato merupakan hasil pemekaran  dar
Kabupaten Boalemo, relatif lebih maju jika dibandingkan dengan
daerah induknya. Banyak prestasi yang dicapai, penataan kotanyi
juga lebih baik dari seluruh kabupaten yang ada di Gorontal,
Meskipun kondisi fiskalnya tidak jauh berbeda dengan dae
lainnya, ketergantungan pendanaan dari pusat lumayan tinggi,

Ciambar 4.4, Proporsi PAD dan Dana Perimbangan Terhadap
Total Pendapatan Kabupaten Pohuwato, 2005 - 2012

1000 1 9637 9585 9642 9603 9620 9580 9597 96.13
e g —g———g——{
100

800 | ———
40,00

2000 | 363 415358 397380420 403 387

Tabel 4.4. Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbang
Kab. Pohuwato, 2006 - 2012

210,

== Propomsi PAD  =&= Proporsi DP

2007 9,570.094 257.868.27 tg_____._... APBD Kab. Polnnwata 2005 - 2012, Diolah.

2008 12,060.03 291,583.07 _ . -
2009 12,106.00 306,152.00 Gambar 4.4 memberikan ilustrasi bahwa kondisi fisk
2010 13,668.93 311,632.58 Kabupaten Pohuwato tidak terlalu baik untuk n.m_mﬁ_”_..mn
2011 15,175.87 361,429.60 hemandirian. Padahal semasa masih menyatu n__m_._mE._ _H e
2012 16,386.58 406,836.08 liend  proporsi sumber pendanaan cukup baik. Sete ar

Sttnber: APBD Kab. Pohnmoato 2006 - 2012, Diplah. ﬂt_:ﬁ,r_ aran kondisi fiskal Boaletio cen &mnﬂum buruk, Pohuwa

dlanggap daerah potensial menurunkan PAD Kabupaten Boalem
Bolelah menjadi daerah otonom sendiri diasumsikan ﬂ..mzh_ propin
yumber pendanaan Kabupaten Pohuwato menjadi _m_n:b,gw.w. Lm_.,_n
lolapi jika dicermati pergerakan grafik 3.4 di atas mengindikasik:
bahwa penggalian potensi fiskal untuk meningkatkan PAD me.“
dllakukan  optimalisasi, termasuk meminimumkan resil

kobocoran pungutan,

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas menggambarkan bahwa
PAD Kabupaten Pohuwato meningkat setiap tahun. Pada tahun
2006 PAD Kabupaten Pohuwato sebesar Rp. 9119 mi
meningkat menjadi Rp. 16,386 miliar. Jika dibandingkan dengg
Kabupaten Boalemo sebagai daerah induk dari Pohuwato PAD-
lebih tinggi. Walau proporsi  pendanaan pembangunan dan
pelayanan publik masih sangat besar dari Dana Perimbangan rata-

rata di atas 96%, proprosi PAD hanya berkisar 4% setiap tahun,

¢. Kabupaten Bone Bolango
Simak gambar 4.4 berikut ini.

Pembangunan antar wilayah di Bone Bolango masih sang
Himpang, infrastruktur masih minim. H&mﬁ:mﬁdﬁ. m.mrm._hm
hilemahan Bone Bolango dekat dengan ibukota provinsi, limpah
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kegiatan  ekonomi  kota akan diterima  oleh  Bone Bolan !
Sebaliknya backiash effect ekonomi Bone Bolango akan ditarik ol
Kota Gorontalo karena wmumnya wilayah perkotaan tarik
ekonominya lebih kuat, dibandingkan daerah rural, Kalaup
terjadi pengembangan, maka biasanya terjadi di wilayah pinggir
kota yang berbatasan dengan daerah riral,

Namun demikian, jangka panjang efek kegiatan ekonom
perkotaan akan berimbas secara langsung ke wilayah riral (Bone
Bolango).  Apalagi pembangunan dan pengembangan beberapa
lembaga pendidikan kedepan memberikan dampak ekonomi u._,m:ﬂ.
besar, termasuk rencana kampus Universitas Negeri Gorontalo

akan berpindah ke wilayah ini. Hanya saja saat ini, potensi

fiskalnya masih rendah hal itu terlihat dari realisasi penerimaan
lewat PAD, bahkan tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Bone
Bolango menurun, lihat tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 45. Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimbangan
Kab. Bone Bolango, 2001 - 2012

_ Tabun T R Dana Perimbangan
2006 2,864.14 224,694.62
2007 5,169.30 264,812.53
2008 4,426.37 330,890.01
2009 8,203.00 301,263.00
2010 14,402.88 398,971.08
2011 15,749.95 311,733.92
2012 12,750.00 375,457.00

Sumber: APRD Kab, Bone Bolango 2006 - 2012, Dyiolah

Proporsi pendanaan tidak jauh berbeda dengan kabupaten
lainnya di Gorontalo, Dana Perimbangan masih sangat dominan
rata-rata di atas 95%, dan PAD hanya sekitar 5%. Tahun 2012
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linant PAD Kabupaten Bone Bolango malahan turan _.__m_:_:_ ,_m. _N_M.._
llor, ada indikasi effort penarikan pajak dan retribusi dae
| a target imal tidak tercapai.
ah sehingga target maksima . . |
Zs_ﬁ:m: jika dicermati garis trendnya cukup baik ﬂM__Mh nﬂ“
§ lahun, proporsi Dana Perimbangan cenderung turun

. ) jangka panjang meskipu
ik, lihat grafik 3.5 di Umim,r. Eu_umn MMMWH&MFM fiskal, karen
purubahannya kecil cukup E.En E._.E e

1 L::.._._:rmﬂ Tmﬁ.@mmmw Hum_._umHWm.ﬁ kinerja e

(;ambar 4.5. Proporsi PAD dan Dana Perimbangan HEMMMMEH,
Total Pendapatan Kabupaten Bone Bolango, 2006 -

9874 09809 9868 09735 9581 9519 9672
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[EN3.00
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40,00
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Sunther: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2012, Diolah.

ten Gorontalo Utara .

g MMWHM@ Utara memiliki banyak potensi @Eﬂmmm_“
perikanan dan pertanian, potensi wmumm_u_m_.. _u.mH:H._._ Ew.w.w_nm M_H._mqm
secara optimal. Beberapa tahun terakhir nEmEE_H., v
dengan pembangunan infrastruktur ﬁm_._am,bﬁcwmm.“ mﬂﬂﬂ o
pendanaan terserap untuk penataan organisasi . n _ummr _“mmw :
kantor. Hal serupa potensi penarikan PAD masih rendah, tapi j




dilihat dar peningkatannya realisasi PAD selama lima tahun o
lumayan, pada awal berdivinya  Gorontalo Utara PAD |
mencapai Rp. 2,323 miliar dan tahun 2012 meningkat
Rp.10,7 miliar, Lihat tabel 3.6 berikut ini,

Tabel 4.6. Perkembangan Realisasi PAD dan Dana Perimb
Kab. Gorontalo Utara, 2008 - 2012

D TaBans = T TORATE _ Dana Perimbang
2,323.97 127,783.40
2,500.00 236,603.00
2010 6,500.00 237,369 .85
2011 10,700.00 272,324.36
2012 10,700.00 315,427.79

Stmber: APBD Kab, Gorut Bolango 2008 - 2012, Diolah,

Proporsi pendanaan tidak jauh berbeda dengan daerah _
tapi jika dicermati gambar 3.6 di bawah inj mengilustrasikan b
ada trend positif menuju kemandirian fiskal dalam jangka panjun
Proporsi PAD cenderung naik, dan Dana Perimbangan menuy
Sekalipun proporsi pendanaan masih sangat besar bersumber (4
Dana Perimbangan. Dengan demikian trend ing sejatinya puli
difaga trendnya oleh pemerintah daerah Gorontalo Uty
Meskipun jika dilihat dari usia daerah otonom baru sekitar
tahun.

Dinamika perekonomian daerah dibagian utara Gorontali
cukup tinggi, sementara daerah lain seperti Bone Bolango jarak dupl
ibukota dekat, sementara spreed perekonomian perkotaan maslly
sangat lambat. Limpahan perekonomian perkotaan kedag .“.‘
penyangga juga kecil, jadi potensi Gorontalo jauh lebih copal
berkembang kedepannya, karena itu momentum perbaikan dan
kinerja perekonomian perlu terus dijaga,
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1,22, Perkembangan Pengeluaran

mbard.6, Proporsi PAD dan Dana Perlmbangan Terhadap
Tutal Pendapatan Kabupaten Gorontalo Utara, 2008 - 2012

o 98,68 97.35 95.81 95.19 96.72
L0 (' -y m 'm 0
e |00 ———
0
00 ——
000 1.79 105 267 wwm ..mwm
& o —— — ——
2008 2009 2010 2011 2012
s Proporsi PAD == Proporsi OP

Willer: APBD Kab. Gorut 2008 - 2012, Diolah

Gorontalo Utara dinalisis hanya lima tahun Kkares

jrmosuk daerah otonom baru, dimekarkan ﬁmﬁw_m EH,E.E Hum%
1._.____._? tahun 2008 baru mulai memiliki APBD sendiri, terpisah d-

AIBD Kabupaten Gerontalo.

APBD memberikan pengaruh yang wwmm_.. EHE&
perkembangan  ekonomi daerah n._m_EE .wmgmrm: di mm_
pendapatan dan belanja daerah. Emwm__nﬁ sisi wﬂ,.mm_ﬁm.wmhﬁ m“
APBD yang dialokasikan untuk belanja barang m__mﬁ _m.mmﬂmmw
belanja modal memberikan pengaruh Hmwrm&wﬁ kegiatan EWm_mHﬁ
tlan perekonomian daerah. Sebagian _ummm_, dari ﬁ&mrmmjmmﬁ .u_
modal menghasilkan output berupa F:_:.mmn,.._w.r:. .mm_.mm..m :
prasarana pelayanan publik yang mempengaruhi minat w.s..qm.w.
untuk menanamkan modal di daerah. mmnmﬂmwuu_._. sebagian d;
lelanja barang dan jasa akan menstimulasi kegiatan ekonor
masyarakat daerah (Nota Keuangan APBN 2013).




Berdasarkan |y tersebul,  belanja pemerintah gy
diperuntukan secara makro, yakni belanja langsung dan bl
tidak langsung, Kedua jenis belanja inj diharapkan
Prinsip efisiensi, ada beberapa prinsip umum yang
dalam melakukan efisiensi belanja
Keuangan APBN 201 3)

a.  Manfaat scgle of econonrics,
dipertimbangkan manfaa
biayanya lebih besar
Eksternalities Jactor,

e,
dipergun 1k

dalam pelayanan publik (N

pemberian layanan publik
b ekonominya, jangan  sa
‘daripada manfaat yang diraih.

kan kepentin
wilayah yurisdiksinya,

Pelayanan masyarakat lebih variatif
jika pelayanan publik dilakukan pe
Stabilitas  Ekonomj Makro
pemerintah pusat, karena iy pelayanan yang diberikan
kepada daerah adalah pelayanan yang tidak memiliki
dampak atay pengaruh yang luas secara nasional.

Sekalipun ada prinsip-p
daerah namun jarang prinsi
perkembangannya, sebagian

karena itu lebik efisien
merintah leyg] bawah.

menjadi  tanggungjawab

rinsip yang jadi acuan untuk belanja
P itu dijadikan Patokan. Jika dilihat
belanja daerah sangat tidak efisien

& perkembangan ekonomi dan
kegiatan investasi d; daerah. Serapan belanja lebih
banyak ke belanja tidak langsung (rutin), belanja langsung (modal
dan investasi) relatif minim. Mengacu Pada kondisi itu, tulisan ini
ingin melihat sejauh mana perkembangan belanja daerah g
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— .uﬂf

slanja tid
Il apakah belanja langsung lebih besar atau belanja tid:
Ml nprak ) .

B iperj lefinsi ja langsun
__,_._ﬁs_:_._: demikian, perlu diperjelas definsi ?szﬁr mmmwmm
_ ; Belanja langsung ada
bolanjn tidak langsung. 3l e ig———.
weluaran pemerintah yang bersifat ,E<M. m“.m R
ik melaksanakan tugas-tugas ﬁmﬂﬂﬁﬁw Mm_m Mm '
| ki pembangunan. Sementara Belanja tida rmME_. s

i a
yi yang, dikeluarkan lembaga untuk Eﬂmwnﬁmmhmmﬁm -1
_ :? pagawai, belanja barang dan ﬁmuﬁ_ﬁ.ﬂmnﬂn s :
y .___,m berhubungan dengan administrasi kantor. mem

i i-hari yang 4
Wliruh pengeluaran aparatur HumEm_..EEH. mm_;MM_mE M._ MMNE
Whun  diperlukan  untuk Emnmmﬁ_mbw__ﬂﬁ
bulangsungan tugas dan kewajiban secara efektif.

aten Boalemo )
__..nm_uzmm._mﬁ_.. dari postur APBD Kabupaten Boalemo tal
ika

i sebesar R
2001 terjadi surplus anggaran karena total ﬁﬂMMﬁmﬁMmﬁmﬁ. i
00576 sementara total ﬁmmzmm_..._mwmuﬁu_._m il 2
Komposisi pendanaan terdiri dari belanja __u_M_ mwm e
(isebut pengeluaran pembangunan) nmﬂmwﬁcn._ e
mngeluaran rutin). Surplus anggaran ya | s
E :mwn._mmb lebih besar ketimbang ﬂm:mm_ﬁmﬂm_”_, Ini mm._umvm_.m_
"Ww“m biasanya penyerapan anggaran ,wmnF mﬁmm_.__”_mm n_m_._m_
emerintah daerah tidak berjalan se =8
o il Pada akhirnya terjadi sisa anggaran yang .
#E:N.EM._MMM jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel 4.
esar.

i

bawah ini.



Tabel 4.7, Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tid
Langsung Kab, Boalemo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

Tahun " TBeTanja Lan __ Belanja Tida
2 51,399 39,611
2002 e 2
2003 107,433 e
A 92,616 e
e s 32,572
ok e 91,361
o 104,500 111,100
s 1S 122,697
e Lo 153,340
2010 _ 152,491 176,183
2011 178,151 s
2012 192,563 i

Sumiber: APBD Kk, Boalemo 2001 - 2012, Diolah

Hampir keseluruhan daerah otonom di Indonesia pada awal
pelaksanaan desentralisasi fiskal komposisi pendanaan cukup baik,
karena belanja langsung lebih tinggi. Namun seiring perjalan waktu
komposisinya berubah belanja tidak langsung meningkat tajam.
Kabupaten Boalemo sendiri cenderung serupa, pada tahun 2001 -
2005 belanja langsung lebih tinggi dibandingkan belanja tidak
langsung,

Pada tahun 2001 belanja langsung sebesar Rp. 51,399 dan
belanja tidak langsung sebesar Rp. 39,611 miliar. Tahun 2005
belanja langsung sebesar Rp. 56,981 miliar dan belanja tidak
langsung sebesar Rp. 32,572 miliar, selama lima tahun anggaran
nominalnya menurun karena ada pemekaran wilayah pada tahun
2004. Mulai tahun 2007 kecuali tahun 2009 sampai tahun 2012

mbar 4.7 di bawah ini.

el

2012
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
@ Belanja Tidak Langsung

# Belanja Langsung
Sitmber- APBD Kab. Boalemo 2001 - 2012, Dholah.

j tu
Perubahan pola komposisi belanja daerah ﬁwﬂiﬂmﬁﬂh&
organisasi mengalami perubahan, Eﬂm,:.w Mmﬂmh_ﬂb . }w_ﬂm .
F,mimr gerta berbagai pembiayaan umnit n..”m s
h, w ia rutin makin naik setiap tahun, kenaikannya Hm e
e uran isien. ara
oleh pengelolaan anggaran yang kurang mm_mwmnwm _Mm. e
komposisi belanja yang lebih banyak terserap e wh
.ngaruhnya ter-hadap pertumbuhan ekonomi kec .ﬂ -
ﬂ:}mnmﬁ kesejahteraan masyarakat secara luas sangal minin
dampak selanjutnya kemampuan fiskal juga terbatas.

Kabupaten Gorontalo ,
: Wmmmmmwmm APBD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2001 to

eneTin MM m.Wn._. ._Hu.._nm._. ”—.Um_”-.-_.mm_.._u._.m...—.ﬂ.ﬂ.— 5e
i Tadan m.m_nwmm.ﬂ.ﬁ .HN.“.. ._.mﬁ_....._. : : . |
- ¥ xr )
&.Hﬂmmﬁ.ﬂg. m Hmﬂ%ﬂ mm.mm. Emggﬁum._ -..m___ a ”—umm.”_..m.u ”_.u_ﬂ wnl.._”.._.ﬂ.ﬂu.._. m__.._H.mU”_....Hm —n_.nm.m




selamanya menggambarkan kelebihan anggaran dalam pengerii
penerimaan lebih begar dibandingkan dengan pengeluaran, surpl
dapat terjadi karena justru r.:__pr,_rs..mz.ﬁ:mz satuan perang
anggaran secara optimal, Tahun keliny
pelaksanaan  desentralisas; fiskal total penerimaan sebes,
Rp.237,191 miliar dan total pengeluarannya sebesar Rp. 201,

daerah  menyerap

Namun seringkali target penerimaan meleset dar rencana semula,

sehingga  defisit terjadi - sesungguhnya. Sedangkan komposisi

belanja APBD Kabupaten Gorontalo dapat lihat tabel 4.8 berikut ini,
Tabel 4.8. Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Kab. Gorontalo, 2001 - 2012 (Miliaran Rupiah)

_Tahun = Belanja Langsung __ Belanja Tidak Langsung

2001 32,314 141,111

2002 49,699 157,589

2003 94370 169,933

2004 191,712 179,640

2005 B, (N2 174,152

2006 128,699 227,424

2007 121,912 272,914

2008 139,743 247,972

2009 2099 580 289,032

2010 184,008 323,875

2011 150,054 411,773

2012 223,909 429,347

Sumber: APBD Kah, Gaorontalo 2001 - 2012, Dijoiah,

Komposisi belanja  APBD Kabupaten Gorontalo untuk
Omposk anje

. _ i il dari belanja
pran 32,314 miliar lebih keci
ia lan SUNg sebesar —_ﬂ_..._; ~ i .. = 2 ran

?.____,,__..ﬂ,,_w._;:.. .mﬂ:..m sebesar Rp. 141,111 miliar. Sampal Erc“mm_“ﬁm“m_ﬁﬁ
w___._ “..m rﬂ.mwmm..nuu.u tidak berubah belanja tidak _,m:mw.m:rrmu belanja
lobih tinggi sebesar Rp. 429,347 miliar mwﬂm“nwﬁgs&bmﬁ
?:_ﬁ:zm hanya sebesar Rp. Nm‘mcaw&nnmb_wmmﬁ Gilak Tnvt it AP

isi belanja langsung dan . b
__“:_ﬂ_.;qc“””._ DGEH_;EE tahun 2001-2012 dapat disimak pada gam

in :._m..__

il H berikut ind.

B Belanja Langsung = Belanja Tidak Langsung

Sumber: APBD Kab. Gorontalo 2001 - 2012, Diolak.

Gambar 4.8 memberikan informasi bahwa WGEHMM,:EH “”,..MNH
langsung lebih rendah dari .w”m_m:um _._n_wr F”MMMWW e
2004 ada perubahan komposisi, _um_.mﬂ_m angs I——
kenaikan. Pada tahun 2009 belanja Emmzﬁm i

e b Rp. 299,580 miliar, tapi tahun 2010 pen e
. . - mwm_.m___..ﬁ m.mw.mmma Rp. 184,008 miliar dan ?EEM ke
HHMHM kembali menjadi tinggi hingga tahun 2012, Pembiay




untuk belanja barang dan jasa maupun belanja modal terbaty
akibatnya pemerintah daerah memiliki keterbatasan melak
manuver pembiayaan ekonomi produktif,

¢.  Kota Gorontalo

Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal pada tahun 200
menunjukkan total pendapatan Kota Gorontalo sebesar Rp. 121,788
miliar sementara total pengeluaran sebesar Rp. 105,185 terjaci
surplus anggaran. Pada tahun 2012 total pendapatan  sebesag
Rp.559,269 dan total pengeluaran sebesar Rp. 565,457 terjadi defigit
angparan. Defisit seringkali disalah artikan berbagai pihak, seola
menggambarkan buruknya pengelolaan anggaran,

Secara umum defisit anggaran dilakukan secara sengaj
untuk mendorong peningkatan belanja publik dengan harapan
menaikkan pertumbuhan ekonomi. Desain anggaran  defisjt
sekaligus memotivasi peningkatan penerimaan daerah dengan
mencari berbagai sumber pendanaan alternatif. Defisit anggaran
terjadi karena diasumsikan pengeluaran sektor publik akan
semakin besar, dibandingkan dengan pembiayaan non produktif,
karena itu defisit anggaran wajib dijaga oleh pemerintah daerah
agar pembiayaan lebih memberikan penguatan pada kegiatan
ekonomi yang memiliki dampak luas,

Perkembangan komposisi belanja Kota Gorontalo selama
200-2012 dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

78

Tidak
Tabel 4.9, Perkembangan Belanja Langsung ﬂ_w_.. =¢_m=_=. | _“”._&_
Langsung Kota Gorontalo, 2001-2012 (Miliaran Rupia

T BelanjaLangsung  BelanjaTidak Langsung

74,079

83,265

60,429 91,289

2004 139,965 96,740
. 2005 72,200 99,269
2006 104,598 227,424

| 2007 145,866 WH,HM
2008 227,769 )

e e mﬂ.sm

2010 170,674 w_m,__ﬁmmm

2011 225,551 m@_hmmm
2012 200,805 :

Sunher- APBD Kota Gorontalo 2001 - 2012, Diolah.

Terlihat bahwa belanja langsung lebih kecil daripada wmwmn__
lidak langsung dalam realisasi APBD Kota moawnﬁ_nﬁ,mmmﬂ_”
Jelaksanaan desentralisasi fiskal, Pada tahun 2001 belanja .
_.”_ummmq Rp. 31,105 miliar dan belanja tidak langsung mm_um".,,m_. I
MM._“.E miliar. Komposisi belanja keadaannya samia, Hnﬂm_u WMWM
2004 relatif ada pening-katan %mﬂm sangat mwm_._”u.mn mﬂhmmhmm_.b
langsung sebesar Rp. 139,965 miliar dan w&mém_ efor
scbesar Rp. 96,764 miliar. Setelahnya komposis . 4
langsung tetap dominan dalam APBD Kota EGEE.&.”G ?bmmm” ;
m_..mmmﬁms 2012, seperti tergambar pada gambar 4.9 di bawah ini.




Gambar 4.9 Perbandingan BL dan BTL Kota. Gorontalo 2001- 201

_
[

oot

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2002
M Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung
Sumber: APBD Kota Gorentalo 2001- 2012, Diolah.

Besarnya belanja tidak langsung dipicu oleh belanja
pegawal maupun jenis pembiayaan lainnya yang masuk kategori
rutin, Jika dicermati gambar 3.9 di atas tahun anggaran 2006 belanja
tidak langsung sangat mencolok dan timpang. Selama pelaksanaan
desentralisasi fiskal, hanya pada tahun anggaran 2004 dan 2008
belanja langsung lebih tinggi dibandingkan dengan belanja tidak
langsung.

d. Kabupaten Pohuwato

Kabupaten Pohuwato menjadi daerah otonom sendiri tahun
2004, dengan demikian tahun fiskal mulai berjalan tahun 2005.
Tahun fiskal pertama Kabupaten Pohuwato total pendapatannya
sebesar Rp. 129,652.15 dan total pengeluaran sebesar 115,477.36.
Tahun fiskal 2012 total pendapatan Kabupaten Pohuwato sebesar
Rp. 447,769 miliar dan total belanja sebesar Rp. 459,180 berarti
terjadi defisit. Sementara proporsi belanja langsung dan belanja
tidak langsung dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini.

&0

Tabel 4.10. Perkembangan Belanja Langsung dan ma_niu. Tidak
Langsung Kab. Pohuwato, 2005 - 2012 (Miliaran Rupiah)

“Tin Dol Langrung ___ belanja Tk

2005 68,248
2006 130,125
2007 182,834
2008 218,661
2009 183,866
20 16,158
2011 187,224
2012 190,293

Suniber: APBD Kab, Poluaoato 2005 - 2012, Dialah,

Tabel 410 di atas memperlihatkan belanja langsung dari
{ahun 2005 sampai tahun 2009 lebih tinggi disbanding _umrﬁm mahw
langsung. Namun tahun fiskal 2010 mmn_.._ﬁmw 2012 .wm.E&E u..”._b.w
langsung mulai mendominasi. Pola belanja mm_um_,_m_ ini hampi
dialami oleh semua kabupaten/kota yang baru dimekarkan d
Indonesia. Tahun-tahun pertama kecenderungan belanja Eﬂmm,na
lebih tinggi, setelah lima tahun berjalan mulai terjadi pembalika
belanja. Pola kedua jenis belanja dapat disimak pada gambar 4.10 d
bawah ini.




Gambar 4,10 Perbandingan BL dan p11, Kab, P
2012

2008 2009 2000 2011
s # Belanja Langsung m Belanja Ticlak mm_._m.nE._ME :
* APBD Kab. Pohswato 2005 - 2012, Diofah i

emerintah daerah, i meningk yang
P Jumlah pe i i
Pegawal makin i

berdampak H_.H._mnmm_ vmﬁmﬂ_.m tidak lan Sun m. &
: P gsung makin EmE:mrmw

€. Kabupaten Bone Belango

Hu : m, m

berdiri sendiri, n
» Namun tahun fiskal ba i
i ru berjalan tahun 5
mﬁmﬁgﬂnwm M_ Hﬁmvnﬁmﬁu Bone Bolango  sebesar R mamw.uwoﬂ
—— ﬂmﬁh belanja sebesar Rp. 228,198, Pada tahun M.mwm.lh m_m_m_um
patan Kabupaten Bone Bolango sebesar Rp. 434,314 .u.wmw
. n

total belanja sebesa
; ¢ r Rp. 464,918, Sedangk
: . s 20 OH an per i
Jenis vamEm dapat dilihat pada tabel Pﬁmvmlwm.w “”m. Hﬂnﬁm: S
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Langsung Kab, Bone Bolango, 2006 - 2012 (Miliaran Rupiah)
Bl Cangeung Bl TRk Cangsun

89,046 133,209

177,024 Heetel
o o 118,810
i s iont 178,814
2010 164,654 L
o 180,463 213,096
i s 276,962

Siimiber: APBD Kab. Bone Bolmigo 2006 - 2012, Diolalt

Pola belanja Kabupaten Bone Bolango tahun fiskal pertam:
lerlihat belanja tidak langsung lebih tinggi. Tahun 2007 - 200
webaliknya belanja langsung lebih tinggi dibanding belanja tidal
langsung. Tahun fiskal berikutnya kondisinya sama dengan pol
belanja daerah lain, belanja tidak langsung makin tingg
dibandingkan dengan belanja langsung. Postur alokasi anggara
yang demikian tercermin dengan jelas bahwa APBD lebih da
separuh hanya untuk gaji pegawai.

Sehingga pada akhirnya anggaran lebih banya
dialokasikan untuk kegiatan birokrasi, sementara belanja baran
dan jasa serta belanja modal secara proporsional makin kecil. Tida
banyak yang dapat dilakukan pemerin-tah daerah untu
mendorong  pertumbuhan ekonomi maupun meningkatka
kesejahteraan rakyat jika belanja langsung terbatas. Sementar
investasi swasta yang diharapkan menjadi leverage pertumbuha
ekonomi masih minim. Kondisi kedua jenis belanja Kabupate
Bone Bolango sampai tahun anggaran 2012 dapat disimak pad
gambar 4.11 berikut ini.




2009 2010 201 2012
= Belanja Tidak Langsung

— - .. aa _ e z _F 5
2008

2006 2007
® Belanja Langsung

Stumber: APBD Kab. Bone Bolango 2006 - 2072 Diolah

Berubahn
. : Ya postur anggaran den i i
belanja rutin uﬁ_mﬂ_umﬁc&m&.m R

nyata bahwa pembenahan birokra
kondisi ini dibiarkan berjalan
anggaran yang kurang sehat.

si cenderung tidak berj 1
rjalan. Jika
maka APBD dapat dikategorikan

f.  Kabupaten Gorontalo Utara
Pada tahun 2008 tota]
Utara sebesar Rp. 162,416 dan

Ml.- -

langsung dan belania
-ja idak e
Sedliis ] _mbmm:nm dapat dilihat pada tabel 4.12

pendapatan Kabupaten Gorontalo
total belanja sebesar Rp. 135,785
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pembangunan sebagai ilustrasi

Tabel #.12. Perkembangan Belanja Langsung dan Belanja Tidak
Langsung Kab. Gorontalo Utara, 2008 - 2012 (Miliaran Rupiah)

2008 67,983 s,
2000 213,770 et
e (bE el 107,894
Al 255,039 s

Simber: APBD Kab. Gorontalo Ulfara 2008 - 2012, Diolah

Terlihat pada tabel bahwa 4.12 bahwa mulai tahun fiskal
2008 sampai tahun 2012 belanja langsung lebih besar dari belanja
lidak langsung. Pola penganggaran seperti ini cukup ideal, karena
pendanaan APBD lebih banyak untuk belanja modal dan investasi.
Untuk jangka panjang proporsi belanja dapat terjaga dengan baik,
karena kelihatannya daerah baru biasanya belanja langsung lebih
linggi pada lima tahun pertama. Periode berikutnya perlahan
belanja tidak langsung naik melampaui belanja langsung,

Namun jika dilihat dari kinerja keuangan dan ekonom
Gorontalo Utara sebagaimana digambarkan pada propors
penerimaan daerah melalui PAD maupun Dana Perim ar
trendnya cukup positif, itu berarti bahwa Gorontalo Utara dapa
menjalankan otonomi daerah pada jalurnya, meskipun capaiar
untuk menjadi daerah yang benar-benar mandiri masih cukuj
panjang. Gambaran belanja langsung dan belanja tidak langsun
dapat disimak pada gambar 4.11 di bawah ini.




Gambar 4,12 Perbandingan BL dan B,

2008~ 2012
s pos s r “ '
® Belanja

2010 2011
Sumber: APED Kab. Goron

Kab. Gorontalo Utara

H.E._mmznm # Belanja Tidak Langsung
talo Utara 2008 - 2012, Diolakh,

Setidaknya selama lima

B tahun
berdirinya  Gorontalo Utara
(bupati/walikota) cukup baik di dalam menjaga
anggaran. Pengeluaran pemerintah untuk

memang  sangat dibutuhkan
investasi masuk,

pem

ditengah masih terbatasnya arus

.H

kevangan dan kiner; anga
, ria  keu n
Hd.._mzm.m&n_uﬁ Musgrave dan Musgrave
kinerja keuangan daerah dapat diguna

mm_nm_mm“wmm pemerintah pusat dan dae

T TRD

daerah dengan
(1991), yaitu mengukur
kan derajat desentalisas;
rah, antara lain:

terakhir, atan semen-jak
komitmen pemerintah daerah

o

Sedangkan untuk menilai kinerja keuangan daerah daps
wengpunakan derajat kemandirian daerah dengan persamaa
mbagai berikut (Halim, 2001), antara lain:

— ._u|.._._._u. (4.4)
TED
. PAD “5)
TED
i (4.6)
PR
_ PAD + BHFBP 4.7)
TED
Dimana:
PAD = Pendapatan Asli Daerah
BHPBP = Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
TRD = Total Penerimaan Daerah
TED = Total Pengeluaran Daerah
PR = Pengeluaran Rutin
5P = Sumbangan dari Pusat

Asumsi yang dapat digunakan untuk menginterpreta
persamaan-persamaan  di atas, yaitu semakin tinggi deraj
kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah terseb
cenderung semakin mampu membiayai pengeluarannya send
tanpa transfer pemerintah pusat. Apabila dipadukan deng;




derajal TR g .
_A:E.w: .,.#E._::__:EE Hiskal yang  digy

ust pendapatan asl dacrah | —
m._. il 3 - _“
ecara _n__,,mm__._u:rm_.r maka akan ¢
secara uinh, =

Secara umy

Im, semakin H .

daerah da i n tinggi kontribusi

.ﬁnmﬁ. " mm..__..._m.rE H__H—Wm,_ ._ﬂm_ﬂ._mqq.——uﬂ,m_._ d ; ﬁ.m:&mﬁ.mﬁ.ﬂ &8
ampuannya  sendiri aerah u 2

untuk  melih
¥ I ﬂ
. rhadap pendapatan daer
rlihat kinerja kevangan daer

ntuk membia y

kebutuhan daerah dan mendy
Pada daerah tersebyt (Landiyanto 2005)

4.4,

“mﬂﬁmwmmﬂm: kemandirian (keua
lanja daerah, KmnmwmmuE:mmz
Pusat harus semakin berkurang

zmmn,“__ untuk membiayai berbagaj
Eﬂmwﬁn terhadap ﬁmEmHEMH._
+ S€iring dengan naiknya tingkat

lobi ;e
M.“r mandiri darj pengelolaan keug
upaten Badung Bali, Kota Surabaya ;

s

pemerintahan, b) Ketergantungan terhadap bantuan pusat minim,
mika dari itu, PAD harus menjadi sumber utama. Eedua ciri
lorsebut akan signifikan mempengaruhi pola hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bentuk hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
duerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Berkaitan
dengan hal tersebut, dalam kerangka melihat kemampuan daerah
dalam menjalankan desentralisasi, salah satu tolok ukur yang
dijadikan parameter melalui kemampuan dan kinerja keuangan
daerah.
Berdasarkan alat analisis kinerja keuangan daerah merujuk
konsep Musgrave & Musgrave (1991), serta menggunakan data
sokunder APBD kabupaten/kota Provinsi Gorontalo pada tahun
2012 akan didapatkan nilai tertentu dari aspek kemandirian/
Jesentralisasi fiskal dan derajat otonomi. Berikut hasil pengukuran
derajat desentralisasi fiskal kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo

maka didapatkan gambaran sebagai berikut

Tabel 4.13. Derajat Desentralisasi Fiskal Kab/Kota di Gorontalo,

2012.
Boalemo 0.033775 0.053327 0.904343
Gorontalo 0.050882 0.022096 0.810072
Kota Gorontalo 0.155560 0.024542 0.742288
Pohuwato 0.0365% 0.051507 0.908585
Bone Bolango 0.029356 0.053307 0.864482
Gorontalo Utara 0.031224 0.065030 0.920470

Sumber: APBD Kah/Kota di Gorontalo, 2012, Diclah

atas memberikan gambaran

Tabel 413 di

tingka

kemampuan fiskal kabupaten/kota tahun 2012 di Gorontalo untu
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membiayai kebutuhan anggaran be
W“”w“h.“wmw m._:.ﬂ,q”g_..ﬁﬁ:.sﬁnr:._ Asli Daerah (PAD) dan To
) aerah (TPD), Enam kabupaten/kota yang diang .n._
“ﬁ”ﬂ”ﬁ”hmwém Kabupaten Bone Bolango HMEMEHEF“E i
e sangat rendah yakni sebesar 00,0209 _
mmH qhH.u,_um Gorontalo sebesar (1,155%. \
edan i

W e mnww %mqvmbmﬁmmh peranan Bagi Hasil Pajak
i F) dan TPD daerah menunjukkan Kabupal '
“ paiing rendah hanya sebesar 0,0220% dan ¢ tingg

abupaten Gorontalo Utara sebesar 0,065. Untuk m;
M.Mm._m._mmm.m&__ dan _uw:Emn yang diberikan oleh ﬁmEﬂM_ﬂ“mﬁvmbm
E_u | pemerintah  daerah, dapat  dianalisis d ?.E-._.__
embandingkan rasio Sumbangan dan Bantuan pemeri el
M—. Mmﬂwma wm_.._._mamw TFD terlihat Kota Dﬂaosﬁoﬁﬁqmﬁa.“”r el ,.‘.
«/%< dan tertinggi Kabupaten Gorontalo Utara mmwmmmummmnmm_ummﬁ

dan y i

H—_
o —.-.—u.—H..—..HH

Berdasarkan informasi gambar 4.13 tersebut di atas dapat
Uilnt bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota  di
sontalo terhadap pusat masih sangat tinggi, di mana persentase
itlbusi PDS terhadap APBD berkisar di bawah 1% untuk

wluruh daerah otonom.
Untuk hasil pengukuran kemandirian fiskal kabupaten/

otn i Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah

o
[T

i

o
A
o

it
—

Hiy

-

8 PAD/TRED m BHPEP/TRD = Trans/TRD

Sumber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012, Diolah.

a0

i,

Tabel 4.14. Derajat Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Gorontalo,
2012.

J KibjKots  PAD/TED  PAD/PR  FADBHPBI/TED
Roalemo 0.031645 0.058368 13,310.170465
Gorontalo 0.051427 0.078247 33.505.217919
Kota Gorontalo 0.153858 (0.238584 £7,000.024273
Pohuwato 0035687 0.060942 16,386.634571
Bone Bolango 0.027424 0046035 12,749 998795
Gorontalo Utara 0.027489 0.067347 10,700.057250

Srmber: APBD Kab/Kota di Gorontalo, 2012. Diclah.

Tabel 4.14 memberikan informasi bahwa  rasio
perbandingan antara Total Pengeluaran Daerah (TED) dengan
penggunaan PAD terkecil Kabupaten Bone Bolango sebsar 0,0074
dan tertinggi Kota Gorontalo sebesar 0,1538. Perbandingan
pengeluaran rasio Pengeluaran Rutin (PR) terhadap PAD juga tidak
terlalu jauh berbeda, terlihat Kabupaten Bone Bolango kemampuan
membiayai peng-eluaran rutin yang ditutupi oleh PAD terkeci
sebesar 0,046 tertinggi Kota Gorontalo sebesar 0,238, Jika PAD dar
bagi hasil dijumlahkan maka kemampuan mencover belanja tota
Kota Gorontalo tertinggi sebesar 87,000, dan terendah Kabupater
Gorontalo Utara sebesar 10,700. Tlustrasi derajat kemandirian fiska




kabupaten/kota df Gorontalo dapat dilihat pada gambar di baw

45 Kesimpulan
ini.

Hasil analisis menunjukkan bahwa m.._E.F__: ”m_w“ﬁmwﬂm _._HM
yang, ada di  Gorontalo . mﬁmwﬂ rﬁmwm“__aﬁ mﬂ yew
pemerintah  pusat sangat Hnggi, mm&mmE, 3 Mammwmr b
pplimalnya pendapatan yang bersumber dari paj Apirensinn o
_._,.:E_._E daerah. Kedua komponen sumber pen

Gambar 4.14. lustrasi Derajat Kemandirian Fiskal Kab/Kota di
Provinis Gorontalo

.--- ) = =il Wm.wmu___.mmu._
e ———— i - ; , sebab pengelolaan ha

__ toonon pangat mcE:Eﬁ.ErmHmﬁwWﬁE sangat terbatas. Bahkan beberape

s0000 daerah yang dipisahkan masil mentara kinerja PDAN
| s laerah belum ada BUMD selain PDAM, se
| A0 dae i Hmal.
_ iy P ——— i Goron-talo masih wﬁmbmnmﬂmw daerah di Gorontalo perht
_ . e Selanjutnya, peme e mode
| 200 + . Hnww_.rmbumﬁm_ﬂmmm pendanaan berupa pinjaman, Wmﬂﬂﬁgﬁﬁmnbﬁ

e 5 .—Umﬂ-ﬂw_wmu._. ﬁm
0 r - - ; . - inkan untuk mem 2

_ Bozlema  Gorontalo  kota Pohuwato  Bone  Gorontals pinjaman n:m.“.ﬁhmw Disamping membangun ﬁnl&mﬁmrﬂ secars
._ Gorontalo Bolango  Utara infrastruktur dasar.

ima i 5 tuk investasi. Terbatasny:
i dengan pihak swasta un e o
Ea_ﬁam “h _umm_m._wmaamw maka swasta harus menjadi tumpuan :
& E i -
ﬁ.._“.,_“. itu, pemerintah daerah wajib melakukan ﬁ“gwﬂmﬂﬂm_.
. _mﬂmbmu publik maupun menciptakan iklim usaha yang
pela

dengan berbagai macam insentif bagi pelaku us

L e #PADFR _ ® PADBHPBR/TED
Suniber: APED Kaby/Kota di Gorontala, 2017, Dialah,

Gambar 4.14 memperjelas posisi kemampuan pembiayaan
kabupaten/kota di Gorontalo, PAD terhadap total belanja maupun
belanja rutin itu sendiri kemampuannya sangat kecil. Dengan
demikian seluruh daerah otonom di Gorontalo sangat sulit
melakukan kreasi pendanaan untuk kegiatan investasi, maupun
pembangunan infrastruktur untyk memacu laju pertumbuhan
ekonomi,

Solusinya, pembentukan partnership antara pemerintah
daerah dan swasta sangat dibutuhkan untuk investasi maupun
pembangunan infrastruktur, inj diperlukan karena kemampuan
daerah sangat terbatas, Pada kondisi tertentu governnent expenditure
dapat diharapkan menggerakkan perekonomian, hanya saja

kecenderungannya saat in lebih banyak untuk belanja rutin
(belanja tidak langsung).
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Bab 5

Transfer Fiskal dan Kemiskinan
di Provinsi Gorontalo

81,  Pendahuluan
Kemiskinan merupakan masalah perekonomian memiliki
dumpak yang luas, oleh sebab itu diperlukan program yang
memadai  serta dukungan kebijakan yang tepat unfuk
menganggulanginya. Penyebab kemiskinan ada banyak faktor,
karena itu pendekatannya bersifat multistakeholders —untul
mengentaskannya.
Secata teoritis dan empiris menunjukkan bahwa untul
mengurangi kemiskinan salah satu upaya yang dapat dilakukar
adalah intervensi kebijakan pemerintah, melalui peningkatar
pengeluaran untuk kegiatan sektor produktif. Dalam kontek:
pelaksanaan desentralisasi fiskal, pengeluaran pemerintah pusa
dibarengi dengan transfer ke daerah. Tujuannya untul
mengoptimalkan peranan dan kewenangan daerah mendesait
kegiatan untuk mengurangi kemiskinan regional.

Meski tak dapat dinafikkan pelaksanaan desentralisasi bis:
pula menciptakan sebaliknya, anggaran yang digelontorkan k
daerah efeknya sangat minim terhadap pengentasan kemiskinarn
Hal itu terjadi karena transfer fiskal yang dilakukan penyerapanny.
lebih banyak untuk gaji pegawai, atau kegiatan non produkti
Asumsi ini hendak dibuktikan secara empiris, apakah transfe
fiskal yang telah berjalan selama 10 tahun memberikan pengarul
vang signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan ata
justru efeknya minim di Gorontalo?.




Y

Apalagi lima tahun terakhir, Gorontalo selalu menem
urutan kelima provinsj tertinggi angka kemisk inannya, tertin ﬁmn_m
_E.Emmmn__ Sulawesi, Meskipun jika dilihat  dari ﬁ._m_.n.:E_M.w“n .
ekonominya setiap tahun meningkat, namun angka rm:.nmwwﬁu.__._

tetap tinggi, hal ity menjadi
: $ jadi pertanyaan besar .
erjadi fradp %.ﬁmqmwau.uﬁu.mﬂ I karena _Q.:n_n._._.ﬁﬂ_

52.  Teori Transfer dan Aplikasinya
Pelaksanaan otonomi
penuh  kepada
pemerintahan  dan Pembangunan
Transfer diperlykan karena setiap

agy idak menimbuylkan ketimpangan,
Simanjuntak (2002) menyebutkan

dilikukan  tidak ain dimaksudkan

stabilisasi pemerintajy Pusat. Transfer da;

7 Hﬂm@#ﬁ fiscal gap, transfer fiskal, yang diberikan dalam

, . si ketimpangan fiskal,
tersebut yaity _nmnamwmmmﬁvmnmm: fiskal yang terjadi antara

skatkan penerimag nnya
gung ja wabnya,

96

i,

.

.

Terjadinga flscal inequity, diporlukan hesvtmbanyan

kemerataan secara horlzontal (horfsontal Scal equeity) v

melakukan koreksi terhadap ketidakadilan yany we

natural muncul di dalam suatu sistem yang desentralintik

Terjadinya fiscal inefficiency, argumen untuk melakul

transfer didorong oleh kenyataan bahwa perbedaan serq

yang menimbulkan fiscal inequality juga dapat menyebabl

inefisiensi fiskal.

Terjadinya efek luapan antardaerah (interjurisdiction spillo

effect), yang biasanya terjadi karena manfaat dari bara

atau jasa yang disediakan secara lokal meluap (spilloc

keluar jurisdiksi yang memberikan manfaat kepada ya
tidak memberikan kontribusi pada biaya dan karena ya
bukan penduduk (nonresident) datang ke wilay
bersangkutan dan ikut menikmati jasa-jasa publik ya
disediakan. Transfer dalam hal inj dapat digunakan unt
mengoreksi inefisiensi yang terjadi akibat adanya spillot
effect dari hibah tersebut.

Untuk fiscal harmonization, sampai pada tingkat tertent
redistribusi merupakan tujuan dari pemerintah pusat, yar
berarti terdapat suatu kepentingan nasional di dala
redistribusi yang terjadi sebagai akibat dari penyediaan ja:
publik  oleh pemerintah  subnasional. Harmonisa
pengeluaran  dapat  diikuti dengan  penggunaa
(nonmatching) ‘conditional grants’, yang menyediakan kondi
yang mencerminkan efisiensi nasional dan keadilan, da
bahwa suatu pinalti finansial adalah berkaitan denga
kegagalan untuk mencapai tujuan.

Untuk menjamin tercapainya common minintum standard
services antardaerah yang memungkinkan daerah-daeral




secara luas diklasifikasikan menjadi d
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miskin
diterima,

menyediakan  tngkat pelayanan

yang da

Unitu Wj .
k mewujudkan tujuan stabilisasi, hbah antar iy

medmzzwmgn juga dapat digunakan untuk mem
alam  mewujudkan  stabilisasi

Hﬂhﬁwrmzﬂz ketika kegiatan ekonomi menurun  unfy
Mm orong pengeluaran lokal dan sebaliknya dikur
Pada saat kegiatan ekonomj meningkat. Bantuan model

merupakan instrumen va .
- ﬂ. -
tujuan stabilisasi. bt N

ekonomi,

Pemberian dana transfer dilakukan

k
transfer yang bersifat umum dan o

r

pemerintah atau hibah &mﬁmm_
ua kategori:

L Tujuan Umum (Tanpa Syarat)
Transfer tujuan u i ngan
mum  disediakan sebapaj
i gai duku _
g8aran secara umum, tanpa balas jasa. Jenis transfer-

n.ma..mmmu. ini biasanya diamanatkan oleh
”m%_hmnmﬁm.wmmmzm dilakukan yang be
E_Emﬁ . M« M“H__Mm&nzﬂu. Transfer tersebut dimaksudkan untuk
i pe ksana-an dan menjalankan  otonomi
et h_nﬁmn Emﬂﬁ.m.rmﬂrmz keseimbangan antar kekuas
ryurisdiksional), Tujuan umum transfer inj Emm””_“

_mlh- mn—h <

untuk pengeluaran i
. ; ; pemerintah daerah
mmm.m_.nwh .ﬁmE?mwmmm rutin. Namun pengeluaran :EEMH. :
n__._m._.nmumm E_mwn_nmﬁ secara bijak oleh pemerintah daerah mmvmnw
, cnw grant adalah konsep yang .
Jatuhnya di daerah abu-aby antara transfer
dan transfer tujuan  khusus,

undang-undang,
rsifat ad hoc atau

samar-samar,
tujuan umum
karena pemerintah pusat

memberikan dukungan anggaran tanpa balas jasa dar
pemerintah daerah,

T'ujuan Spesifik (Bersyarat atau Dialokasikan).

Tujuan spesifik atau kondisional, transfer ini dimaksudkar
untuk  memberikan insentif bagi pemerintah untul
melakukan program-program tertentu atau kegiatan. Hibal
lersebut mungkin biasa atau wajib yang bersifat discrefionar
atau ad hoc. Bantuan bersyarat ini biasanya ditentukan jeni
pengeluaran yang akan dibiayai, yang tidak tercover dalan
pembiayaan umum seperti dana darurat bencana da
sebagainya. Pemberian bantuan bersyarat ini haru
memasukkan ketentuan dengan mewajibkan penerim
untuk membiayai sebagian dengan besaran persentas
tertentu dari pengeluaran yang akan dilakukan.

Menurut Davey (1988:183 dalam Arham, 2013) secara umur
dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) terdiri dai
bantuan umum (block grant) dan bantuan khusus (spesific gran
Bontuk bantuan sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal tahu
2001 block grant berbentuk sumbangan daerah otonom (SDO
sementara specific grant berbentuk Inpres (Devas, 1989:48). Bloc
grant digunakan untuk tujuan umum penggunaannya Sesu.
pedoman pusat, dan bantuan Kkhusus (specific grant) yan
digunakan untuk pengeluaran yang telah ditentukan dan dikontrs
secara detil oleh pusat (Shah, 1998:171).

Sementara bantuan (transfer) dalam konteks pelaksanaa
desentralisasi fiskal, block grant terdiri dari Dana Alokasi Umur
Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alar
dan spesific grant yaitu Dana Alokasi Khusus kedua bentuk bantue
tersebut merupakan dana Perimbangan Keuangan Pusat de
Daerah. Penggunaan DAU, DBHP dan DBHSDA (block grani
diserahkan pada kebijakan masing-masing daerah. Sedangk:




penggunaan DAK (spesific grants) telah ditentukan oleh pemerin
pusat dengan kewajiban daerah penerima harus menye-diakan 1
dana pendamping,

Sebelum tahun 2001, perimbangan keuangan pusat
daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengelu
transfer ke daerah, berupa (i) subsidi daerah otonom (SDO) a
dana rutin daerah (DRD), dan (1) anggaran yang didaera
dalam bentuk dana pembangunan daerah (DPD) termasuk d
bagi hasil PBB dan BPHTB.

Seiring  dengan  pelaksanaan otonomi  daerah
desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN .
daerah dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan, da

fokus membahas transfer ke daerah dalam bentuk  dang
perimbangan, karena unit analisis (kabupaten/kota) tidak ada
daerah yang masuk wilayah yang mendapatkan dana otonomi
khusus, dan dana penyesuaian lebih diprioritaskan pada daerah

pemekaran, sementara daerah pemekaran setelah otonomi daerah

Juga tidak dimasukkan sebagai unit analisis,

Transfer ke daerah direalisasikan dalam bentuk transfer
dana perimbangan terdiri dari dana Bagi Hasil (DBH), Dana
Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), ditujukan
untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga
mempunyai prinsip dan tujuan antara lain untuk: (1) mengurangi
kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance)
dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance); (2) meningkatkan
kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan

% Dana Otonomi Khusus atau Dana Otsus adalah dana vang dialokasikan untuk

membiayai pelaksanaan otonomi khusus suaty daerah sebagaimana ditetapkan
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh.
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_ fisiensi
layanan  publik  antardaerab;  (3) meningkatkan .,_.wmc_m
manfoatan sumber daya nasional; (4) membentuk r:”. er

| sas waktu,
laksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran, lepa

: k
plinlen, adil, transparan, dan akuntabel; nm__.. .“w mendukung
Juslnambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

i lokasi
Berkaitan dengan itu, dana perimbangan atau alo

i i tahun

Wansler ke daerah terus meningkat setiap _ﬂ_._md.”ﬁmm,.m _ﬂ_unmm_ﬂwma
desentralisast fiskal tahun

jrtnma  pelaksanaan : i
”:._:zri. ke daerah (dalam bentuk dana Egzwﬂ%w -
p 824 triliun atau setara dengan 5,6% Eﬂ_ﬁawﬁ . _m.m.u._m i
torjacli peningkatannya cukup tinggi dengan HM_M. uﬁmﬁb . Mn -
ditransfer tahun sebelumnya (tahun anggaran 2000) hanya

ili % dari PDB.
Up. 32,9 triliun atau setara 3,3 : :
I Jika dibandingkan dengan penerimaan dalam :mmmﬁrﬁuﬂzu___
aar
komposisi dana yang ditransfer ke daerah sebelum ﬁm—.m san "
desentralisasi fiskal hanya sebesar 14,95 % dari total wm“w“m. =mm_.mmrm_
i laksanaan desentralisasi
sementara  tahun  pertama  pe . 5
mencapai 23,24% dari belanja negara. Eﬁuhmwm“u%m qmbmmm_m.__.m E,
i ah karena berhubungan
laerah setelah otonomi daer
_, .q.swmamu kewenangan yang makin besar terhadap wmwﬁwmﬁmﬂ.‘
= .
mc_ﬁ dengan prinsip money follow function. ._H,_Emm.ﬂs ﬁmm._wmu._ﬁ M_“W_.M
Em&,mmmw transfer ke daerah melalui dana perimbangan dapa
pada tabel 5.1 berikut ini.

Tabel: 5.1. Perkembangan Realisasi Transfer ke Daerah (Dana

.....
T

002 250000  69.200,0 6000 948000 59
770000 | BO000 1099000 &1
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\uningkat sebanyak Rp, 21,1 triliun pada tahun 2010, Besarny:
DAL yang ditransfer sebagai konsekuensi pelimpahan pegawai ke
nerah, DAU pada realitasnya lebih dari separuh digunakan untul
membayar gaji pegawai daerah. Walau prinsip dasarnya DAL

MEEW . Qwrtujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangat
2008 : antar  daerah, diharapkan penggunaan DAU  diutamakar
A A R e e penggunaannya untuk urusan wajib. ,
2010 < mnmmcm&w | WMWMMW, Melihat perkembangan data transfer ke daerah setiap tahur
10, Dol trendnya meningkat, mencerminkan bahwa proporsi transfer ki

Surber: Nota Kenangan APBN 2001 - 2010, Diolak.
duerah masih dominan dibandingkan dengan Pendapatan Asl

Tabel 5.1 menggambarkan perkembangan realisasi dang Daerah, kendati secara nominal PAD setiap daerah _um:mu._w.mw
_ Masalah utama yang dihadapi daerah otonom sekarang kapasita

perimbangan periode 2001-2010. Pada tahun 2001, total dang
m_n._mhmmmq ke daerah sebanyak Rp. 82,400 triliun atau sebesar 5,6% MUSER: . 2 ik RN Smse .
dari PDB. Secara nominal maupun persentase dana ditransfer wmu. Paneler tefp g

daerah hingga tahun 2010 terus lami peni
e i !
menga peningkatan, sehingga Gambar 5.1 Trend Perkembangan Ketiga Jenis Transfer

pada tahun 2010 dana yang ditransfer kedaerah sebanyak
mw.wﬁmm_m triliun atau sebesar 4,8% dari PDB, Jika dirata-ratakan,
dana perimbangan (transfer) ke daerah tumbuh rata-rata sebesar il 20 | ] )
18,79 persen per tahun, L
e E_.Nn_m . Mwmﬁwmgwcﬁw jenis _“_.mh.%m_. ,Hnm, daerah sepert 150,000.00 e ——— N
: p 1 4.1, DAU merupakan jenis transfer yang 00,00~
paling besar dibandingkan dengan bagi hasil dan DAK, pada tahun 100,000. | -
ME.SM wmm. yang ditransfer ke dacrah sebanyak Rp. 60,5 triliun i
enin sebanyak . X - iR
yang mmﬁmummm_. ww mmmww_ mmww M_rrﬁmcwmnm —— © 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
atau  meningkat menj ,n_w i _“_,H.wmmmﬂ.ﬁmw Rp. 21,1 triliun i . :
njadi Hmm..: m.—,.m. triliun _um..mm tahun 2010. sy Bapgi Haasll smiie Diania Adokasi Umiim === Dana Alokasi Khusus

Sementara DAK merupakan jenis transfer spesific grant relatif

. K ingkan dengan jenis transfer lainnya, namun Sumber: Nota Kewmngan APBN 2001 - 2010, Diolah

demikian trendnya juga meningkat setiap tahun, pada tahun 2001
DAK yang ditransfer ke daerah sebanyak Rp. 700 miliar, dan Meningkatnya jumlah transfer ke daerah terutam
' komponen DAU dan DAK juga diakibatkan makin bertambahmny
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jumlah daerah pemekaran setlap tahun, Realitasnya DAU sebag
wmﬂ_. digunakan untuk membayar gaji pegawai, sementara G
bagi daerah ditujukan untuk mengembangkan infrastruktur by
.FHE._N dibutuhkan oleh daerah hasil pemekaran. Ini yang seri
mﬁwﬂrmb oleh beberapa pihak, terutama daerahdaerah yang meng
nginkan pemakaran baru, Meski pada kenyataannya daerah .. |
hendak dimekarkan wilayah yang minim potensi, baik dari .
SDA mapun SDM. Daerah tersebut pada akhirnya sangy
bergantung transfer, karena celah fiskal yang dimiliki cukup le .
Daerah yang kurang mampu dari segi pembiayaan urusannya a i
Emuw.ﬁma&m: alokasi DAU yang relatif besar. Lihat tr .,
peningkatan transfer ke daerah pada gambar 5.2. berikut ini,

Gambar: 5.2, Trend Peningkatan Total Transfer Ke Daerah, 2001 -
2010 (Triliunan Rupiah)

35000000 =

F50,000,00 _m ;
F00,000.00 |

_meap% _

ﬂm_uh...nﬁ,_u_u po———
& ool =
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

=== Trend Peningkatan Transfer
Sumber: Nota Keuangan APEN 2007 — 2010, Diolah

. Sementara untuk wilayah Gorontalo gambaran transfer
fiskal polanya sama secara umum diseluruh Indonesia, setiap tahun
mengalami peningkatan. Ini juga mengindikasikan bahwa peranan
transfer ke daerah makin tinggi, terutama untuk DAU. Sebagian

104

e e————

o

Wlialen.

gt DAU diper-untukkan untuk pemblayaan rutin, F:.:,_..”.an
wnderungan daerah terus menambah jumlah pegawal mp._z:,m.
\pan besarnya kewenangan yang diberikan kepada daerah. Rasio
awai dan kebutuhan organisasi pemerintahan cenderung,

muk, kecenderungan birokrasi yang gemuk menjadi kurang

Selain itu, penambahan wilayah juga mengikuti struktu

lru manakala ada peningkatan jumlah pemekaran. RE.E,E ini
lerfadi di Gorontalo, tahun 2004 dan 2008 ada pemekaran wilayah
hinl tersebut membawa konsekuensi meningkatnya dana qﬁﬁmmw_._
baik untuk dana bagi hasil, DAU terutama dan DAK. Saat in
beberapa komponen masyarakat mengharapkan ada
stonom baru, maka kedepannya jika hasrat ini diakomodas

daeral

transfer dana perimbangan akan meningkat. Meskipun ﬁmuﬁnmmm_..;
besarnya transfer ke daerah kurang signifikan memperbaiki rcﬂma_
perekonomian daerah itu sendiri, perhatian ilustrasi gambar 5.

berikut ind:

Cambar: 5.3. Trend Peningkatan Transfer Ke Gorontalo, 2001 -
2010 (Miliaran Rupiah)

= Kab. Gorontalo
=gt Iah. Pohuwato =0= Kab. Bone Bolango

=== Prow, Gorontalo === Kab. Boalemo

== Kota Corontalo

Sumber: APBD, 2001 - 2010, Diolah




Nampak bahwa pada tahun 2006 transfer ke Gorontale
mengalami lonjakan karena adanya penambahan daerah baru v
dimekarkan, vakni Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Bo
Bolango. Bertambahnya dua daerah otonom

besar terhadap peningkatan transfer karena adanya struk
pembangunan
perkantoran yang cenderung menjadi prioritas utama. Pembiaya
infrastruktur baru dialokasikan dari DAK, dan sebagian dari DAU,
5.3.  Konsep Kemiskinan
Kemiskinan merupakan masalah yang Kompleks karena
berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan dari manusia.
Walaupun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang
kompleks dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi
ekonomi, tetapi juga dimensi-dimens;j lain di luar ekonomi, namun
selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks
ketidakcukupan pendapatan dan harta (lack of income and assets)
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pangan,
pakaian, peru-mahan, tingkat pendidikan dan kesehatan
kesemuanya berada dalam lingkup dimensi ekonomi (Nanga,
2005), .

Sedangkan Yao (2006) memjelaskan bahwa makna dan
definisi kemiskinan telah melebar secara  progresif, konsep
kemiskinan secara bertakap berevolusi dari gagasan "tingkat
minimum  subsistensi" untuk gagasan "deprivasi relatif" yang
mendefinisikan  kemiskinan sebagai  kegagalan  untuk
mempertahankan  standar yang berlaku di suatu masyarakat
tertentu. Dengan demikian, ukuran kemiskinan telah diperluas
mencakup banyak hal, selain pendapatan, juga diperluas ke non-
pendapatan, seperti pendidikan dasar, kesehatan dasar, dan akses
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Bank Dunia (2001) menguraikan bahwa ,r.w.E_mrH:E
merupakan konsep multidimensi n.—m:. n_.ﬁ_uzmmn Mﬂ?ﬂm &mﬁh
diddefinisikan dalam banyak cara: Kemiskinan adala : mEHmM_mm
pendapatan, makanan, tempat _u.hmmm_,, _ﬂm”mmn.ﬁmnmn WM..M__H e
auet, seperti ternak dan tanah. _nmEEwEms Emm M Vg
akses terhadap air minum yang bersih, fasilitas .mmm e
diperlukan atau tidak mampu Emn.._uwnm. dan E@E_m, ~H._E iom
juga rentang berada pada risiko, ketidakpastian Hﬁm mmﬂmﬂ.
depan, kerentanan, ketidakberdayaan, kurangny

vpresentasi atau kebebasan. . s
o Dengan demikian, definisi alternatif kemiskinan berfoku

pada berbagai aspek kekurangan n&mﬂ WM_ _mm”w_ﬂm._“mﬂw:mm_
pendapatan dan non ﬁmunbﬁﬂ.mj. UmE..:E mn.nmm “m_nmﬁ =
mungkin berbeda dengan nilai-nilai dan sikap .Ewmw.mmz 2
sedang dipertimbangkan dan ...Hmﬁmm_.__ wmﬂwrﬁﬁmﬂ R e _M_ oy
socara keseluruhan. Oleh karena itu, kemiskinan ,ﬁm. -
sebagian sebagai pertimbangan nilai, berdasarkan kriteria y
rﬁﬁﬂbﬂﬂﬂﬂ:ﬁmﬁﬁm“ﬂmﬂ ﬁmuﬁ%ﬁ””hi yang mendefinisike
rEﬁWEHMh &mﬁ%mn wwzum.&m cukup signifikan di mm_d._..E._ hegara ...Mm
budaya yang berbeda, Namun demikian, analisis n_E._” Eﬁ_._“
kemiskinan dan desain kebijakan ﬁmﬁmﬂw.m.&mbmﬁb emis .
memerlukan beberapa tingkat standardisasi yang berbeda se
akter dan budaya. .
agmmh_._w”””ﬂ keperluan M_..:& empiris biasanya &mEErmhmw__w
indikator kemiskinan absolut (Adams dan Page 2003, Kraay,

Nanga, 2003), yaitu :
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Pertama, adalah poverty headcount index (PO) yang merupak
suatu ukuran kasar dari kemiskinan karena _._s_:__.h. menunj
kepada proporsi dari penduduk yang hidup di bawah mmu_u.
kemiskinan. Dengan ukuran ini, setiap orang miskin memilikl
bobot yang sama besarnya. Artinya, tidak ada perbedaan mn_u-_
ﬂ..&.iﬁn_d.w yang paling miskin dan penduduk yang paling kaya
Emnnma,m orang-orang miskin. Selain itu, ukuran ini raﬂwL
menghitung jumlah kepala orang miskin (leadcount), dan tidak
mampu menangkap tingkat keparahan kemiskinan itu mmzﬁ_#r..
Sementara persentase dari penduduk yang miskin tersebut m&mw.
menggambarkan intensitas dari kemiskinan. |

Kedua, adalah poverty gap index (P1), yang mengukur
kedalaman kemiskinan (the depth of poverty) di dalam suatu wilayah,
dan indeks ini mengestimasi jarak atau perbedaan rata-rata
pendapatan orang miskin dari garis kemiskinan sebagai
proporsi dari garis kemiskinan tersebut. Ukuran ini
Emﬂ.mmm_:ﬁgurmﬁ jarak rata-rata (mean distance) dibawah garis
w&ﬁﬁwﬁﬁm yang dinyatakan sebagai suatu proporsi terhadap garis
kemiskinan tersebut. Ukuran ini merupakan indikator yang baik
tentang kedalaman kemiskinan, dan dengan menggunakan ukuran
atau indeks kedalaman kemiskinan ini, pemerintah sebagai
pembuat kebijakan dapat memperkirakan besarnya dana yan
diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, 2N

. Ketiga, adalah squared poverty gap (P2) yang menunjukkan
kepelikan atau keparahan kemiskinan di dalam suatu wilayah.
Secara sederhana, indeks P2 ini, dapat didefinisikan sebagai rata-
rata dari kuadrat kesenjangan kemiskinan (squared poverty gaps)
:wE.mu P2 ini telah mempertimbangkan pula kepelikan rmu.mmﬂbm:.
(severity of poverty) di dalam suatu wilayah dan ketimpangan
pendapatan diantara penduduk miskin tersebut. Oleh karena itu,

suatu

108

ndeks ini sering juga dinamakan sebagal indeks keparahai

kemiskinan (poverty severity index).

Keadaan Kemiskinan di Indonesia dan Gorontalo
Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoala
mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negar
manapun, Namun persoalannya yang kerap menjadi perdebata
untuk menanggulangi masalah  kemiskinan, yakni penentua
indikator. Lembaga (instansi) pemerintah dalam menentuka
indikator tidak jarang berbeda satu sama lain, akibatny
berdampak terhadap jumlah orang miskin yang berbeda pul
menurut versi masing-masing instansi.

Tidak hanya di Indonesia, bahkan ukuran kemiskinan yar
Jianut oleh negara negara dari standar Bank Dunia, ternyata seca
empiris  kadang-kadang  kurang bisa menjelaskan [enomer
komiskinan, Terutama memban-dingkan kemiskinan deng:
kesejahteraan. Tidak semua kemiskinan identik deng:
ketidaksejahteraan, demikian juga tingkat pendapatan yang tingg
belum mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi.

Sen poverty index (SPI) yang merupakan formula ya
dipergunakan untuk mengukur indeks kemiskinan, ternyata tid
mampu mengukur tingkat kesejahteraan. SPI yang lebih me
dasarkan pada poverty head account ratio dan ini yang diambil d:
penyebaran pendapatan per kapita (koefisien gini) ternyata han
meng-ukur kemiskinan dari tingkat pendapatan.

Sementara pengukuran kemiskinan yang dilakukan ol
BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuh
dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskin
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi unt
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan ya
diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan int, pendud

f.4.
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miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran g
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK), .
Secara teknis GK dibangun dari d
Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmalang
(GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimu
makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita pg
hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum un !
perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan (BP'S, 2011).
Berdasarkan indikator itu, jumlah dan persentase pendudul
miskin di Indonesia cenderung menurun selama periode 2001~ 201
(Lihat grafik, 4.3). Pada tahun 2001 awal pelaksanaan otonom|
daerah Persentase penduduk miskin tercatat 18,4 persen atau 37,0
juta orang. Pada tahun 2002 secara Persentase menurun sebesar 18,2
kendati proporsi dari segi jumlah orang miskin relatif meningkal.
sebesar 384 juta. Pada tahun-tahun selanjutnya jumlah orang
miskin maupun presentase terus menurun hingga tahun 2005,

Sebagai akibat dari kebijakan pemerintah menaikkan harga
BBM pada tahun 2005 yang berdampak pada meningkatnya harga-
harga kebutuhan dasar, kemiskinan tercatat meningkat menjadi
17,8 persen (39,3 juta orang) pada tahun 2006, atau meningkat
sebanyak 4,2 juta orang dibanding tahun 2005, Meskipun demikian
selama periode 20072010, angka kemiskinan kembali turun. Pada
tahun 2007, penduduk miskin tercatat sebanyak 37,2 juta orang
(16,6%).

Penurunan ini sebagai dampak dari beberapa program
pemerintah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan
pemerintah sejak 2005 memiliki dampak positif bagi penurunan
angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya
angka kemiskinan, baik dalam jumlah  maupun persentase
penduduk miskin. Pada 2008 angka kemiskinan sebanyak 35 juta
jiwa atau sebesar 15,4, tahun 2009 angka kemiskinan sebanyak 32,5

ua komponen yaitu Gag
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i shesar 14,2%,
il lwa atau se s o L
”_::___.._: tercatat menurun menjadi 31 juta orang atau se

dan pada tahun 2010, penduduk

{;ambar: 5.4, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia,
ambar: 5.4.

2001 - 2010 (Juta Orang/Persen
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Tabe
abel 5.2, Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota ¢
Gorontalo, 2001-2010, b

N A

Provinsi Gorontalo berada di Kabupaten Gorontalo, Penduduk
Jerbesar pada awal pelaksanaan otonomi daerah memang paling

s di daerah induk tersebut.

rmm._m.... -
Nwﬁ "l
263,1

2002 637 1927 ¢
2003 333 1366 0
wmmm 34.3 1385 346 357
0 WWm 1386 327 360 by
et a0 me 351 391 ¢ 15.6 mwm_u_.
. D % 313 361 29,2 12.0 Emm_.
e Er g 245 271 208 7.9 180
2040° - 25% 671 M\w w.ﬁ B H%m
2 : : 7 it W..
11 291 779 285 253 mmﬁm w%e Www.m __
) : .3

mEm mm.n wm
G .0 278
Stmber: Badan Pusat Statistik. Diolai, 24,7 20,0 107 1876

2000 658 1980 o o
0
0

M o
asalah kemiskinan merupakan perscalan fundamental

yang menjadi pusat perhatian pemerintah, perhatian itu tentu
entu saja

berkait
aitan  dengan penanggulangnya. Aspek mendasar untuk

menduk gula eImis
e H.men_ _.MmﬁmMm penang ngan kemiskinan tidak lain
ata kemiskinan yang akurat
= ) : : untuk menjadi pi;
P meH..HH kebijakan sehingga akan menjadi lepat m.mmwﬂﬁrﬁqmwg
. & _umszEw..mmH_ angka kemiskinan selama inj berbed
e Huw _nm_”m,mm tidak mengherankan kemudian dalam mmw”
emiskinan bisa berbeda. B
H . Berdasarkan pada 151
H..”Em_mﬂw data-data  kemiskinan di Gorontalo ﬁME WM:EE
a1 i _
i Eﬂwﬂw” mﬂ.um...n yang lersaji dalam tabel di atas, pada Ew_ﬂmﬁ
i mﬁ,_. _E,Eswn di Gorontalo sebesar 282 ribu jiwa, ammac”
- E.H_WWH mbm_nm _nmﬂﬁmwim_.ﬁwm adalah Kabu mh
@ sebesar 198 ribu jiwa, hamper separuh orang ﬁnmwm a_..__
111

112

dampak  dari

Selama kebijakan desentralisasi diimplementasikan angka

kemiskinan di Gorontalo trendnya menurun (lihat gambar 5.4)
gamun tahun 2006 sedikit mengalami kenaikan, kemungkinannyz

kenaikan harga BBM. Secara keseluruhar
kabupaten/ kota angka kemiskinan di Gorontalo menurun, ini fidal
dapat dipungkiri sebagai keberhasilan pemerintah  setia]
kabupaten/kota maupun dukungan kebijakan ~ pemerintal
provinsi, serta bantuan program pengentasan kemiskinan dar
pemerintah pusat. Menurunnya angka kemiskinan di Gorontal
lidak terlepas juga dari kondisi makro ekonomi ditingkat regiona
Gorontalo.
Berbagai studi empiris menunjukkan, bahwa kemiskina
berkorelasi dengan peningkatan perekonomian sebagai dampa
Jari meningkatnya pembentukan output perekonomian disetia
daerah. Model-model ~ pengentasan  kemiskinan denga
memberikan bantuan langsung cenderung efeknya kecil da
bersifat jangka pendek, karema itu peningkatan  outpt
perekonomian perlu mendapat porsi yang besar. Akumula
kapital, produktifitas tenaga kerja serfa arus dana masuk (investas
dayikini sebagai usaha yang lebih fundamental dilakuke
pemerintah.

Kemiskinan munculnya karena dipengaruhi berbagai faktc

seperti minimnya akses informasi sumber pembentukan mod

dalam kelangsungan kegiatan ekonomi rumah tangga. Selain i
kepemilikan sumber produksi yang minim, bahkan sebagian bes
penduduk miskin tidak memiliki faktor produksi. Jikapun terja
pembentukan modal disuatu daerah, termasuk investasi mening}
namun kemampuan produktifitas yang rendah juga dag

1




._. |
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di ’ __m—:_—._. CIMerint i
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hertujuan
mendorong  peningkatan kesejahteraan di daerah. Desentralisasi

flskal diasumsikan akan jauh lebih efektif menyelesaikan masalah-

M, Pengaruh Transfer Fiskal Terhadap Kemiskinan di

Gorontalo
Analisis pengaruh transfer fiskal terhadap kemiskinan di

Lorontalo dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan
pelaksanaan  desentralisasi fiskal, Konsep umum desentralisasi

untuk menciptakan kemandirian ekonomi  serta

masalah di daerah termasuk mengurangi angka kemiskinan
ketimbang dilakukan secara terpusat.

Secara empiris pengaruh transfer (desentralisasi fiskal)
lerhadap kemiskinan sudah banyak dibuktikan baik secara
langsung maupun melalui transmisi pertumbuhan  ekonomi.
Asumsinya, dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi maka inconie
perkapita masyarakat meningkat, pada saat yang bersamaan akar
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Hasil empiris hubungar
antara transfer fiskal maupun desentralisasi fiskal dengar
partumbuhan ekonomi maupun kemiskinan secara langsung
dilakukan oleh Yao (2006).

Sementara hasil estimasi hubungan antara transfer fiska
dengan kemiskinan di Gorontalo dapat dilihat seperti berikut ini.

Povy = g+ a; PDRBCap + @, HDI + asPopy; + agUnempy,
+asTFy + e,

Kontastasi penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa ad
banyak faktor yang dapat mempengaruhi  perubahan angk
kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung, Namu
untuk kasus ini dicoba dirumuskan beberapa model denga
mengikutkan beberapa variabel yang relatif mudah didapatka
datanya, seperti pendapatan perkapita, indeks pembanguna
manausia, jumlah populasi, tingkat pengangguran dan besara
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transfer fiskal yang diterima setiap kabupaten/kota di Gon
yang dapat berpengaruly terhadap angka kemiskinan,

Ukuran umum yang kerap digunakan untuk me _
tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu d

aerah dengan
perkapita maka diasumsikan angka kemiskinan juga rendah,
korelasinya bersifat negatif terhadap kemiskinan. Demikian haly
indeks pembangunan manusia, sebagai gambaran kualitas su ,..__._.
daya manusia di daerah yang diukur dari aspek pendidikan d
derajat kesehatan. Hal serupa dengan jumlah penduduk, walaupy
terkadang masalah jumlah  penduduk (demografi) seringky
menimbulkan masalah tersendiri yang bersifat ambigiu.
Jumlah penduduk tidak jarang memiliki ekses tidak s [
bersifat positif tetapi juga dampak negatif. Jumlah penduduk yang
besar memberikan peluang untuk mengembangkan SDM ya
lebih banyak, serta dapat mendorong kenaikan konsumsi, namun
pada saat yang bersamaan akan meningkatkan permintaan pange 0
dan lahan sehingga dampaknya terhadap kenaikan kebutuhan
pangan.
Jumlah penduduk yang besar dan produktf justru akan
mempercepat akselarasi pertumbuhan ekonomi dilain sisi. China
sudah dapat membuktikan dirinya, dengan jumlah penduduk yang
besar menjadi potensi pasar domestik, artinya pertumbuhan
ekonomi tidak hanya mengandalkan sisi ekspor akan tetapi juga
permintaan domestik berpengaruh kuat dilihat dari sisi demand.
Selanjutnya, angka PENgangguran yang besar pasti akan berkorelasi
positif  dengan angka kemiskinan, makin tinggi  tingkat
pengangguran maka akan berdampak terhadap angka kemiskinan,
Untuk kasus transfer fiskal yang berkaitan dengan
pemerintah daerah akan berdam
kemiskinan di daerah.

pengeluaran
pak terhadap menurunnya
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dilakukan  pemerintaly untuk  mendorong  menury :
pengangguran, Namun dalam kasus ini ditemukan penganggumg
masih mengalami kenaikan sehingga mengakibatkan terjad ._...
kenaikan angka kemiskinan, Temuan ini tentu saja sejalan dengul
teori, karenanya menjadi tantangan bagi pemerintah daerah, b
pada level kabupaten /kota Maupun provinsi. Untuk kasus trans
fiskal, hasil estimasi menunjukkan elastisitasnya
transfer fiskal mengalami kenaikan di setiap kabupaten/kota ¢
Gorontalo akan menurunkan angka kemiskinan,
Jika dilihat lebih lanjut, selama 10 tahun lebih desentralisasl
fiskal diimplementasikan nampak bahwa terjadi peningkatan
transfer yang sangat luar biasa, AN
(bagi hasil, DAU dan DAK). |
setidaknya  dipengaruhi  oleh: peningkatan  penerimaan
pemerintah pusat, 2) Terjadi penambahan daerah otonom baru, 3
Peningkatan jumlah pegawai baru, 4) Kemungkinan ﬁqmﬁan&m
penerimaan sendiri bagi daerah otonom cenderung menurun, .
Terkait dengan menurunnya peranan PAD akan berdampak
terhadap dominannya peran transfer relatif terhadap PAD dalam
membiayai pengeluaran pemerintah daeral. Kondisi ini sebenarnya
tidak memberikan panduan yang baik bagi governansi (governance)
terhadap aliran transfer itu sendii, Bukti-bukti empiris secara
internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada
transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil governansinya
(Mello dan Barenstrein, 2001 dalam Kuncoro, 2004),
5.6.  Kesimpulan
Berdasarkan urain teoritis, ada banyak faktor yang dapat
mengurangi angka kemiskinan, namun dalam kajian ini hanya
beberapa variabel sdja yang dijadikan regresor. Pendapatan
perkapita tidak berpengaruh  signifikan untuk mengoreksi
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Jemiskinan di Gorontalo,
pendapatan antar kelom

a uraian
lurgambar pad

: : a justru cend o
jusia kenaikannya jus : o an terjadinya
”.___H._;”rmwﬁ._\ kota, jumlah penduduk itu sendiri deng ]
n ’

kejadian ini dapat diduga &m:__gﬁ_
pok masyarakat masih tinggl seperti yang
bab satu. Untuk indeks ﬁmﬂvm_”__mﬁsmw_
. erung menambah kemiskinan di

i ka kemiskinan
lonjakan jumlah penduduk akan mengakibatkan ang

S i jadi kenaikan
" Sementara angka pengangguran bilamana ter}

i akibatkan kemiskinan juga meningkat, mmnmumm mﬁ”mmm_n
_.,r_,:,. ; X ini yang ingin dilihat pengaruh .nmﬁm er :mmmh.
Koo rm_E:.mE w“.nm_ma negatif, artinya kenaikan Ehm.mr tra _
_.......:u.ﬁﬂm.ﬁmﬁdm tahun ke kabupaten/ kota di ﬂu,dd.&..__mﬂ monoﬂﬁmwa
A mmc_..m,.mﬂmm kemiskinan. Dengan demikian wmﬂ_“
Lmﬁmwmﬁ“wﬂmm_hrmmm transfer fiskal dan kesinambungannya per
mempe

tetap dijaga dalam jangka panjang.
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Bab 6
Kajian Kemampuan Melakukan Pinjaman
Bagi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

61,  Pendahuluan
Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari

pusat menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih
minim. Keleluasaan untuk pembiayaan pembangunan dan
pelayanan publik sangat terbatas, namun jika dilihat dari potensi
aset yang dimiliki daerah cukup besar. Karena itu terbatasnya
pendanaan dapat dicarikan alternatif sumber, seperti pinjamarn
yang selama ini belum ditempuh dan dioptimalkan.

Pembiayaan pembangunan berasal dari pinjaman dapal
menjadi solusi, namun demikian diperlukan kehati-hatian karena
itu diperlukan pengukuran dan perhitungan yang matang. D
dalamnya berkaitan besaran kemampuan daerah yang melakukar
pinjaman untuk membayar cicilan, serta bentuk sumber pinjaman
Jika itu tidak dilakukan justru dalam jangka panjang dapa
menimbulkan masalah baru. Dalam kaitannya dengan itu, tulisar
ini akan mencoba mengkaji model-model pinjaman maupur
kemampuan keuangan daerah di Gorontalo. Hasil perhitunga
disetiap kabupaten/kota dapat dijadikan rujukan  untul
memutuskan seberapa besar kemampuan pinjaman.

6.2. Pinjaman Daerah Belum Menjadi Prioritas

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia dimaksudka
untuk mendorong kemandirian ekonomi, dan secara administrati
diberikan keleluasan melakukan kreasi dan inovasi denga
meminimumkan intervensi pemerintah pusat. Sebab selama ir
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ditengarai

garal minimnya perkembangan perckonomian daerah
perencanaan  pembangun-an eyl
dilakukan secara terpusat.

E .,._”: pengambilan  keputy
: : onsekuensinya  kemudia
MH.H“ ﬁ“ﬁwﬂqﬂ”: Juga menjadi kendali penuh _EEEHE,”#:_U
R rlangsung lama mengakibatkan ketergan ..”_._
oo mmnﬁm terhadap pusat dalam banyak hal begitu tingg

i o dari itu, pola meEm”..\mmh pembangunan di nm"..
ung berharap dari pusat. Namun seiring pelaksangy

&H..E.mﬁrm:

Seti 151 :
&mmmﬁr tahun defisit anggaran, atau besarnya penerimaan sengd
fah  otonom masih sangat rendah Maka keada d

: an inl

memberikan  efek  terhada ini

P minimnya pembiaya ol
wm_mrmm.amms pembangunan di daerah, teruta e wﬁu._
infrastruktur, R

e m““.” M.“mmm&:ﬁ yang dianggap dapat memberikan jalan
memikirkan h_.m_.nmm“ wmmﬂﬁﬂwuwmmﬂmﬁauﬁmﬂrwmmm e
. rupa obligasi dae
HHM._ H“HHEHH n_.mHE,s bentuk lain. Namun .MmHmEm “_._THMMM”
P _umEEMuMEmE _uwow:m, ﬁm._._._mmsu pemerintah daerah sebagai
il e 4 mE,\ leh _.mn_._ pemerintah daerah menghindari
o2 Mp HmE._S dalam jangka panjang untuk pembayaran
g mﬁﬁm_s _,H..EEE daerah cenderung lebih berharap hibah
Ay T m_nm.mﬁ untuk  pembiayaan pembangunan
e Ew.m—._mum _.mmpwwzmﬁ kecil dan lebih mudah, Hanya saj
vang dikucurkan .

peluang kebocoran,

Oleh sebab ity inj ersif
persoalan pinjaman daerah i
. . masih bersi
pro-kontra, masimg-masing pihak memilikj argumentasi mumﬁ
yang
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pukup rasional, Prinsip dasar dilakukan pinjaman bagi daerah

antara lain:

a, Pinjaman Daerah adalah salah satu alternatif sumber
Pembiayaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi

termasuk untuk menutup kekurangan arus kas;

Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatar
yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daeral
berdasarkan peraturan perundang-undangarn;

Daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung kepad:
pihak luar negeri;
d. Pemerintah dapat memberikan kepad;
pemerintah daerah yang dananya berasal dari luar neger
(On-Lending);

Tidak melebihi Batas Defisit APBD dan Batas Kumulati
Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

_uimh_mz

.

Atasa dasar itu tak dapat disangkal peranan pinjamal
daerah diperlukan, dan banyak pemerintah daerah berkeingina
menarik pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infra-struktu
kasus ini bukan hanya berlaku di Indonesia namun beberap
negara menempuh cara yang sama seperti di negara Argentin:
Jepang, Perancis, Belanda dan Amerika Serikat. Negara i
memperbolehkan pemerintah daerahnya untuk meminjam kepad
beberapa sumber, antara lain dari perbankan, pasar obliga
domestik, dan luar negeri

Hanya saja pinjaman sebagai alternatif pembiayaan belur
dilakukan secara optimal karena berbagai alasan, diantarany:
Mekanisme dan prosedur pinjaman yang terlalu sulit birokrasiny
proses awalnya cenderung rumit dan pengelolaannya memerluka
prinsip kehatian-hatian karena akan dilakukan pengembalian yar
berdampak terhadap resiko fiskal. Ditambah tingkat bung
pinjaman masih terlalu tinggi, sementara pinjaman bersumber da
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__.“E. negeri yang biasa  memberikan pinjaman  lunak
..*_HE_.EmE:_n_,.,__.. bagi daerah, karena UU No, 33 Tahun ..
nEEmwﬁrmu bahwa pinjaman daerah hanya bersumber
Pemerintah, (b) Pemerintah daerah lain, (c) Lembaga keuy
bank, (d) Lembaga keuangan bukan bank, dan (e) Masyarakat
Terdapat berbagai kebutuhan pembiayaan pem + i
“qmbm,wmﬁ_m dibiayai oleh pemerintah daerah, terutama ad u__
belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diperun
untuk  mempercepat partumbuhan ekonomi daerah, Dal
H:ME@: Mahi, ef. al. (2012) bahwa pinjaman dacrah i
rapkan untuk membiayai belanja investasi pada sektor publi)

mmmawr dan pendapatan masyarakat. Selain ity apabila ,_...
publik yang dibiayai berupa proyek H,zbmm_u.:wm:n yan U_um““w.‘m
revente mwzmﬁmzm project, yaitu proyek-proyek yang nm_..mma a o
menghasilkan  pendapatan bagi pemerintah nmm_,m?u‘. Em#n_
wm:w_mﬂvm:mm: proyek-proyek ini akan membanty
ﬂﬂﬁmwﬂww: pemerintah daerah dalam pemba-yaran kembalj
pijaman untuk pembangunan infrastruktuy tersebut. Bahkan
proyek tersebut, baik dalam masa pengembalian EE.mHmH”_
setelah pinjaman dilunasi, akan dapat meningkatkan Em,:._ﬁ#ﬁ
PAD Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa yang mwmsﬂ_wﬂ”“uw y
ot ﬁM_MMH Mﬁﬁmmmﬁ penting dan memberikan keuntungan jika
- pimjaman karena kebijakan fiskal lebik disiplin,
namun pinjaman daerah memerlukan aturan yang ketat da
mzﬂm_uﬂm bagi ﬂ.“zm_&nmr daerah untuk melakukan pinjaman mm&mmw“
sumber pembiayaan. Harus ada ukuran ﬁﬁﬁ?i penilaian
tepat o
EM_WWHHqMﬂMmHmM.u kemampuan daerah otonom untuk dapat

Secara  umum  kebutuhan pembangunan  infrastruktur

daerah terhitung cukup besar dj setiap  daerah, seperti
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ffrastruktar  di
pertimbangkan:

mbangunan jalan dan  jembatan, pembangunan pelabuhan,

pumbangunan ivigasi, sarana dan prasarana pendidikan, rmmm_::w_z
dun alr minum. Sementara berharap dari PAD maupun transier
Wty terbatas, karena itu diperlukan prioritas melakukan pinjaman
lunak. Walau demikian dalam melakukan pinjaman perlu selektif
Hengan mempertimbangkan berbagai hal. Menurut Mahi et. al.
(2012) pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan seleksi
lerhadap proyek yang dapat memperoleh bantuan pinjaman lunak
singatlah diperlukan, karena banyaknya kebutuhan pembiayaan

seleksi mem-

Setidaknya proses

daerah.
|. Mengutamakan proyek yang mempunyai multiplier effec
terhadap perekonomian.

Perlu mapping terkait dengan proyek mana saja yang perlt
dibiayai pinjaman lunak.

Terkait dengan pinjaman ke daerah untuk Infrastrukiur
dapat difokuskan kepada infrastruktur jalan, menginga
sebanyak 90% dari 80% infrastruktur jalan yang menjad
tanggung jawab kabupaten/ kota mengalami kerusakan.

2

6.3. Pengukuran Kemampuan Pinjaman Daerah
Persyaratan umum bagi Pemerintah Daerah untul

melakukan pinjaman adalah sebagai berikut:

1, Jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjama
yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lim
persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahu
sebelumnya, Penerimaan umum APBD tahun sebelumny
adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dan
Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, da
penerimaan lain yang kegunaannya dibatasi untu
membiayai pengeluaran tertentu.
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2. Memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan da §4  Kemampuan Melakukan Pinjaman Kabupaten/Kota d
untuk  mengembalikan pinjaman  yang ditetapkan |

Pemerintah. Nilai rasio kemampuan keuangan
untuk mengembalikan pinjaman (Debt Service Coy
Ratio/ DSCR) paling sedikit 25 (dua koma lima),
dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Gorontalo 1 _
Gaal ini ada enam daerah otonom di Provinsi Gorontalo

herdasarkan hasil analisis perhitungan indeks w,m_ummm..ﬁm fiskal
lanya Kota Gorontalo memenuhi kategori kapasitas fiskal yang
lnggi, sedangkan lainnya kategori sedang dan Hmzmm_d. mﬁrwmu
[Knbupaten Gorontalo sebagai daerah induk yang mnmu di Provins
(jorontalo  kategori rendah. Jika pemekaran wilayah teru
dilakukan maka kemampuan fiskal Kabupaten Gorontalo Hwﬁ
akan bertahan pada posisi kapasitas fiskal rendah, selai
keunggulan-keunggulan wilayah ini sangat ﬂE.:E juga karena lua
wilayahnya makin menyusut sebagai dampak dari ﬁwﬁwwmumn.
Dengan demikian kabupaten/kota di Provinsi Gorontal

pscr = — (PAD + (DBH — DBHDR + DALl
= : > 25
Ang. Pokok Pinj + Bunga + By Lain =
PAD ; Pendapatan Asli Daerah
BD . Bagian Daerah dari PBB, BPHTB, Penerimaan
Sumber Daya Alam serta Bagian Daerah

Lainnya seperti PPh Perseorangan
DAU : Dana Alokasi Umum

ipasti i antung batuan dari pusat. Tentu saj

- m.&mﬁ_.m sl el yang Hatii ”n__,.?wm._“nw,ﬁm“mwmwﬂﬁ MHMEWHW nm_.mmw__”:bm terhadap pusat, mak
= o o derken dala _,”,”._m_ﬂ uan pembiayaan pembangunan ekonomi terutama yan

P ... uqmbm bersangkutan E__.,EEHM dampak luas sangat minim. Jika demikian maka nmﬁm_
Angsuran Pokok Pinjaman yang jatuh tempo diasumsikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di daera

B mnmmm_.ﬁ._ ME._m bersanglautan memer-lukan sumber pembiayaan lainnya, terutama pinjamar
s o i oy B Meskipun pada dasarnya, pinjaman memerlukan beberap

BL MHM.. T e ek indicator dan kesiapan yang optimal agar bias n.ﬁ_...w__m.u,uﬁwwrwm

% Dalasita pinjaman berdasarkan kebutuhan daerah yang lebih diarahka

I Pinjaman Daerah diajukan kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah harus

tunggakan atas pengembalian pinjam

pada pembangunan infrastruktur, atau kegiatan ekonomi produkt

dalam jangka panjang. .
Berdasarkan hasil perhitungan DSCR, didapatkan gambara

tidak mempunyai
an yang bersumber

dari P : .
4 H?“ 4 mu_m&u.;ﬂb. s bahwa beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo memungkin dap
| P unuik Pinjaman Jangka Menengah dan Jangka melakukan pinjaman dari berbagai sumber, seperti terlihat da
amang wajib mendapatkan Persetujuan dari DPRD.,

data tabel berikut
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Tabel: 6,1, Kemampuan Daeraly Melakulkan Pinjaman

Boalemo 36,71 Memungkin melakukan pinjaman
Limboto _ 1225 Memungkin melakukan pinjamar
Kota Gorontala ()64 Tidak memungkin meminjam

Pohuwato 27,80 _ Memungkin melakukan pinjaman
Bone Bolango 69,37 Memungkin melakukan pinjaman

_ Corontalo Utara 21,91
Srmber: Dvolal:.

Memungkin melakukan pinjaman

DSCR sebesar atau sama dengan nilai 2,5,
Jika dikaitkan dengan kapasitas fiskal, masing-masing
daerah otonom di Gorontalo sesungguhnya Kota Gorontalo justru

masuk kategorj tinggi, sedangkan Kabupaten Bone Bolango yang

nilai DSCR paling tinggi justru kapasitas fiskalnya masuk kategori
rendah, Namun hasi] simulasi inj setidaknya bisa memberikan

sangat  terbatas kemampuan untuk  mendesain
Perencanaan dan pembiayaan pembangunan, Umumnya mereka
lebih berharap transfer dari pusat, dan lebih dari separuh
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hoterbatasan

' kurang
Wiperuntukkan  untuk  belanja  tdak langsung u_s__m. §
.EH_:_:.:I:_ dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,

04, Kesimpulan

Hasil simulasi perhitungan DSCR WbE ﬂﬂucnﬁm_om Mﬁmﬂﬂﬁ
i nﬁwmwﬁ_uhmz m..wu._ﬁmb.m__”:wﬁ melakukar
knbupaten (daerah otonom lainnya) diasumsi mﬂ,. Mmh i
j untuk dijadikan sumber pembiay i
b Karena pinjaman yang dilakukan oleh dae
_:._.:rm:m:bmb_m memang diprioritaskan pada proyek wmé
_..:_,cﬂH.__..wm::Emﬁ.:r; iliki efek terhadap perkembangan perekonomiar
_..__“_.C_“. F

daerah.
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Bab 7
Belanja Langsung Kabupaten/Kota dar
Kinerja Ekonomi di Provinsi Gorontalc

7.1.  Pendahuluan

Secara konsepsional, desentralisasi fiskal menyangkut du:
ll, yakni penerimaan dan pengeluaran, sekaligus ini menjad
kewenangan yang melekat terhadap pemerintah daerah. Namur
demikian, dari sisi penerimaan pemerintah daerah belum dapa
melakukan pungutan secara leluasa dengan menetapkan besarar
penerimaan maupun perluasan basis penerimaan. Denga
demikian desentralisasi penerimaan dalam arti yang sesungguhny:
belum dapat berjalan, karena sebagian besar penerimaal
pemerintah daerah merupakan hibah dari pemerintah pusat yan|
ditetapkan. Lain halnya jika penerimaan sendiri menjad
kewenangan penuh pemerintah daerah, dengan memper
limbangkan kemampuan fiskal daerah masing-masing,

Sedangkan pengeluaran menjadi terdesentralisasi secar
penuh, alokasi dan peruntukan belanja menjadi kewenangal
daerah. Jika dikelompokkan, terdapat dua jenis pengeluara
diantaranya pengeluaran rutin kemudian diubah menjadi belanj
tidak langsung, sementara pengeluaran pembangunan kemudia
berubah menjadi belanja langsung. Kedua jenis pengeluaran tent
memiliki dampak yang berbeda, lazimnya pengeluara
pembangunan (belanja langsung) memiliki dampak yang lebi
besar terhadap kinerja perekonomian daerah.

Oleh sebab itu tulisan ini ingin menganalisis dampa
belanja langsung secara agregat terhadap kinerja perekonomia
wilayah di Provinsi Gorontalo. Pada saat yang bersamaan analis

13



ini bertujuan memberikan penguatan kepada pengambil keldjal
_um:s.”m peranan  belanja  lang-sung  (pengeluaran  peme .
memiliki  korelasi  yang  siginifikan  untuk mempengar
pertumbuhan  ekonomi, pengentasan  kemiskinan _.E__m__
mengurangi angka pengangguran, .

mm._mﬂ,_ dimaksudkan untuk memberikan sugesti Iy
pengambil kebijakan daerah bahwa redesain sistem pengelun
sangat diperlukan, terutama mengoptimalkan ﬁmnmm_a_mmﬂmm}_u .‘_:.
agar belanja tidak langsung secara perlahan &mmr. ..
pengurangan dan sebaliknya mem-perbesar belanja langs "
Range waktu tahun analisis dilakukan selama 13 tahun kendall
dalam analisisnya kemudian bersifat unbalanced, karena sebaglun
daerah otonom yang menjadi unit analisis merupakan -
pemekaran tahun 2004 dan tahun 2008.

7.2.  Konsep Belanja Langsung
Pengeluaran atau belanja menurut Peraturan Pemerintah.
No. 24 Tahun 2005 adalah semua pengeluaran dari Rekenin Kas
Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana H_Nznmu
nm—mE periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan
n_imu_u_mw pembayarannya kembali oleh pemerintah. Selain itu
belanja juga dapat didefinisikan seperti vang dijelaskan dalam
Tﬁmwm..mz Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut
Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah vang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih. ;
Belanja dalam struktur APBD terdiri dari belanja langsun
dan belanja tidak langsung. Dimana belanja langsung ’ &M
m.mmm_.._.ﬁm istilah lain dari pengeluaran pembangunan Wm
digunakan sebelumnya, sementara belanja tidak _m:mm””m
H:m:._.m.._mwmb pengeluaran rutin (pegawai). Namun dalam wE.ﬁmm
belanja langsung juga terdapat komponen gaji pegawai, mm—m%
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polanja barang/jasa dan belanja modal. Belanja pegawai yang
dimaksudkan di dalam  komponen belanja  langsung adalah

pembayaran honor  bagi pegawai berdasarkan kegiatan yang
Uilakukan, namun jika kegiatan tidak terlaksana maka pembayaran
honor tidak diberikan (dikeluarkan). Sedangkan gaji pegawai di
dalam komponen belanja tidak langsung merupakan hak yang
melekat bagi pegawai.

Jika ditelaah, hampir secara keseluruhan daerah proporsi
belanja langsung relatif lebih kecil dibandingkan dengan belanja
lidak langsung. Kondisi ini tentu kurang menyehatkan anggaran
dacrah, inovasi melakukan pembangunan terbatas, dampaknya
terhadap perekonomian wilayah pun cenderung kecil. Dengan
sendirinya efek terhadap kinerja perekonomian lainnya sedikit,
oleh karena itu dibutuhkan bagi daerah menyiasati agar efisiensi

penggunaan APBD dijalankan.

7.3. Perkembangan Belanja Langsung Kabupaten/Kota di

Gorontalo

Analisis Belanja Langsung dilakukan untuk mengetahul
sejauh mana dampaknya terhadap perekonomian di Gorontalc
selama pelaksanaan otonomi daerah. Sebelum masuk kedalam
kajian ekonomteriknya, berikut diberikan gambaran pola Belanj:
Langsung yang terjadi disetiap daerah (kabupaten/kota) mulai dar
tahun 2001-2013 untuk tiga daerah otonom lama, demikian jug:

daerah otonom baru.
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Gambar 7.1 Pola Belanja 1
Aangsung Kabupate t '
n/Kota di Gore hutimpangan wilayah maupun distribusi  pendapatan  antar

erkapita masih sangat tinggi, termasuk pengangguran.
Berbagai  persoalan  yang muncul dengan  hanya
foruandarkan pada pertumbuhan belaka, maka mulai disadari
Qanyak pihak bahwa pertumbuhan tidak lagi identik dengan
pembangunan, sehingga tidak sedikit pihak yang mempertanyakan
kembali tujuan pembangunan yang dinilai kurang berorientasi
pada manusia, termasuk tidak sustainable. Sehingganya itu mulai
berkembang paradigma baru dengan memasukkan unsur
lingkungan (ekonomi hijau) dan pembangunan tidak bias gender.
Pembangunan yang lebih cenderung berpijak pada
pertumbuhan merupakan aplikasi dari model pertumbuhan neo-
klasik, dimana pandangan mereka beranggapan bahwa
pertumbuhan antar daerah akan mengarah pada pola konvergen
(merata) dalam jangka panjang, walupun tanpa campur tangan
pemerintah. Lain halnya model partumbuhan yang di kembangkan
oleh Harrod-Domar mengasumsikan bahwa pertumbuhan antar
daerah/wilayah mengarah pada pola divergen (timpang), dengan
kondisi demikian campur tangan pemerintah diperlukan.
Paradigma pembangunan dalarn konteks ini jelas berubah,
kehadiran pemerintah dibutuhkan karena pada kenyataannye
pembangunan yang berjalan menciptakan kegagalan pasar, Asums
neo-klasik akan terjadi efek penetasan justru banyak tidak terbukt
aliran modal tidak menjalar ke daerah terkebelakang, justrt
terkosentrasi  didaerah pusat pertumbuhan. Salah  salt
penyebabnya, karena adanya perbedaan endowment factors setiaj
daerah. Bahkan perbedaan endowment factors berpotens
memperparah ketimpangan antardaerah atau wilayah sehingg;
akan terjadinya migrasi tenaga kerja dan pergerakan modal k
daerah inti, serta tidak berjalannya mekanisme frickle dotwn effec
justru sebaliknya yang terjadi backwash effects, sehingga berdampal

2009 2010 2011 2012 2013 |
¥ Boalemo @Llimbolo ®Fohuwato m Bone Bolango = Gorut

2001 2002 2003 N_nzu.%.mﬁ_ﬁm .M_E,E .m_caﬂ:mccm

0 Gorontalo

Sumber: APBD Kabupaten/Kota, Diolal

74.  Ukuran Kinerja Ekonomi
74.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kons
e MWE M._wu,s._umhmﬁum: yang selama ini dijalankan,
e titikberatkan atau bahkan diidentikan dengan
. (pertumbuhan) ekonomi. Dimana partumbuhan ek . i
' _ onomi
nmnmwmm HHMNHE@E dengan proses peningkatan produksi baran
eglatan ekonomi. Meskipun tidak dapat &mmbmwmm

hasil pem-ban
gunan secara kuantitafif (pertumbu i
telah menunjukkan hasil yang memadai. e e

lebih lanjut, pembangunan terutama seca
munculnya

Namun bilamana dilihat
: ra Kualitatif berbareng;
berbagai persoalan, seperti tingkat rmEmmwM,.HM
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meningkatnya ketimp “tlaer dal, |

dalam _AE.EH__? uE.LﬂMW:: LA 1
. Pijakan teori-teori pertumbuhan lebik banyak beranjalk

F.EHH produksi dalam ekonomi mikro. Bila merujuk _i:m_H d

dari fungsi produksi akan dipahami penggunaan berba mm_, 5: _

E...Ew menghasilkan sejumlah output. Tlustrasi mmim_”“,__mu.ﬁ _

misalnya suatu sistem produksi untuk Emzmrmmmrm_u ou

produksi, seperti tenaga kerj (L), kapital (K).

ZumEcu dalam perkembangannya, neo-klasik cende
Emﬂmmwm,%mz faktor produktivitas yang dihasilkan dari _.Nﬁwﬁ“
nmw_.ﬁ_mm_ yang merupakan nilai koefisien dari sumber d _.
manusia. Oleh sebab itu, teori partumbuhan baru ang dik ol
sebagai new growth theory menekankan penting mﬁﬁmﬂ am:m.g.
manusia dengan memasukkan dua variabe] endogen, 1) mﬂaﬂﬂnw
daya manusia, 2) penelitian dan pengembangan. Kedua vari wmﬂ
tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah sebagai ol
. gai fungsi
. m&mﬁ_ﬂ_ﬂwm kajian pertumbuhan ekonomi yang diuraik
disini dikaitkan dengan peran pemerintah utamanya belanja ...MM..
yang diyakini dapat mendorong meningkatnya LEHH :
agregat. Belanja pemerintah diperlukan bilamana ?ﬁmmﬂmﬂ -
masih sangat terbatas seperti pada umumnva di wila _._mg..qmmwm
Indonesia (termasuk Gorontaloj. l ik

7.4.2. Kemiskinan

wmm&mWﬂmﬁzmﬁumﬂ adalah keadaan dimana terjadi

Eie Em&_uEHE untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti

v muM"H” JW.&M.EF nmh”.%ﬁ berlindung, pendidikan, dan kesehatan,

i - ) apat .&mmgw_ﬂ.ﬁ oleh kelangkaan alat pemenuh
an dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
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pekerjaan, Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang,
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara
yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evalualif, dan yang
[ninnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll
(Wikipedia).

Oleh sebab itu bisa dipahami definisi kemiskinan begitu
luas, sudut pandang yang beragam dan pengukurannya berbeda,
ada yang melihat dari sisi pendapatan, pengeluaran, ukuran kalori,
pemenuhan kebutuhan hidup. Beragamnya pandangan mengenai
kemiskinan mengakibatkan perlakuannya seringkali tidak seragam
pula, apalagi jika terkait dengan program pengentasan yang
bersifat  politis. Namun demikian, kendati definisi dar
pengukurannya beragam jika dikategorikan secara garis besar
kemiskinan terdiri dari dua, yakni kemiskinan absolut dar
kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut berpatokan pada pada suatu standard
yang baku, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu/batas negara
World Bank mendefinisikan Kemiskinan absolut bilaman:
pendapatan suatu rumah tangga dibawah USD $1/hari dar
Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah $2 per hari. Jik:
diekuvalenkan dengan kebutuhan kalori kira kira 2000 - 2500 kalor
per hari untuk laki laki dewasa. Sementara kemiskinan relati
adalah merupakan kondisi dimana kemiskinan terjadi karen:

karena dampak kebijakan pembangunan ekonomi yang belun
mampu menjangkau secara keseluruhan lapisan masyaraka
disuatu negara (daerah) sehingga menyebabkan disparita
distribusi pendapatan antar penduduk.

Secara georgrafis, kemiskinan dikategorikan dalam du
kategori yakni kemiskinan kota dan kemiskinan perdesaan. Pola ir
nampak mengikuti dari teori dualisme perekonomian yan
dikemukakan oleh Booke (dalam Kuncoro, 2004). Dualism
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ekonomi dapat mendorong kenatkan kemiskinan, Ahluwalin
(1979), menguraikan dimana  faktor-faktor kelembagaan
kebijakan yang tidak tepat akan mengakibatkan aliran sumberg
lebih kuat ke daerah perkotaan, :
Kemiskinan sesungguhnya dapat diatasi dengan berl
kebijakan, diantaranya melakukan akselarasi  pertuml
ekonomi, memperbaiki distribusi pendapatan dan mengenda
pertumbuhan jumlah penduduk, Sementara itu, menurut Bigute
dan Levin (dalam Suselo dan Tarsidin, 2008) bahwa bebera
elemen strategis yang dapat mengurangi kemiskinan antara lyly
outward oriented strategy berupa pertumbuhan ekonomi y
dimotori ekspor yang didasarkan pada manufaktur vang laboy
insenitive, pembangunan pertanian dan daerah
menggalakkan teknologi baru, investasi pada infrastruktur fisik
dan fhuman capital, institusi yang efisien memberikan insentif
kepada petani dan pelaku usaha, kebijak sosial untuk
mempromosikan pendidikan, kesehat-an, social capital dan jaring
pengaman untuk memproteksi penduduk miskin. Juga termasuk di
dalamnya perbaikan struktur pengeluaran pemerintah dengan

memperbesar belanja modal dalam rangka mengurangi kemiskinan
regional,

pedesaan dengan

7.4.3. -umumm_hmmEE-

Pengangguran adalah suatu kondisi di mana orang tidak
dapat bekerja, karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan
diberbagai sektor. Sementara menurut Biro Pusat Statistik (BPS),
pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang
tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka
yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah
pernah bekerja) atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka
vang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk

138

(G an pekerjaan dari mercka yang sudah memiliki
___“””_“H,““_Mﬂmm_s _4__ ?ﬂ__:m_.. mulai cercl_ﬁ__., EW._:E.E ﬂn:,.ﬁmu_ HH%MU”_”M
wescorang, dikategorikan tidak _um_nm:m.mﬁm_u__w EE_J wm_” e
sementara waktu atau sedang mencari pekerjaan. _M_mz i
pengangguran itu sendiri merupakan representase da
tidak bekerja. . o
i wmmwm negara Ehﬁmﬁﬁ? bahwa nmﬂwwcﬁmﬁﬁmb %mﬂmmuwﬂﬂﬂ
masalah pengangguran selalu berflukiuasi (naik _..MHMQ e
kondisi perekonomian suatu negara. Dengan ——
disimpulkan, ~ pengangguran  akan selalu I
perekonomian dengan kata lain pengangguran _u m_u mM _M_h_mE
nol. Hal ini bertentangan dengan asumsi wa S
rekonomian akan menuju terjadinya full mﬁu_nwuﬁaw. :
Hﬂmmﬁmmﬁm: akan selalu tercipta dalam jangka ﬁmﬂmm“m\ m”b
sebagian orang yang Emﬂmmﬂ%ﬂﬁ Wﬁ.ﬂ ?M_HHMF:H uﬂ” nw n__m%
mencari pekerjaan.
WM.M»BMHHH akibat proses pencarian kerja &mmww_.. Mﬁmgmﬂmm
friksional. Terbatasnya ketersediaan _mm.mhmmﬂ kerja E,mm_uﬂ__wma
dapat menampung semua pencarl kerja ﬂHme Em”ﬂ e
kelebihan penawaran tenaga kerja, mm_mh_mgﬂmg:mgmw
pengangguran yang disebut sebagai pengangguran s v EM.EEH
Sebagian besar para ekonom untuk menganalisis .
pengangguran mengaitkan dengan inflasi nmbmm_h mengact Gmwwm““
Kurva Philips. Amir (2006), kurva E..E_ﬁm. Emnmmgmhmw.m
bagaimana sebaran hubungan antara Emmm_, mmﬁmmu 2
% ran di dasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakar
anﬂmmhm:nﬁm adanya kenaikan w%ﬂmﬂ mmwmmmr JM-._EWH
naiknya permintaan agregat, maka sesual mmﬁmmﬁ teori mmH ot
jika permintaan naik maka harga akan H,:En. D.n..ﬂw“d ﬁwmmﬁ_ﬂ_._
harga (inflasi) maka untuk EmEE.Em:. permintaan i
produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan m _
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.W,Eis kerfa (tenagn kerfa merupakan satu-satunya inp !
apat Ee:?m#ﬂr:: output). Akibat dari peningkatan perm
tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga _“:.s.._ﬁ a..u_. v
pengangguran berkurang, "
s ?Mm_cwﬂz u,_m.r_n_m.. dasarnya Kurva Philip seringlall J
n terapkan dibeberapa negara, termasuk dj Tl oo
.w:mmﬂ yang muncul di Indonesia selama ini selaly T.._..
mHmmE.. h.._mmm_mr kebijakan temporer, seperti kenaikan harga Ha)
T Minyak (BBM). Sementara pengangguran di Indona
EE..HW_ lebih banyak berkaitan masalah struktur ekono 4 dal
hal ini lebih tepat dikaitkan dengan pertumbuhan ekono oy
mmw:uq.m pertumbuhan ekonomi akan berakibat ..Hm...n_:. :
wmﬁmu_ﬂm produksi yang merupakan turunan dar i
investasi. Jadi jelas bahwa, pertumbuhan ekonomi berhubun .

dengan :.Emwﬁmmm. Dengan meningkatnya investasi pasti permin _.
tenaga kerja akan bertambah, sehingga dengan mnﬂ._...._ ”._
WEHE_JE..E# eko-nomi yang diakibatkan adanya peningkatan
mﬁﬁmmEE Humuﬁwnmmﬁﬁr terhadap penurunan tingkat pengan o
Fm”ﬂ“ mﬂﬂnﬂ_ nvestasi tidak bersifat padat modal (Amuir m%cﬂww
estasi tidak hanya dari swasta, akan tetap i g el
: ; Pijuga dari pemeri
terutama pembangunan infrastruktuy (sektor publik). .

7.5.  Belanja Langsung dan Kinerja Ekonomi
aﬁﬁwmwmﬂummmung_um:&mﬁmﬁg dan Belanja Daerah (APBD)
e mEEamHE an perencanaan pembangunan dan layanan
e _um_”m:E._ anggaran. Utomo dan Sumarsono (2009)
oy ,_,._,_,m APBD pada hakekatnya merupakan salah
umen  kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk

meningkatkan pelayanan _
.u_m._m.HmHH Y umum dan mem“_m._..__.mﬂmmﬂ— E.mmu_..mwm_mnm_ﬂ di
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Jadi prinsipnya, APBD merupakan unsur pokok dalam

proses perencanaan fiskal dan sekaligus menjadi bagian penting
alam keseluruhan proses manajemen pemerintahan daerah, baik
picda kabupaten/kota maupun provinsi. Anggaran juga merupakan

instrumen dasar untuk melakukan pengendalian dan pengawasan,
pida saat yang bersamaan anggaran mencerminkan kenyataannya
yesungguhnya apakah akan membawa dampak terhadap
perkembangan perekonomian daerah, dan itu sangat bergantung
pada postur pengeluaran setiap tahun.

Jika pengeluaran kecenderungannya lebih besar untuk
belanja langsung tentu saja akan berdampak kuat, lain halnya jika
anggaran lebih banyak untuk belanja tidak langsung (rutin).
Berkaitan dengan hal tersebut, analisis ini dilakukan sejauh mana
pengaruh belanja langsung kabupaten/kota di Provinsi Gorontalc
lerhadap kinerja perekonomian. Untuk melihat pengaruh belanja
langsung dan pengaruhnya terhadap kinerja perekonomian di
Gorontalo maka disusun model regresi, sebagai berikut;

Yi = oy + @ Popy + aHDIy + a3 BL; + €
Poviy = Bog + B1Yie + BpUnempie + f3BLy + e
Unempye = you + Y1 PDRBy + y2 HDIy + yaBlys +

Merujuk pada argumentasi yang dikemukakan oleh Aka
dan Sakata (2002: 95) untuk menguji secara statistik kontribusi dan:
transfer antar pemerintah terhadap kinerja ekonomi, ada baikny:
memformulasikan kriteria desentralisasi fiskal secara kuantitatif
Secara umum, pendelegasian fiskal tersebut sering dipandan
sebagai pemberian otoritas terkait dengan keputusan dalan
pembangunan daerah. Semakin banyak kewenangan yan
diberikan kepada pemerintah daerah, maka derajat desentralisas
fiskal semakin tinggi. Kewenangan yang dimaksud dalam kontek
studi ini menyangkut pengeluaran, atau belaja yang memilik
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dampak yang luas terhadap kinerja erckonomian daerah, ya
belanja langsung,

Hasil estimasi menunjukkan bahwa belanja lang
memiliki pengaruh pada masing-masing variabel makro ckon
sebagaimana terlihat pada table-tabel berikut ini:

Tabel: 7.1. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Langsung Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Gorontalo

Koefisien Nilai Statistik
FOP? -0.000379 0.0368%
HDI? 0.022412 0,0000%%*
BL? 0.000802 0.0000%4+
Adj R-Squared {1.909101
F-Stat 89.76077
DW-Stat 1.172768

Keterangan: Signifikan *) 10 %, ™) 5 % dan ***)

Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan intrinsik yang
hendak dituju dalam proses pembangunan, karena pertumbuhan
(growth) memiliki implikasi untuk memberikan kesejahteraan
masyarakat. Sekaligus pertumbuhan sebagai indikator penting
melihat kemakmuran suatau segara, selain memberikan gambaran
struktur ekonomi. Dari hasil regresi yang dilakukan, pertambahan
jumlah penduduk berpengaruh untuk menurunkan output
ekonomi, artinya setiap terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar
1 persen mengakibatkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami
penurunan sebesar (,0386 persen. Dengan demikian ada indikasi
bahwa produktifitas penduduk masih rendah, karenanya
diperlukan peningkatan kualitas SDM terutama di sector
ketenagakerjaan agar jumlah penduduk kedepannya akan menjadi
modal mengagresikan perkembangan ekonomi daerah.
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Variabel indeks pembangunan manausia sebagai variabel
kontrol menunjukkan berpengaruh positif, dengan demikian setiap
ada kenaikan indeks akan mendorong kenaikan output ekonomi di
Gorontalo, demikian halnya yang menjadi focus kajian ini yakni
belanja public sangat signifikan mempengaruhi ﬁmnzu&nrmﬁ
okonomi. Setiap ada perubahan kenaikan belanja publik
kabupaten/kota di Gorontalo akan mendorong pertumbuhan
ckonomi.

Sementara hubungan belanja langsung terhadap kemiskinan
di Gorontalo dapat disimak pada tabel 7.2 berikut ini;

Tabel: 7.2. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Langsung Terhadap
Kemiskinan di Gorontalo

Koefisien Nilai Statistik
PDREB? -0.512514 0.8072
UNEMP? 2941499 0.0000*
BL? -0.000963 0.7308
Adj B-Squared 0.76532
“F-Stat 29.9426
DW-Stat .60561

Keterangan: Signifikan *) 10 %, **) 5 % dan ™)

Angka kemiskinan di Gorontalo termasuk tertinggi d
regional Sulawesi, sekalipun setiap tahunnya terus mengalam
penurunan. Kenaikan PDRB disetiap kabupaten/kota dapa
mendorong penurunan kemiskinan, hanya saja tidak terlal
signifikan. Sementara variabel makro lainnya seperti ﬁmbm.mzmm.n,ﬂm_
sangat signifikan mempengaruhi kemiskinan, dimana mm:mm. _.m.,”._ma
angka pengangguran akan mengakibatkan kenaikan kemiskinar
Untuk belanja langsung sendiri tidak memberikan efek yan
memadai menurunkan kemiskinan, atas dasar itu diperluka
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: wiode penelitian, atau semenjak
perbaikan  alokasi  pengeluaran yang  dapat  menuru dan  pengangguran selama  periode Pl

kemiskinan di daerah otonom di Gorontalo, P e ——— | -
Melihat realitas yang ada, kemiskinan masih sangat tinggi

ici mengalami kenaikan
angka pengangguran terdidik nyatanya akan ga

Tabel: 7.3. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Langsung Terhady

Pengangguran di Gorontalo karena itu diperlukan kebijakan yang afir :E_H” _HE%WWMmWHH
Koefisien Nilai kenyataannya kebijakan belanja Fﬂmwﬁ_ﬂm HEM_ dan angka
PDRB? -0.418806 relasi yang kuat untuk Emnmonw.m_ mn:mmmwm_mim angmre,
HDI? 0.029035 pengangguran. Serta &ﬁmu_ﬂwmﬁﬂmu_um_wﬁrﬁ”h_ tepat sasaran, atau
A Squ 0339991 s B SR T
F-Stat 5562421 kebocoran.
DW-Stat (.826581

Keterangan: Signifikan *) 10 %, )5 % dan ***)

PDRB disetiap kabupaten/kota nampak memberikan
pengaruh terhadap pengangguran, setiap terjadi kenaikan PDRB l
persen akan mengakibatkan penurunan pengangguran sebesar
0,419 persen. Sedangkan indeks pembangunan manusia, bilamana
mengalami perubahan akan berdampak terhadap pengangguran,
kondisi ini prinsipnya bertentangan dengan teori, sebab kenaikan
indeks manusia akan mendorong  peningkatan  angka
pengangguran. Untuk belanja langsung sepertinya diluar yang
diharapkan, sebab tidak berpengaruh secara signifikan setiap
terjadi penambahan belanja langsung disetiap kabupaten/kota di
Gorontalo selama periode penelitian terhadap pengangguran.

7.6.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, nampak bahwa langsung
(pembangunan) terutama untuk investasi akan mendorong
pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Hanya saja patut disayangkan
belanja langsung tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap
kinerja perekonomian lainnya seperti penurunan angka kemiskinan
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Bab 8

Pengeluaran Pemda untuk Sektor Pendidikan,
Kesehatan dan Infrastruktur Serta
Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

#1. Pendahuluan
Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepad:

mekanisme pasar akan sangat peka terhadap goncangan keadaar
dan bisa berdampak pada meningkatnya pengangguran da
lerjadinya inflasi. Oleh karena itu intervensi pemerintah menjad
sangat penting. Bentuk intervensi pemerintah terkait dengan sala
gatu perannya, yaitu peran alokasi, dimana pemerintah haru
memenuhi kebutuhan terhadap penyediaan barang publik. Ir
Jdilakukan karena pihak swasta ataupun mekanisme pasar tida
akan berminat menyediakannya, sebab pada umumnya barar
publik tidak akan memberikan keuntungan. Peran terseb
lentunya harus didukung dengan tersedianya anggaran yang aka
menjadi pengeluaran pemerintah (government expenditure) (Arhai
2013).
Jenis pengeluaran yang urgen dilakukan oleh pemerint

daerah berkaitan dengan sektor dasar, dan bersifat ‘utilita
ektor pendidikan, kesehatan d

Jdiantaranya pengeluaran di s
infrastruktur. Pengeluaran di sektor pendidikan, kesehatan d
g dan memiliki efek jang

infrastruktur merupakan agenda pentin
panjang. Ketiga sektor tersebut diasumsikan dapat menops
pertumbuhan ekonomi  dan mengakselarasi  kegiatan SO
magyarakat.

Gementara sektor pendidikan dan kesehatan senc

merupakan faktor pendukung dalam pembentukan SDM  (f)




capital).  Dalam pada  itu  keschatan  dan pendidikan
memberikan dampak terhadap pertumbuban ekonomi, hal
berkaitan dengan pijakan endegeneons theory yang memasulk
human capital  sebagai koefisien faktor produksi, Sehubungm
dengan itu, pada umumnya negara-negara maju kedua sektor
tersebut mendapatkan perhatian yang amat serius dari segi regulaml
dan pembiayaan (Arham, 2010). |
Sedangkan ketersediaan infrastruktur juga sama pentingnya
untuk mengakselarasi pembangunan ekonomi baik tingkat nasionnl
maupun regional (daerah). Keterbatasan anggaran ﬁm_ﬁmi:?r_
daerah maupun pusat (lewat DAK) terkadang membatasi ruang
gerak pembiayaan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur di
suatu wilayah sudah pasti akan menjadi hambatan, sekaligus
menciptakan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan perekonomian,
Secara umum, ketersediaan infrastuktur di wilayah
Indonesia Timur sangat tertinggal dengan wilayah barat, termasuk
di Gorontalo. Sekalipun wilayah ini sudah berdiri sendiri,
keleluasaan mengkreasi pembangunan infrastruktur masih
terbatas. Kelihatan bahwa pengeluaran pemerintah daerah di
dalam APBD hampir semua kabupaten/kota lebih dari separuh
untuk belanja tidak langsung (pegawai). Proporsi pembiayaan yang
lebih besar terhadap belanja rutin mengakibatkan pembiayaan
sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur menjadi
minim. Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini akan mengkaji
pengaruh pengeluaran pemerintah daerah ketiga sektor "utilitas”
tersebut terhadap kinerja perekonomian di kabupaten/kota di
Gorontalo. Apalagi ketiga sektor dasar tersebut menjadi program
unggulan pemerintah Provinsi Gorontalo.
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B2, Teori Pengeluaran Pemerintah

Pemerintah memiliki peran penting baik langsung ataupul
lidak langsung dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, atai
setidaknya  kebijakan  pemerintah ~ dapat  mempengaruh
pertumbuhan dalam jangka panjang melalui tiga instrumen fiska
yaitu: 1) pajak, 2) pengeluaran pemerintah, dan 3) keseimbangal
anggaran, Hardi (2009), ketiga instrument fiskal tersebu
berpengaruh pada tingkat efisiensi penggunaan sumber day
(efficiency of resourceuse), akumulasi faktor produksi (productio
factor accumulation) dan perkembangan teknologi  (fechnolog
progress).
Pengeluaran pemerintah mencerminkan upaya pemerintal
untuk menggerakkan perekonomian melalui kebijakan fiska
Pengeluaran pemerintah itu sendiri terdiri dari dua bentuk, yait
pengeluaran rutin (current expenditure) dan pengeluaran untu
belanja modal (capital expenditure). Pengeluaran rutin bertujua
untuk membiayai operasional kegiatan pemerintah dalar
pemberian layanan publik. Pengeluran rutin pemerintah bersifz
memenuhi kebutuhan internal kegiatan pemerintah sehingg
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan (Barro, 1990).

Sedangkan belanja modal adalah untuk membiayai kegiata
pembangunan sarana dan prasana fisik. Pengeluaran untu
‘overliend” sosial dan ekonomi akan membuka kesempatan kerji
meningkatkan pendapatan nasional dan pada gilirannya aka
meningkatkan kapasitas perekonomian (Todaro; 2000).

Tresch (2002) memberikan argumen tentang pentingny
pengeluaran pemerintah terhadap perekonomian apabila terjac
efisiensi dalam pengalokasian sumberdaya ekonomi. Pendekata
ini menjelaskan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah dap:
tercapai apabila ‘marginal benefit’ sama dengan ‘marginal cosl
Pemeritah dalam alokasi sumberdaya adalah untuk menjami

1¢



tercapainya penggunaan sumberssumber ekonomi yang efisien,

tidak dapat dicapai melalui mekanisme pasar. Weber dan Niskanen

(dalam Jan-Erik Lane, 2000) menyatakan fungsi utilities darl
pemerintah adalah berkaitan dengan besarnya anggaran, oleh
karena itu pemerintah harus memak-simumkan anggaran yang
merupakan kebijakan pemerintah.

8.3.  Teori Pertumbuhan

Romer (1986), Lucas (1988) dua ahli orang ahli ekonomi
yang mengembangkan tentang mekanisme partumbuhan ekonomi
yang bersifat endogenous. Hasil pengamatan empirik kedua ekonom
tersebut menunjukkan bahwa determinan pertumbuhan ekonomi
jangka panjang memiliki banyak variabel yang bersifat endogen.
Pandangan atas variabel-variabel yang turut menentukan
pertumbuhan ekonomi jangka panjang kemudian dimasukkan
dalam model yang dibangun sehingga tidak lagi merupakan
variabel yang eksogen (Canon, 2007).

Munculnya teori pertumbuhan baru (new growth theory)
karena kegagalan empirik model pertumbuhan jangka panjang
Solow, yang tidak mampu menjelaskan  mengapa  tingkat
pendapatan riil antar negara berbeda. Teori pertumbuhan baru
berupaya menjelaskan faktor-faktor yang menentukan besar
kecilnya residu. Menurut teori pertumbuhan baru, pertumbuhan
ekonomi dunia jangka panjang hanya dapat tercipta apabila ada
kemajuan teknologi yang endogen dan pengembangan sumberdaya
manusia (Todaro, 2000: Romer, 2006). Teori pertumbuhan endogen
menyatakan bahwa output merupakan suatu konsekuensi alamiah
atas adanya equilibrium jangka panjang (Canon, 2007},

Motivasi pokok teori ini untuk menjelaskan ketimpangan
pertumbuhan  ekonomi antar negara dan mengapa konsep
pertumbuhan itu adalah penting. Teori partumbuhan endogen
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mempunyal asumsl yang  berbeda _,_.._.__m_...___.._. :._....1 _v...n_._._“._Eﬁ”
cksogen (adanya penyusutan atas modal). Teori ini :..M._M_:
sebaliknya bahwa investasi justru akan semakin efe
semakin tinggi produksi agregat suatu negara, Um:ﬂms _J
modal yang sama, maka negara maju akan memberi kw._._ .m
yang lebih besar dibandingkan dengan negpra w:#‘m:m_ E”__:. :
ini juga menyatakan bahwa faktor teknologi tidak perlu ¢ :wr.
untuk menjelaskan proses terciptanya partumbuhan ek
s wmm““.wmw dari model ini maka potensi keuntungan im
yang tinggi di negara-negara _umqwmn.&ma..m dengan Emrun__
tenaga kerjanya masih rendah, banyak hilang karena _._M“._
tingkat investasi komplementer terhadap Eoﬂ&. atau SD L
sebabnya model ini menjadikan variabel L lebih m._.mwmmw. "
kualitas bukan kuantitas, sehingga untuk mencapai pertum
yang lebih baik maka negara berkembang E.ﬂu,m
memperhatikan pengembangan infrastrukfur dan  pening
wnm__ﬁﬂmﬁp pertumbuhan Solow Emzwmwm_m,._b _umru}.m kela
pertumbuhan output efektif harus berasal dari meEE.E H.r
sebagai variabel eksogen, tetapi E.HE, Solow anm,
menijelaskan secara spesifik dari mana kemajuan teknologi te
(Mankiw, 2007). Untuk membantu menjelaskannya maka n
teori partumbuhan endogen (endogenous growth mﬁaﬁgﬂ Hese:
theory) atau Model pertumbuhan AK tanpa diminishing
(Barro dan Sala-I-Martin, 1995:38-39). i
Y =AK :
Variabel A adalah tingkat teknologi yang bernilai
(A=0), variabel K dalam arti luas karena bisa memasukkar
(Barro and Salla-I-Martin, 1995:39).




Teori pertumbuban endogen menganalisis partumb
output bersumber dari suatu sistem yang mengatur
produksi. Model ini menyatakan bahwa partum-buhan o
Em...:ﬁmwmﬁ konsekuensi alamiah atas adanya equilibrium ju
panjang. Teori ini termotivasi untuk menjelaskan ketimp
pertumbuhan  ekonomi antar negara dan pentingnya ko W
pertumbuhan endogen itu sendiri. Para ahli teori m.m_._..E_._. "

endogen berusaha menjelaskan berbagai faktor penentu nilaf ¢
yang dalam persamaan pertumbuhan neoklasik Solow m__-_._.__...
ditelaah, dan hanya dinyatakan sebagai sesuatu yang bersil
eksogen (residu Solow) (Todaro, 1999:109-110). !
Secara struktural model pertumbuhan endogen memilil
kesamaan dengan model pertumbuhan eksogen, tetapi asumsl
n.mmm:. yang dianut berbeda sekali, sehingga kesimpulan U_E.ﬁm
ditarik menjadi sangat berbeda (Todaro, 1999:109). ?_n.u&_
pertumbuhan endogen menolak asumsi penyusutan imbalan
?m%u.& atas investasi modal (diminishing marginal returns to capital
investnents) yang mendasari model pertumbuhan eksogen.
, Model pertumbuhan endogen menyatakan bahwa hasil
investasi justru akan semakin tinggi bila produksi agregat di suatu
negara semakin besar, dan model ini juga memberikan perhatian
Tmmmu pada peranan eksternalitas dalam penentuan tingkat hasil
investasi permodalan. Dengan asumsi investasi pada modal
manusia, maka akan tercipta ekonomi eksternalitas sehingga
memacu  peningkatan  produktivitas untuk = mengimbangi
kecenderungan alamiah penurunan skala hasil dan mampu
menjelaskan terjadinya divergensi pola pertumbuhan ekonomi
antar negara dalam jangka panjang. Menurut Jhingan (2004), proses
pembentukan modal menyangkut tiga langkah: i) _“.ﬁo_ﬁn._m
tabungan nyata; i) Tabungan melalui lembaga kredit dan
keuangan; iif) Investasi tabungan.
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§4. Perkembangan Pembiayaan Pendidikan, Kesehatan dan

Infrastruktur

Pendidikan memiliki  peranan
menciptakan output ekonomi, karena pendidikan tidak hanya
membentuk karakter budaya seseorang namun dapat menciptakan
modal manusia untuk lebih produktif. Ini sejalan dengan asumsi
leori pertumbuhan baru, bahwa pendidikan meningkatkan
produktivitas  pekerja. Produktivitas pekerja  meningkat,
pertumbuhan ekonomi meningkat!4.

Hanya saja sebagian pengambil kebijakan seringkali
menganggap sektor pendidikan tidak terlalu urgen diprioritaskan
untuk dibiayai, karena refurn sektor pendidikan memang bersifat
jangka panjang dibandingkan dengan pembangunan fisik, atau
modal fisik. Padahal melalui pendidikan peningkatan sumber daya
manusia dapat dilakukan, sumber daya manusia merupakan
kapital yang dapat mengakumulasi resources lebih produktif
sehingga dapat menjadi kekayaan suatu bangsa.

Modal fisik dan sumber daya alam hanyalah faktor
produksi yang pada dasarnya bersifat pasif, manusialah yang
merupakan agen-agen aktif yang akan mengumpulkan modal,
mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun berbagai
macam organisasi sosial, ekonomi dan politik, serta melaksanakan
pembangunan nasional. Jelaslah, bahwa jika suatu negara tidak
segera meng-embangkan keahlian dan pengetahuan rakyatnya
serta tidak memanfaatkan potensi mereka secara efektif dalam
pembangunan dan pengelolahan ekonomi nasional, maka untuk

penting di dalam

i Studi Foster dan Rosenzweig (1995) mengenai prokdtivitas petani di India dar
Indonesia kaitannya dengan produktivitas. Petani yang memiliki pendidika
dasar lebih produktif daripada petani yang tidak sekolah, dikutip dari bahar
ajar ekonomi pembangunan Usman Hardi {2009).
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selanjutn .

mﬁm_u__h d;”_,_ﬁ negara tersebut tdak akan dapat menge
Em_ﬁmlﬂ”:m_.ﬁwm am.zmh._: _._m_ tersebut maka sektor pendidik Vi
= ukan perhatian serius untuk dibenahi, terutama o _"___
Mm mmﬂﬂmmﬁmﬁ. Bila dicermati, setidaknya bebera ._ __..,
e mh_mm“, pemerintah  sudah  berupaya ﬂmﬂmmﬂ mnalk
PRt m..w _._Mﬂ sektor _um“:.n:&wm? karena merupakan pu
nmmumrm E.Wmmﬂm. Kendati mm.HE.Emz selama pelaksanaan olonol
e ﬂEﬂu E_uﬂbmmb pembiayaan pendidikan di daerah m .
. mwﬁww an persoalan. Terdapat banyak sekolah !
belajar. DW vmﬂ_umm_..&HMMHHaMHuthrr n_wmﬁwmz sebagai £ .
_ : s sekolah masih san )
wwnﬂnﬂmmm”b MHEMmMummb fasilitas pendidikan antar ﬂmurm%_“h: d
o M..mmﬂ ggi. Daerah pelosok selain masalah sarana [ ik
_WmH :WM 3 ﬂmhmﬂ__ kekurangan tenaga pengajar.
sebagai pejabat mﬂ,.ﬁr?“uﬂwwmu_wm Mﬁﬂwﬂmﬁ\_ﬂmﬂm i &“nn ]
.y ari segi kepangkatan
. m.EE“.MM“meMN EM, eﬂm._mﬂ sudah ada penataan Wnu ﬁmn_““ﬂ“-m
e i b M.m n.:g:.:n menjadi pejabat struktural, yang
enggan Hnmn._”_mm mm, m,EH.. yang telah lama jadi pejabat m_u.ﬂrE...-H_
e ik EmﬁEmﬁ_m&_ ..wE.F Tidak jauh berbeda, penganggaran
dialokasikan, mm__M._:h M.E v“mmmz BT e
i go ampak terhadap peningkatan kualitay
o rMM_MﬁHﬂH Mm,ra_. kesehatan dari aspek penganggaran relatif
sl mi ingkan dengan sektor pendidikan. Idealnya
. u:mm n mmﬂm.qm dengan anggaran pendidikan, misalnya
ngalokasi anggaran kesehatan :

dan anggaran

5 Dikutip dari baha ;
o n ajar Usman Hardi i
Pendidikan, Distribusi Pend i fele bekalan d
. i P n dengan topik
Diipeid Berdimg apatan dan Pertumbuhan Ekonomi, —u:m.nnr.i_n__s
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pendidikan masing-masing 6,8 persen dari GDP-nya. USA, Inggris,
Jerman, Jepang dan  Australia  adalah juga
menganggarakan gektor kesehatan yang cukup tinggi. Anggaran
koschatan di Jerman bahkan hampir dua kali lipat anggaran
pendidikannya, yaitu 4,6 untuk anggaran pendidikan dan 8,1 untuk
anggaran kesehatan (Supriyoko, 2006). Sementara di Indonesia
anggaran kesehatan sangat rendah, nilainya mencapai setengahnys
dari  anggaran pendidikan, hal ini tentu saja sangal tidal

‘..___:_—uu_.mwc_.—w_,

["erancis,

Anggaran sektor kesehatan di Indonesia hanya sekitar
(dua) persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Bahka

angka itu masih di bawah sembilan negara ASEAN lainny
Indonesia hanya menghabiskan sedikit lebih dari dua persen PDI
nya untuk kesehatan atau sekitar setengah dari tingkat penghasile
negara-negara sebanding. Dalam WHO World Health Report 201
disebutkan, persentase anggaran kesehatan Indonesia ter-had:
PDB paling kecil dibandingkan dengan sembilan negara ASEA
lainnya. Anggaran kesehatan Indonesia hanya 2,2 persen dari PT
lebih rendah dari Myanmar (2,3), Filipina (3,3), Singapura (3,
Thailand (3,5), Laos (3,6), Malaysia (4,3), Kamboja (6,0), d
Vietnam (6,6)-

Mencermati fenomena itu,

Indonesia terhadap PDB paling
lan negara ASEAN. Padahal Organisasi Kesehatan Du
Qmﬁﬁmmauxﬁmﬂ.._ menetapkan  angge
| lima persen dari Produk Domestik Bruto (P1
bila berpatokan pada Tap B

persentase anggaran keseha
kecil dibandingkan deny

sembi
(World Health

kesehatan minima
Terkait dengan hal tersebut, apa
Nomor 5 Tahun 2000 yang mengharuskan anggaran keseh
mencapai angka 15 persen Jari total anggaran. Jika total APBN
sebesar Rp 1.087,1 triliun, setidaknya alokasi dana untuk angg

Loschatan bisa mencapai Rp 155,6 triliun (Arham, 2010).




Tidak mengherankan kondisi ini memberikan  dam
terhadap kualitas SDM Indonesia yang ditunjukkan dari peringla
lhuman development index (HDI) berada pada posisi 109, Secara |
juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, apalagi tingkal
kematian bayi dan ibu masih tinggi juga derajat kesehatan
masyarakat masih rentan terhadap penyakit yang mengakibatkan
produktifitas menurun. Termasuk angka kemiskinan yang masih
tinggi, pada akhirnya kemampuan masyarakat miskin untuk
berobat sangat terbatas, juga kurang didukung minimnya
pembiayaan kesehatan melalui jaminan sosial.

Kondisinya tidak terlalu jauh berbeda, infrastruktur wilayah
terbatas, karena kapasitas fiskal dan keuangan daerah yang rendah,
Akibatnya pembiayaan infrastruktur sangat minim, sebagian besar
anggaran terserap untuk belanja tidak langsung. Infrastruktur
terbatas dipastikan akan mengganggu akselarasi pembangunan
ekonomi wilayah16. Berdasarkan pada uraian itu, tulisan ini
memfokuskan pada kajian hubungan antara pertumbuhan ekonomi
dan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur di Gorontalo.

Menurut hemat saya, ketiga sektor pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur menjadi penting untuk dianalisis karena
ketiganya memiliki peran penting di era otonomi daerah. Banyak
pihak mendesak agar pemerintah daerah memprioritaskan
pembangunan ketiga sektor tersebut. Hal ini dilakukan karena
keterbatasan anggaran yang dialami oleh setiap daerah. Oleh sebab

'® Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas
infrastruktur di suatu wilayah akan berjalan seiring dengan perkembangan
output ekonomi, atau infrasturktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
World Bank (1994) menyatakan bahwa secara rata-rata peningkatan stok
infrastruktur sebesar 1 % akan meningkatkan pdb sebesar 1% (Sugivanto dan
Setiawan, 2007), dikutip dari tesis Salihuddin, Kebijakan infrastruktur dalam
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itu diperlukan prioritas pembiayaan, patut kita _._.__::uwﬁ_rs.._:wﬁ
karena banyak daerah saat ini menjadikan sektor ﬁm:E..urrm: Lﬂ
kesehatan sebagai program unggulan dan wﬁi?ﬂ_ m.qmnmﬁ sepert]
yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini.

Sebelum  menggambarkan  perkembangan
pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di Provinsi DD@EA
berikut akan ditampilkan perkembangan pengeluaran pemerintat
secara nasional menurut fungsinya ketiga sektor yang diuraikan d

atas dalam lima tahun terakhir.

keadaar

Gambar: 8.1. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Untuk
Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur (Triliun)

e Penididlikan === Kesehatan vt [ifrastrukiur

000 | 2010

e Pendidikan | 8491950 | 9081830 | 9785400 | 11496270 | 11846710

o Keschatan_| 1571510 | 187930 | 1406880 | 1537610 | 1749
e Infrastrukiur | 5300260 | 5214020 | 74,910.80 | 9969040 | 97.856.20

Sumther: APBN 2013, Hasil Olahan

Gambar 8.1 menunjukkan keadaan pengeluaran pemerintz
menurut fungsinya ketiga sektor yang diana-lisis. Sekt
pendidikan dalam lima tahun terakhir setiap tahun wﬂmmmumﬁ .“r
tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 84,9 triliun naik hingga menja
Rp. 1185 tiliun ditahun 2013. Lain halnya sektor kesehat
cenderung fluktuatif, tahun 2009 anggaran Wmmmwmﬁﬁ.._ sebes
Rp.15,7 triliun menurun menjadi Rp. 14,8 di tahun 2010 jauh leb




rendah tahun anggaran sebelumnya, namun setelahnya mengalg
kenaikan hingga 2013 sebesar Rp, 17,5 triliun. Sektor infrastruk

merupakan akumulasi pembiayaan dari tiga sektor, diantarany
pengairan, transportasi dan perumah-an, tahun anggaran
sektor infrastruktur sebesar Rp. 53 triliun menurun tak
berikutnya, tetapi mulai tahun 2010 hingga tahun 2013 me
menjadi sebesar Rp. 97,9 triliun.

8.5. Perkembangan Pengeluaran Sektor Publik Kabupat

Kota di Gorontalo
Sektor Pendidikan

Sektor-sektor publik yang dibahas disini terbatas pada
sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, Ketiga sektor
tersebut dianggap vital untuk disiapkan secara optimal oleh
pemerintah daerah. Bahkan pemerintah pusat mendesain kebijakan
sebagai patokan bagi pemerintah daerah agar memprioritaskan
ketiga sektor tersebut ditangani di tengah keterbatasan biaya,
Asumsinya, ketiga sektor utilitas tersebut memberikan levarage
pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan efek ganda
terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Meskipun pemerintah pusat telah memberikan arahan bagi
daerah untuk memprioritaskan sektor-sektor yang dijelaskan di
atas, dan sebagian besar pemerintah daerah memahamai urgensi
peningkatan pembiayaan. Tapi perkembangannya secara umum di
Indonesia, termasuk di Gorontalo pengeluaran sektor publik
tersebut masih timpang antar sektoral. Bank Dunia (2007), ketika
Indonesia mulai menerapkan desentralisasi, sumber daya
pemerintah daerah mengalami peningkatan. Pemerintah daerah
kini mengelola setengah dari total investasi publik. Pada saat vang
sama, komposisi pengeluaran sektoral juga mengalami perubahan.
Pengalokasian secara rata-rata untuk sektor pendidikan dan
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administrasi  telah  mengalami  peningkatan  cukup  signfikar
sementara  pengeluaran  infrastruktur - mengalami . penuruna
terutama sejak 2003, Di Gorontalo sendiri pembiayaan :._b..mmﬁ:.wf
kecenderungannya meningkat, namun pertumbuhannya renda
dibandingkan sektor pendidikan.

Akan tetapi perlu dipahami, sekalipun pengeluaran sektc
pendidikan  terus meningkat namun EEEH seluruhny
diperuntukkan bagi gaji guru, yang masih ditentukan .n__m
pemerintah tingkat pusat. Sebaliknya, ﬁmﬁ@mfﬂmﬁ pemerinta
pusat untuk sektor pendidikan sebagian besar diperuntukkan bay
investasi pendidikan, sementara pemerintah daerah _ump._"mzm_mpﬁ
jawab terhadap pengelolaan, pembangunan, mmn _.m#m_.a._w_ﬁ“
sekolah. Dominasi pemerintah pusat pada investasi ﬁmﬂ@&.ﬂm
bisa bertentangan dengan tujuan dari mmmm_...:.mﬁmwm_.. fungsi-fung
pendidikan kepada pemerintah daerah (Bank HE_E? mmc,q&. e

Adapun gambaran pengeluaran/belanja publik disetia
kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo Kkhususnya sek
pendidikan terlihat pada gambar berikut ini:

Gambar 8.2 Perkembangan Belanja (Pengeluaran) Sektor
Pendidikan Kab/Kota di Gorontalo (Miliaran Rupiah)
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Gambar 8.2 mengllustrasikan perkembangan pembia
sektor pendidikan setiap kabupaten/kota di Provinsi Goronis
Jangka waktu dipilih mulai tahun 2001-2012, dengan alasan suly
patokan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang mulai by
efektif awal tahun 2001. Meskipun pada dasarnya baru tiga da
otonom yang ada di Gorontalo pada awal pelaksa
desentralisasi fiskal. Karena itu analisis runtun waktu ber
unbalanced karena daerah otonom hasil pemekaran (@
dimasukkan sebagai unit analisis.

Alokasi pembiayaan yang dilakukan enam daerah oton
di Gorontalo tergambar terus mengalami kenaikan. Namun yang
paling signifikan kenaikan pembiayaan sektor pendidikan, yaitu
Kabupaten Gorontalo kendati beberapa tahun (2006) mengalami
penurunan dan setelah-nya meningkat. Kenaikan pembiayaan
sektor pendidikan untuk enam daerah otonom nampak konsisten
pada pem-biayaan pengembangan sumberdaya manusia.

Sektor Kesehatan
Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih
tertinggal dalam hal berbagai indikator utama terhadap pencapaian
di sektor kesehatan, seperti tingkat kematian bayi, kematian balita,
dan kematian ibu. Kendati demikian anggaran sektor kesehatan
terus mengalami peningkatan cukup signifikan sejak 2000, namun
peng-eluaran agregat masih berada di bawah 1 persen dari PDB,
Bank Dunia (2007), ada tiga alasan utama yang dapat menjelaskan
hal ini: mutu layanan kesehatan dasar yang buruk, tingkat
pemanfaatan layanan kesehatan sekunder yang rendah oleh rakyat
miskin, dan tingkat layanan pencegahan yang rendah,
* Layanan kesehatan dasar yang buruk. Pusat kesehatan
masyarakat  (Puskesmas)  mengalami kekurangan
infrastruktur yang memadai, seperti air bersih dan akses
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jaringan listrik yang teratur, serta kurangnya persediaa
obat-obatan dasar, Efisiensi pengeluaran dapat ditingkatka
dengan melakukan realokasi terhadap anggaran layana
Puskesmas bagi masyarakat miskin dan berfokus pad
intervensi untuk meningkatkan mutu layanan kesehata
dasar.

o Tingkat pemanfaatan layanan kesehatan sekunder olelt masyaraks
nmiiskin yang masih rendah. Tingkat penggunaan um%mmw
kesehatan sekunder (rumah sakit) oleh masyarakat miski
masih sangat rendah. Dengan demikian, ada ﬁcﬁ.mnwm. yan
cukup signifikan untuk melakukan investasi n___ -
permintaan yang dapat meningkatkan masyarakat E.._m_a
terhadap layanan gawat darurat atau rawat ma
Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayana
rumah sakit dapat dilaksanakan melalui sistem kupo
(kartu sehat) yang memungkinkan pemiliknya Emﬂﬂ.mﬁ?
layanan gratis. Pemasukan yang diterima Ew.._mw sakit sesu
dengan jumlah pemegang kartu yang dilayani.

o Tingkat layanan pencegahan yang rendah. Indikator wmm&_m_..m_
Indonesia yang masih mengecewakan dapat pu
ditingkatkan dengan memperkuat layanan ﬁmﬁnmmwg
intensifikasi program kesehatan, dan kampanye nasion
untuk kesehatan untuk menanggulangi penya-kit menuls
terutama di daerah-daerah terpencil dan di wilayah-wilayz
yang masih terbelakang.

Jika ditelaah dengan cermat, pengeluaran untuk layans
kesehatan publik di tingkat daerah (digabungkan dengan aloka
untuk pemerintah daerah dan alokasi anggaran dekonsentra
pemerintah pusat) cenderung lebih banyak Emsmﬂﬂﬂﬂmwm
kabupaten,/kota yang lebih kaya, dibandingkan daerah H:H.ﬁwm
Kesenjangan ini pada dasarnya didorong oleh dampak regresif d

1



pengeluaran  yang  didesentralisir, Perkembangan pengel
sektor kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
disimak pada tabel berikut ini.

Gambar 8.3 Perkembangan Belanja (Pengeluaran) Sektor
Kesehatan Kab/Kota di Gorontalo (Miliaran Rupiah)
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Grafik 8.3 memberikan informasi keadaan pengeluaran
sektor kesehatan di enam kabupaten/kota di Gorontalo secatra
umum semua daerah otonom pembiayaan sektor kesehatan
trendnya meningkat. Akan tetapi dua daerah otonom
memperlihatkan kenaikan pembiayaan sektor kesehatan cukup
ekstrem pada tahun tertentu, dan penurunannya juga sangat
landai. Kota Gorontalo selama dua tahun (2003 - 2004) pembiayaan
kesehatan naik signifikan, namun setelah tahun 2004 menurun. Hal
serupa dialami Kabupaten Gorontalo (Limboto) tahun 2005
kenaikan pembiayaan sektor kesehatan sangat tajam. Sedangkan
daerah lainnya nampak kenaikannya cukup stabil.

Sektor Infrastruktur

Perkembangan infrastruktur di Indonesia masih sangat
lamban jika dibandingkan dengan negara tetangga. Bahkan Bank
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Dunia  (2007) menggambarkan  dengan jelas  bahwa dalam

pelayananan terhadap infrastruktur dasar mﬁ...m_.._._ akses E”ﬁ WE_EF
listrik, dan sanitasi. Hanya 40 persen dari penduduk Ir onesia
memiliki akses terhadap air keran _H_u_uw.g.._ dan . wm._uﬁ.”mm
penduduk Indonesia (lebih dari 70 juta) a,.umw _Emﬁ;.EE nﬂw m_.wm
jaringan listrik. Keadaan ini tidak w%mu._m.mwmuﬁ peningkatan P

erarti a tahun terakhir mi
T mmwﬁwzcmﬁhw ini Peningkatan investasi Er.mmﬂﬁw.nﬁ akan
memerlukan paling sedikit 2 persen dari _uﬂ.mr. atau Pmmwm E.&_.mu M,,mM
tahun. Jumlah ini akan mampu ﬁﬁnmmagw%m,_._ tingkat investas
pada masa sebelum krisis, tetapi tetap mmwm,__ tidak _mw ﬁm“
menggantikan ‘dekade yang mﬂbcﬂ.m dalam investasi infrastra

i isis (Bank Dunia, A

mmgﬁ_ﬂwqﬁ_&rh&ﬁmwmﬂ dengan  sektor pendidikan, hﬂ
kesehatan pengeluaran di sektor infrastruktur relatuf - n”
dengan!” dengan memasukkan beberapa wcﬁ.ﬁoﬂmn mmwn“wmmm .
sumberdaya air dan irigasi, transportasi, sektor pem :wW!nEWWu
daerah dan pemukiman, dan sektor E..hﬁmrﬁﬁ dan perm

hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

i t
v Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian wﬁm.. pengeluaran Eﬂﬂﬂ:ﬁ
kebutuhan sektor sosial dan administrasi ﬁmam:ﬁﬁrnﬂ.mm_mﬂ L B
pemerintah pusat secara terus-menerus melakukan r_un:wwﬁmﬁmwb s &..“Er_.,_
i i tama sektor kesehatan
besar untuk fungsi-fungsi daerah teru e i
i lokasi anggaran yang lebih se :

e o sigseriy [ ine itu, perusahaan publik yang tel

i ktur berskala besar, Di samping 1, P . i
M.___”._mmﬁ._z ke pemerintah daeral, terutama PDAM yang menangant pasokan

bersih telah terlilit hutang,



ﬁ._,mm:wnq 8.4 Perkembangan Belanja (Pengeluaran) Selt
nfrastruktur Kab/Kota di Gorontalo (Miliaran =E..__=E.

=== Boalemo " e Limboto
wmpmems Bonibol =i COrUE
Sumber: APBD Kabupaten/Kota, Dielah

ssgreess P by
wee e ogomitalo

i m“ﬂwﬂwumﬁgwamwﬁn sektor infrastruktur dapat dilihat
P : E.E._._m enam kabupaten/kota cenderung kura
iten pada pembiayaan sektor infrastruktur. Hal ini terli l
ﬁmn,_”_w%mm: berfluktuatif, figurasinya terlihat m&m.. rmh.mumﬁm”q _”H
Mum_“b EWmm%Md H,H_"_.mm“n.wﬁ_. seluruh daerah otonom yang ada, meE
i om EEE.Em, grafiknya meningkat, namun setelah tahun
e menurun kembali. Dan yang lebih ekstrem
tuasinya adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

mfrastru . i
yan mm“”n”. u_._m_nm —.:H_mm:_ ini menggunakan model multipleregresi
& erlalu rumit. Namun diharapkan hasilnya relatif lebih
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karena menggunakan data panel, meski data  yang
1 karena beberapa daerah unit analisis

iodik data set yang digunakan

akurat
digunakan bersifat unbatance

data seriesnya tidak sama. Secara per
mulai  tahun 2001-2010 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan

Jesentra-lisasi fiskal selama 10 tahun, tapi pada kurun walktu awal
pelaksanaan Jesentralisasi baru tiga daerah otonom, dan saat ini
sudah ada enam kabupaten/kota di Gorontalo.
Studi ini mengikuti model Busemeyer (2007) dengan
beberapa modifikasi variabel sesuai dengan kebutuhan.
Y =f (PP, PK, PI, Pop, YCap.).
Berdasarkan hasil regresi dengan
variabel kontrol yang dianggap relevan selain
ditunjukkan pada tabel 8.1 berikut ini.

menggunakan beberapa
variabel utama

Tabel: 8.1. Hasil Estimasi Pengaruh Belanja Publik Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Gorontalo

Koefisien Nilai Statistik
YCap 0.122226 0.0099
Educ 0.000982 00000+
Health 0.000410 0.0205*
Infra -(.000341 00.2487
Adj R-Squared 0.964406
F-Stat 214.7452
DW-Stat 1.060213
Keterangan: Signifikan ™) 10 %, **) 5 % dan **7%)

Kategori belanja publik yang dimaksud disini diantaranya
sektor pendidikan, keschatan dan infrastruktur. Variabel-varaibel
merupakan program unggulan dari pemerintah Provinsi
Hasil estimasi menggambarkan bahwa pendapatan

Gorontalo.
ebagai variabel kontrol tidak memberikan pengarul

perkapita s
yang berarti terhadap pertumbuhan ekonomi di Gorontalo

ini juga
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Sementara  pemblayaan  sektor  pendidikan  sangat 1l
_...u_.__mm..:...._r:f? dimana  setlap  kenalkan 1 ,_E.E.M ,___m 3
pendidikan  di  kabupaten/kota Eenmm___ﬁ_ﬁﬁ? ﬁpEEaﬂ..@.ﬂ.
mﬁﬁ_“_.érmﬁ ekonomi sebesar (,0000982 persen DmH_Em”m p
enaikan pembiayaan seklt wsihe vl :

_”..q_.E..q_..:u ﬁmaEhwEEu w.wﬂh“&ﬂﬂ“mﬂwwmﬁ EE.E__E, g '
M.:_H.ss_“mHF namun tidak demikian dengan Mmﬂﬂ“ _.h.m.pu_.._.mwn.._._r
uran iliki i b

ada wm“ﬂﬂmwmmr MMHW _um_..m._..n.ﬁm_.wmn_m_u Pt mwasn._ h
kebocoran. Eﬂﬂmbﬁm m_qumms _.H._mw.mmqﬂrwﬂq banyak menga .._
oo, Memang s et pegeahun .
infrastruktur mm.._.ums.ﬂﬂﬁwmﬁmuh anggaran untuk pembangine
memberikan mw.__M_m ol el P el mmmﬂmwsui.,
Gorontalo did 4 _um_.__E.ﬂ presigpman o intmatrb ) m__,.
» diduga memiliki tendensi mengalami kebocoran u_.mum.

memerlukan koreksi vane m i
o ; ]
o yang memadai dari pemerintah, atau bidang

B.7. Kesimpulan
Setia
wm:wiﬂmumbﬁ EEMMM mmW_Hm pelaksanaan desentralisasi fiskal
» Pu mengalami peni o

berdasarka 0 pas . peningkatan signifikan,

_JE._&&M n hasil kajian menunjukkan bahwa wﬁaﬁ&ﬁ%ﬂ“ﬁ&

...r._u Hmﬂ pengaruh *.m.n._.mw&mﬁ EHBNWWE pertumbuha

‘konomi di 1l

sementara mmer.H_ M”M,m“ﬁhw Fuw g m————
ti _w_"n (a i

terhadap pertumbuhan ekonomi. berpengaruh yang berarti
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. embangunan ekonomi yang dijalankan tidak sekedar

mengharapkan pertumbuhan semata, akan tetapi juga diperlukan

perubahan struktur ekonomi. Perekonomian yang sekedar tumbuh

akan menyisakan berbagai persoalan, seperti ketimpangan dan
penyebaran pusat-pusat pertumbuhan tidak terdistribusi merata.

Buku ini membahas tentang perkembangan pergeseran sektor ekonomi
kabupaten/kota di Gorontalo, pola ketimpangan antar kabupaten/kota di
Gorontalo, peta kapasitas fiskal daerah otonom di Gorontalo, kemampuan
dan kinerja keuangan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, transfer fiskal
dan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, kajian kemampuan melakukan
pinjaman bagi kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo, belanja langsung
kabupaten/kota dan kinerja ekonomi di Provinsi Gorontalo, pengeluaran
pemda untuk sektor.

B —
Buku ini sangat baik untuk mahasiswa dan peneliti karena ulasannya
memuat tecri dan penerapannya secara empiris terutama yang
berhubungan dengan ekonomi pembangunan dan regional, sekaligus buku
ini akan memperkaya referensi yang berhubungan langsung dengan
tinjauan ekonomi daerah. (Prof. Dr. I Mahludin H. Baruadi, Guru Besar
Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo).

Beragam topik menyangkut perekonomian dan keuangan daerah terbilang
serius, karena mendasarkan pada teori dan model empiris. Penerapan
model-model perekonomian dan keuangan daerah untuk disajikan dalam
bentuk buku masih sangat jarang dilakukan oleh ekonom-ekonom. Buku ini
hadir mengisi kekosongan, walau terbilang serius namun penulisnya
berupaya untuk mengajak pembaca untuk dapat mengerti kondisi daerah
yang sesungguhnya menyangkut kinerja perekonomian dan keuangan
daerah. (Kodrat Wibowo, Ph.D., Ketua Departemen llmu Ekonomi FEB
Unpad Bandung).
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